BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PUTUSAN
Nomor: 001/PS.REG/M8.1803/1X/2020
' DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan
memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan
putusan sebagai berikut: *

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah mencatat
dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pernilihan, Permohonan

dari:
1.1 @ Nama © H.HIPNILSE. .
b. No KTP . 1801100407 730004
c. Alamat . Palas Pasemah 'RT 002 RW 002,

Desa Palas Pasemah Kecamatan

Palas Kabupaten Lampung Seilatan,
Provinsi Lampung

. Tempat, Tanggal Lahir - Palas Pasemah, 04 Juli1873
e. Pekerjaan/Jabatan . Wiraswasta '

2. a Nama " Ml MELIN HARYANI WIJAYA,
SEMM :
b. No KTP . 3171074305720007
Alamat . JI. Raya Merak Balin No. 1028-1029,

RT, 002 RW 001 Desa Merak Batin
Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan, Provinsi

Lampung.
d. Tempat, Tanggal Lahir - Solo, 03 Mei 1972

' e. Pekerjaan/Jabatan . Wiraswasta '



Sebagai Bakal Pasangan Calon yang didaflarkan oleh Gabungan Partai
Politk dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung
Selatan, yang mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Lampung Selatan namun tidak ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung
Selatan berdasarkan surat Keputusan Ketua KPU: Kabupaten Lampung
Selatan Nomor: B0/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/1X/2020 Tentang Penatapan
Pasangan Calon Bupalti dan Wakil-Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Tanggal 23 September
2020, untuk kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa
Pemilihan pada Tanggal 28 September 2020 dan dicatat dalam Buku
Register ~Perkara  Penyelesaian Sengketa Pemilhan  Nomor
001/PS.REG/18.1803/1X/2020 pada Tanggal 28 September 2020,

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Bawaslu Kabupaten Lampung
Selatan terhadap Keputusan Ketua KPU Hahupataanumpung Selatan
Nomor:  60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/iX/2020 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada F‘ernirlihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 langgal 23
September 2020 dan Berita Acara Nomor 60/PL02.3-BA/OMKPU-
Kab/IX/2020 Tentang Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syaral Berdasarkan Hasil
Penelitian Administrasi Perbaikan Tanggal 23 EuptTen'-th-ar 2020 serta
Berita Acara Nomor 61/PL 02 3-BA/0IKPU-Kab/IX/2020 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupafi pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 23
September 2020 Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

Hi. AMRI SHOHAR, S H. " RUSTAMAJI, SH. MH.

EDY RAHMAD, S H. . MUKHLISIN, S H

HERWANTO, SH., MH. QISTOSI, S.H..

Hi. NURSALAM, S H. AHMAD HANDOKO, S.H., MH.
ZAINAL RACHMAN, S.H., M H. YENI WAHYUNI, S H., M.H
YOPI HENDRO, SH., M.H. ~ DINA ADHARENI, S H., M H.
HERMAWAN, SH.I, MH R. ANANTO PRATOMO, S H.



Semuanya adalah Advokat Penerima Kuasa, yang tergabung dalam TIM
ADVOKAS!| HIMEL, beralamat di JL Raya Merak Batin No. 1028-1029 RT
002 RW 001 Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan No. Telpon/HP; 081278085420, baik sendiri sendiri atau bersama-
sama berfindak untuk dan atas nama Pemberl Kuasa berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Tanggal 23 Seplember 2020 selanjutnya disebut
PEMOHON,

TERHADAP

KPU Kabupaten Lampung Selatan, yang berkedudukan di Kalianda dengan
Alamat Jalan Raden Intan Nomor 81 Kalianda NDITI:EH‘ Teleponfaksimile
0727-323128 Lampung Selatan . Provinsi Lampung dalam hal ini
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/5U/M1B0 WKPU-Kab/1X/2020,
Tanggal 28 September 2020 memberikan Kuasa kepada ROZALI UMAR,
SH, MH., AHMAD KURNIADI, S.H. dan AHMAD SOPRI YANSYAH, S H,
kesemuanya Advokat yang tergabung galam KANTOR
ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM ROZALI UMAR, SH. MH & REKAN
beralamat di Jalan Flamboyan Gang Langgar Nomor .32 Bandar Lampung
bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupatén Lampung Selatan
Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON: |

Permohonan diajukan pada Tanggal 28 September 2020 yang diterima oleh
Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada Tanggal 28 September 2020
dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa

Pemilihan pada Tanggal 28. September 2020 dengan MNomor:
D01/PS.REG/18.1803NX/2020.

Membaca Permohonan PEMOHON:

Mendengar Keterangan PEMOHON:

Membaca Jawaban TERMOHON; -

Mendengar Keterangan TERMOHON: i
Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli dari PEMOHON,
Mendengar Keterangan Ahli dari TERMOHON:
Memenksa Bukti-Bukti PEMOHON, TERMOHON:
Membaca Kesimpulan PEMOHON, TERMOHON.
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TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan
Penyelesaian Sengketa Pemilihan dehgan Nomor;
001/PS.REG/18.18031X/2020 Tanggal 28 September 2020 dengan
Permohonan sebagai berikut: !

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa PEMOHON Bakal Pasangan Calon Bupali dan Wakil Bupati
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan

' Tahun 2020, merasa keberalan atas diterbitkannya Kepulusan
TERMOHON Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-KabiX/2020 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Euhati pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dan
Berita Acara Nomor: ED!FL-UE.E-BA{HMPU-HEMWED Tentang
Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dan tidak
Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Penelitian A..dl"lﬁniﬂm Perbaikan
Serta Berita Acara Nomor: 61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/1X/2020 tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020,
Bahwa keberatan PEMOHON dimaksud terkait angka kedua Keputusan
TERMOHON yang menyatakan bahwa, “Tidak, Menetapkan Bakal
Pasangan Calon H. Hipni, SE dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E, M.M
yang diusung Partal Gerindra (7 kursi), Parai Amanat Nasional (7
kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (4 kursi), karena Tidak Memenuhi
Syaral (TMS) sebagai Calon Bupati dan Wakil, Bupati Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2020"

Bahwa PEMOHON merasa sangat dirugikan atas diterbitkannya
Keputusan TERMOHON a quo, kerugian PEMOHON akan terfihat nyata
apabila keputusan TERMOHON a quo tidak dibatalkan oleh Majelis
Sengketa Bawasli yang terhormat, bahwa akibat diterbitkannya
Keputusan TERMOHON a quo maka akan berdampak pada tidak
dikutsertakannya PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Bahwa
menyikapi permasalahan dimaksud maka PEMOHON mengajukan
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Sengketa Pemilihan a quo kepada Bawaslu Kabupaten Lampung
Selatan dengan harapan Majelis Sidang Bawaslu yang terhormat dapat
memberikan Putusan yang Adil bagi PEMOHON.

Bahwa yang menjadi Dasar TERMOHON I'u'laml.ratﬂan PEMOHON
Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 adalah karena berdasarkan
hasil penelitian terhadap Dokumen Persyaratan Calon Bakal Pasangan
Calon Wakil Bupati atas nama Hj. Melin Haryan| Wijaya, SE, MM
ditemukan dokumen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan
adalah Mantan Terpidana yang Dijatuhi Hukuman Percobaan
berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggl Tanjungkarang Nomor:
122/Pid/2014/PT Tjk Tanggal 18 Februari 2015, Bahwa Norma yang
digunakan TERMOHON adalah Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto Pasal 4
ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020

Bahwa menurut PEMOHON M:nntun Terpidana yang Dijatuhi Hukuman
Percobaan tidak termasuk yang dimaksud dalam norma Pasal 4 ayat (1)
huruf f juncto Pasal 4 ayal :‘Ei:l Peraturan KPU Hnmi::r 8 Tahun 2020
Tentang Perubahan Keempat, Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2017 Tantarrp Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dwutnu Walikota dan Wakil
Walikota.

EmmdnhnMiMTEHMWmHmmdmmmunmﬂ
menerapkan norma Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto Pasal 4 ayat (2a)
" Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2020. Bahwa Ketentuan vang diatur
dalam Norma Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto Pasal 4 ayat (2a) Peraturan
KPU Nomor 8 tahun 2020 diperuntukkan bagi Mantan Terpidana yang
melakukan Tindak Pidana yang di ancam dengan Pidana Penjara 5
(kma) Tahun atau lebih dan menjalankan Pidananya dalam Penjara,

Bahwa PEMOHON Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Hj.
Melin Haryani Wijaya, S.E, ‘M M. berdasarkan Putusan Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang Nomor: ' 122/pid/2014/pt.tik Tanggal 18 Februari
2015 merupakan Mantan Terpidana yang dianr:afn dengan Pidana
diatas 5 (lima) tahun akan tetapi Dijatuhi Pidana Percobaan dan yang

bersangkutan tidak menjalani Pidana dalam Penjara. dengan demikian
5



maka Ketentuan norma Pasal 4 ayal (1) huruf f juncto Pasal 4 ayat (2a)
tidak dapat diberlakukan kepada PEMOHON.

Bahwa Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Hj. Melin
Haryani Wijaya, SE. MM ‘vang telah selesai menjalani Pidana
Percobaan tidak di dalam Penjara berdasarkan Futusan Pengadilan
yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap menurut PEMOHON
dapat dikategorikan tunduk larl‘mdnp Ketentuan norfna Pasal 4 ayat (1)
huruf f 1 dan Pasal 4 huruf g junclo Pasal 4 ayat {2b) Peraturan KPU
Nomor 8 Tahun 2020

Bahwa selanjulnya pada hari Rabu, Tanggal .9 September 2020 d
Koran Harian Kupas Tuntas PEMOHON Bakal Faaangan Calon Wakil
Bupati atas nama Hj. Melin Haryani Wiaya, SE, MM ieiah
mengemukakan kepada Publik bahwa yang bamnnghl.r!an telah
melakukan Tindak Pidana turut serta menggunakan Surat Palsu atay
yang dipalsukan secara berlanjut i

Bahwa PEMOHON Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Hj.
Melin Haryani Wijaya, S.E., MM telgh malnl:sanad:an Ketentuan yang
diatur dalam norma Pasal 4 ayat (1) huruf f 1 dan F'a-a.ul 4 huruf g juncto
Pasal 4 ayat (2b) Peraturan KPU Nomar 8 Tahun'2020. Bahwa dengan
demikian maka tidak Burnlmn Hukum bagi TERMOHON untuk
menyatakan PEMOHON ‘I‘ldah Memenuhi Erara! (TMS) sebagai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hnbupaien Lampung Selatan
Tahun 2020

I. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa pada Tanggal 4 September Tahun 2020 PEMOHON
mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Lampung Selatan ke KPU Kabupaten Lampung
Selatan. Bahwa pada saal mendafiar PEMOHON telah Memenuhi
Syarat Pencalonan dimana PEMOHON didaftarkan oleh tiga Partai
Pengusung yaitu Gerindra (7 kursi), PAN (7 kursi) dan PKB (4 kursi)
total 18 kursi. Bahwa selain di usung oleh tiga Parta; besar diatas
PEMOHON juga didukung pleh 3 Partai lainnya yaitu, Partai Gelora,
Partai Garuda dan PBB. y

Bahwa selanjutnya terkait dengan Pemenuhan Syarat Calon,

& '

]



PEMOHON telah menunjuk LO yang tugasnya adalah berkoordinasi
dengan TERMOHOMN untuk melengkapi Imhuranganﬂhuwngm
berkas Pencalonan PEMOHON. Bahwa betapa kagetnya
PEMOHON, Partai Pengusung, Pariai Pendukung, Tim Pemenangan,
Tim Relawan, Keluarga Besar PEMOHON dan seluruh masyarakat
Kabupaten Lampung Selatan yang selama ini lelah mendukung
Pencalonan PEMOHON pada saat mendengar dan membaca
pengumurman yang disampaikan oleh TERMOHON yang menyatakan
Tidak Menetapkan Bakal Pasangan Calon H. Hipni, 5.E dan Hj. Melin
Haryani Wijaya, SE., MM yang diusung F'artal Gerindra (7 kursi),
Partai Amanat Nasional (7 kursi), Partai . Kehanghrtan Bangsa (4
kursi), karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020,

Bahwa keputusan TERMOHON a quo berdampak pada tidak
dilkutsertakannya PEMOHON sebagai Pasangan Calon dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2020. Bahwa padahal Hak Memilik dan Hak Dipilih adalah
bentuk pengejawantahan dari konsep Negarh Demokrasi Hak
Memilih dan Dipilih merupakan Hak Konstitusional yang harus
dilaksanakan untuk memberi kesempatan yang sama datam Hukum
dan Pemerintahan sebagaimanan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan
Pasal 28 D UUD 45. Bahwa hal ini Juga secara spesifik dimuat dalam
Pasal 43 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia yang berbunyi “Setiap Warga Negara Berhak untuk Dipilih
dan Memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan Persamaan Hak
Melalui Pemungutan Suara Yang Langsung, Umnum, Bebas, Rahasia
Dan Adil Sesual Dangan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan” ;

Bahwa selelah PEMOHON telusuri temyata penyebab dari
Keputusan TERMOHON yang menyalakan PEMOHON Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) adalah oleh karena PEMOHON Bakal
Fasangan calon Wakil Bupali atas nama Hij. Melrn Haryani Wijaya,
S.E., MM pemah dijatuhi Pidana Percobaan bardaaarhan Putusan
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 1EMD1JFPT Tik
Tanggal 18 Februari 2015, dengan Amar Putusan: Menyatakan
[



Terdakwa Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., MM binti Haryanto Telah
lerbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak
Pidana “turut serta menggunakan surat palsu atay yang
dipalsukan secara berlanjut” menjatuhkan Pidana kepada
lerdakwa dengan Pidang Penjara selama & (delapan) bulan
Menetapkan bahwa hukuman ity tidak perlu dijalani kecuali kalay
dikemudian hari ada perintah fain daiam Putusan Hakim oleh karena
terpidana sebelum lewat masa percobaan 18 (delapan belas) bulan
telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum

Bahwa sebagai lembaga yang hirarki maka sudah dapat dipastikan
dalam menerbitkan Keputusannya TERMOHON berpedoman pada

alas Peraturan Komisi Pemifihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur I:I'.'f-Ell'l Wakil Gubernur,
Bupati dan Waki Bupati, dan/atay Walikota Dan Wakil Walikota.
Bahwa Pasal-Pasal yang mengalur Tentang Mantan Terpidana yang
akan mendaftar sebagai Pasangan Calon antara'lain adalah Pasal 4
ayal (1) huruf f juncto Pasal 4 ayat (2a) dan selanjutnya Pasal 4 ayat
(1) huruf £ 1 dan huruf g juncto Pasal 4 ayat (2b),

Bahwa TERMOHON dalam menetapkan Keputusan 5 quo
menggunakan Dasar Hukumn Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto Pasal 4
ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 202(). Bahwa Pasal 4 ayat
(1) huruf f menyatakan “tidak pernah sebagai berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
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Pengadilan yang telah mempunyal Kekuatan Hukurm Tetap”.

Bahwa kemudian muncul pertanyaan, apakah Terpidana yang
dijatuhi Hukuman Pidana Percobaan juga lermasuk yang dimaksud
dalam norma Pasal 4 ayat (1) huruf f, karena apabila dihubungkan
dengan norma Pasal 4 ayat (2a) maka dikecuaiikan bagi Mantan
Terpidana yang diancam dengan Pidana Penjara'5 (lima) Tahun atau
lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara. Bahwa sedangkan hukuman Percobaan
tidak menjalani hukuman Pidana dalam Penjara,

Bahwa norma Pasal 4 ayal (2a) yang menyatakan telah melewati
langka waktu 5 (ima) tahun setelah selesai menjalani Pidana Penjara
diperielas lagi dalam Lampiran Peraturan KPU'Nomor 8 Tahun 2020
Tentang Surat Pemyataan Bakal Calon yang tertiiang dalam Formulir
Model BB.1-KWK yaitu Surat Pemyataan Bakal Calon
GubernurMWakil Gubernur/BupatiWakil BupatiWalikotaWakil
Walikota. Bahwa dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Bahwa yang bertanda langan dibawah ini menyatakan dengan
sebenarnya bahwa saya:

A. Umum

B. Khusus

Beri . Permyataan
Terpidana yang tidak menjalani Pidana di dalam)|
Terpidana yang fidak menjalani Pidana di dalam

tan Terpidana yang diancam: dengan Pidana

ntan Terpidana yang diancam dengan pidana
njara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melawati




i berhenti dari jabatan
ubernuriWakilGubermur/BupatiVWakil BupatiWaii
a/Wakil Wali Kota®) untuk mencalonkan  diri
bagai calon - GubermurWakil
i@ untuk cuti di juar tanggungan negara
masa kampanye bagi Gubamur, Wakil

mur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atay
alah berhenti sebagai Penjabat
ubemur/Penjabat  BupatiPenjabat Wali Kota*)

¥

Bahwa apabila mencermati Dokumen diatas maka dari 6 (enam)
kelam pernyataan yang terkait dengan terpidana rhaka tidak saty pun
lerdapat kolom pernyataan yang dapat di isi olsh Bakal Pasangan
Calon sebagai Mantan Tarpldarm yang dijatuhl hukuman Pidana
Percobaan yang tidak ﬂ'iﬂﬂjalﬂm hukuman Pidana-dalam Penjara.

Bahwa pada kolom ke 4 dinyatakan bahwa “Mantan Terpidana yang
diancam dengan Pidana Penjara § (lima) tahun atau lebih. telah
melewati jangka waktu § (lma) tahun setelah mantan temidana
selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan
yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Bahwa PEMOHON Bakal Pasangan Calon Wakil Bupali atas nama
Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M, yang dijatuhi Pidana Percobaan
oleh karena tidak menjalani Pidana Penjara walaupun ancaman
pidananya diatas lima tahun maka tidak l.'u-rmaﬂult Bakal Calon yang
harus membual pemyataan a quo.

Bahwa hal ini semakin memperjelas duduk permasalahan yang
sebenamya. bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman percobaan tidak
termasuk yang dimaksud dalam norma pasal 4 ayat (1) huruf f juncto
Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU MNomor 9 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Keempal atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubemnur dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil
Walikota.



Bahwa termohon telah keliny dan salah dalam menerapkan norma
Pasal 4 ayat (1) huruf f Juncto Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU
Nomor 9 tahun 2020. Bahwa ketentuan yang diatur daiam Norma
Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ Juncto Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU
Nomor 9 Tahun 2020 DIPEHUHTUHHAH BAGI MANTAN
TERPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK' PIDANA YANG DI
ANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU
LEBIH Dan MENJALANKAN PIDANANYA DALAM PENJARA.

Bﬂmmmmwmmnéwms;mmm
Mefin Haryani Wiaya, SE_ MM, berdasarkan Putusan Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang Nomar. 122/Pidi2014/Pt Tjk Tanggal 18 f3ebruari
2015 merupakan Mantan Terpidana Yang Diancam Dengan Pidana
ﬂiﬂtﬂﬂﬁﬂim}?ﬂhmahanmapfdiah.ﬁFﬂamFemmndm
Pemohon Bakal Pasangan Calon Waki BUPATI atas Nama Hj Melin
Haryani Wijaya, SE, MM, tidak menjalani Pidana Dalam Penjara,

Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (1) huruf f 1 menyatakan “bagi
terpidana yang tidak menjalani Pidana didatam Penjara meliputi-

I. Terpidana karena kealpaan; atay '

2. Terpidana karena alasan politik;

3. Dihapus.

Sedangkan Pasal 4 huruf 9 menyatakan “bagl Mantan Terpidana

yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya wajib secara jujur

atau terbuka mengemukakan kepada publik” Bahwa Pasal 4 ayat

(2b) menyatakan ‘mengemukakan kepada publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f 1 dan huruf g dilakikan dalam bentuk

iklan pengumuman di Media Massa Harian Lokal sesuai Daerah

Calon yang bersangkutan mencalonkan difi dan/dtau MNasional yang

Terverifikasi pada Dewan Pl;ra yang berisi '

a Latar belakang jati diri 'sebagai Terpidana tidak dalam Penjara
alau Mantan Terpidana;

b. Jenis Tindak Pidananya: dan I '

c. Bukan sebagai Pelaky Kejahatan yang berulang-ulang,

Bahwa PEMOHON Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama
Hi. Melin Haryani Wijaya, SE. MM, yang telah selesai menjalani
11
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pidana Percobaan tidak di dalam penjara berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dapat
dikategorikan tunduk terhadap ketentuan norma Pasal 4 ayat (1)
huruf f 1 dan Pasal 4 huruf'g juncto Pasal 4 ayat (Zb) Peraturan KPU
Nomor 9 Tahun 2020

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 8 September 2020 dj
Koran Harian Kupas Tuntas PEMOHON Bakal Pasangan Calon
Wakil Bupati atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S E. MM, telah
mengemukakan kepada publik bahwa yang' bersangkutan telah
melakukan tindak pidana turut sera menggunakan surat palsu atau
yang dipaisukan secara berlanjut

Bahwa PEMOHON Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama
Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E.. M.M. telah melaksanakan apa yang
diperintahkan dan termuat dalam norma Pasal 4 ayat (1) huruf f 1

dan Pasal 4 huruf g Pasal 4 ayat (2b) Peraturan KPU Nomor 9
Tahun 2020

Bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan hukum bagi
TERMOHON untuk menyatakan PEMOHON Bakal Pasanagn Calon
H. Hipni, SE dan Hj. Melin Haryani Wijaya, SE., MM Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) sebagal Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020

Bahwa Putusan MK Nomor71/ PUU-XIV/2016 Menjamin Hak
Kontitusional Warga Negara yang pernah menjadi Terpidana untuk
Mencalonkan Dirl atau Dicalonkan sebagai Kepala Daerah dengan
syaral-syaral terlentu diantaranya adalah bagi Mantan Terpidana
telah secara Terbuka dan Jujur m-n-,uumuhkm kepada Publik
bahwa yang bersangkutan Mantan Tu-pelﬁm

Bahwa PEMOHON dalam hal ini Bakal Calon Bupati (Hj. MELIN
HARYANI WIJAYA S.E., MM} secara jujur dan terbuka mengakui
Pernah dijatuhi Hukuman Pidana berupa Pidana Bersayarat Penjara
selama 8 (delapan) bulan dengan masa Percobaan 18 (delapan
belas) bulan. Sehubungan hal tersebut terkait Pencalonan Kepala
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun ‘2020 Bakal Calon
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Bupati (Hj. MELIN HARYANI WIJAYA S.E., M.M) telah memenuhi
seluruh syarat sebagaimana ditentukan khususnya bagi Mantan
Terpidana yaitu '

1. Bukti lklan Pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan atau
Nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers sesuai Daerah Calon
yang bersangkutan Mencalonkan Diri;

2. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa Harian Lokal dan atau
nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers: sesuai Daerah Calon
yang bersangkutan Mencalonkan Diri;

3. Salinan Putusan Pengadilan yang telah Berkekualan Hukum
Tetap, |

4. Surat Keterangnan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa
lerpidana ltidak menjaldni Pidana dalam Penjara berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;

5. Surat Keterangan dari Kepolisian yang menyatakan bahwa Bakal
Calon bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang.

Bahwa dengan telah dipEl'H.Ilhh?ﬂ syaral administrasi tersebut oleh
PEMOHON maka Berpijak pada Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 71/PUL-XIV/2016 sangat jelas bahwa I{apuimn Ketua KPU
Kabupaten Lampung Selatan yang mengemukakan alasan
TERMOHON tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah
pada Pilkada Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 karena tidak
memenuhi unsur tidak permah sebagal Terpidana berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hn:rh.m Tetap karena
melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5
(fima) tahun atau lebih tidak adalah KELIRU dan melawan hukum.

Bahwa terkait pendapat KPU Kabupaten Lampung Selatan dalam
lampiran Berita Acara Model HP Perbaikan KWK Tabel Persyaratan
Bakal Calon Wakil Bupati nomor 10 (sepuluh) Bakal Calon Wakil
Bupati merupakan Mantan Narapidana dengan pidana 5 tahun atau
lebih dan belum melewati 5 tahun setelah selesai menjalani pidana,
merupakan hal yang KELIRU dan tidak nrmil‘l:: dasar hukum sama
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sekali, Bahkan KPU Kabupaten Lampung Sals;tan terkesan telah
memelintir Norma yang berlaku dengan mengemukakan bahwa
penghitungan telah melewati jangka waktu 5 (ima) tahun berlaky
bagi terpidana yang telah selesai MENJALANI PIDANA saja. Secara
objektil dalam peraturan perundangan yang bedaku ditegaskan
bahwa Terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah
selesal menjalani Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan
yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Berpijak pada
ketentuan tersebut sangat jelas, tegas dan lidalf dapal ditafsirkan
lain bahwa penghitungan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun
berlaku bagi terpidana yang telah selesai MENJALANI PIDANA
PENJARA dengan demikian tentunya lidak beraku bagi Terpidana
yang fidak menjalani Pidana Penjara seperti halnya yang terjadi
pada PEMOHON (Hj. MELIN HARYANI WIJAYA S.E., MMm).

Bahwa terkail perkara Pidana yang pernah dihadapi Hj. MELIN
HARYANI WIJAYA SE., MM Amar Putusan Pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap incasu Putusan Pengadslan Tinggi Tanjung

karang Nomor 122/Pid/2014/PT Tjk yang Amar Putusannya adalah -

1. Menyatakan Terdakwa Hj. MELIN HARYANI WIJAYA MM Bint
HARYANTO ftersebut diatas fidak fterbukti' secara sash dan
meyakinkan bersalah melakukan ftindak pidana dalam dakwaan
Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair
tersebut - .

2. Menyatakan Terdakwa Hj. MELIN HARYANI WIJAYA. M.M. Binti

HARYANTO tersabut dialas, telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pin‘ana “Turut serta

menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara beranjul”;
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5. Memerintahkan agar barang bukti bempa 8.0 .............dst

Sedianya sudah sangal jelas diketahui oleh TERMOHON karena
PEMOHON telah melampirkan berkas Putusan Pengadilan tersebut
dalam Dokumen Adminitrasi Pencalonan. Sayangnya TERMOHON
mengkesampingkan fakta Bahwa PEMOHON (Hj. MELIN HARYANI
WIJAYA SE.MM) TIDAK PERNAH MENJALANI PIDANA
PENJARA, kemudian melakukan penghitungan menurut versinya
sendifi seakan PEMOHON (Hj. MELIN HARYANI WIJAYA S.E.,
M.M) pernah menjalani PIDANA PENJARA. '

Bahwa yang h&mngkutar'l adalah mantan Terpidana yang jenis
perbuatan yang dilakukannya adalah turut mﬂq menggunakan surat
palsu atau yang dipalsukan secara beranjut dengan dakwaan Pasal
263 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayal (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 84
ayat (1) KUHP, bahwa Pidana Pokok yang dijatuhkan dengan
perjanjian Pidana Penjara 8 Bulan, masa Percobaan 18 Bulan, mulai
masa Percobaan 25 Februari 2015 sampai dengan 25 Agustus 2016
Bahwa yang bersangkutan dikenai tindak pidana ringan berdasarkan
Pasal 55 KUHP juncfo Pasal 263 ayat (2) KUHP,

Bahwa yang bersangkutan diperbolahkan untuir. mencalonkan diri
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU.
XVIFZ018 untuk maju dalam Kontestasi Politik selagi memenuhi
Syarat sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakjl Gubermur, Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayal (1) yakni harus
memenuhi persyaratan sebagal berikut:

9. (i) tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
karena melakukan Tindak Pidana yang di ancam dengan Pidana
Penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 'terhadap terpidana
yang melakukan Tindak Pidana Kealpaan dan Tindak Pidana
Politik datam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan
sebagai Tindak Pidana Dalam Hukum Positif hanya karena
pelakunya mempunyai Pandangan Politik yang berbeda dengan

rezim yang sedang berkuasa; (i) bagi Mantan Terpidana, telah
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melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sefalah mantan terpidana
selesai  menjalani pidana penjara Ennrdaaarhan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan. hukum tetap dan
Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenal |atar
belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana: dan (i) bukan
sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang:

Bahwa keikutsertaan Warga Negara Indonesia untuk maju dalam
kontestasi politik adalah sah dan dijamin oleh Undang-Undang bagi
mmmmmﬁmmmum
Nagaraﬂamulnmikhh'hlarnihdnﬂﬂhﬂipmwnhmﬂﬂ;
Hﬂﬂmmmmhmmmkmnn
yang sama dalam Hukum dan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam
ME?W{T}MWE&DUUD#&.WMWM&WH
spesifik dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1989
tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa Berdasarkan Kelentuan Pasal 28
Ayat (1) “Setiap orang waijib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain
dalam tertib Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bemegara™

Bahwa ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia mengatur Hak Warga Negara untuk turut
seria dalam pemerintahan, yakni: '

1. Setiap warga negara berhak untuk Dipilih dan Memilih dalam
Femilihan Umum  berdasarkan Persamaan Hak melalui
Pemungutan Suara yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,
Jujur, dan Adil sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan: '

2. Setiap Warga Megara Berhak Turut szuerrtar dalam Pemerintahan
dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya
dengan bebas, menurut Lara yang ditentukan dalam Peraturan
Perundang-undangan:; :

3. Setiap Warga Negara dapat diangkat dalam setiap Jabatan
Pemerintahan. '



TENTANG PIDANA PERCOBAAN

Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 32 UU Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang-Undang Tentang Hukom Acara Pidana
(KUHAP): Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan
FPutusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum
Tetap. Selanjutnya bila dengan asumsi berdasarkan Pasal 10

KUHP, maka makna dipldaqa adalah orang yarlg dijatuhi Pidana
terdin atas:
a. Pidana Pokok:

1 Pidana mati:

2 Pidana penjara;

d Pidana kurungan;

4 Pidana dends;

3 Pidana tutupan. :
b. Pidana Tambahan:

L Pencabutan hak-hak fertentu;

2 Perampasan barang-barang tertentu;

3 Pengumuman putusan hakim :
Bahwa timbul persoalan apabila seseorang yang dijatuhkan pidana
berdasarkan Pasal 14a KUHP, yaitu “pidana yang tidak usah dijalani,
alau Pidana Percobaan’, yang fidak lermasuk jenis pidana
sebagaimana dimaksud Pasal 10 KUHP. Pidana Percobaan

mmmpﬂdﬁmduHmnmmmamm,makn
seseorang yang menjalani pidana percobaan baru dipidana setelah
ada putusan hakim lain, selain dari putusan percobaan semula

BAHWA PASAL 14C AYAT (3) KUHP JUGA MEMPERTEGAS
BAHWA PIDANA PERCOBAAN TIDAK BOLEH MENGURANGI

KEMERDEKAAN  BERAGAMA  ATAU [KEMERDEKAAN
BERPOLITIK TERPIDANA,
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Bahwa terhadap seseorang yang melakukan Tindak Pidana dan
memiliki kesalahan dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun bentuk
Sanksi Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, sedangkan
Penjatuhan Pidananya berbeda-beda sesuai’ dengan berat dan
ringannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaky.

Di samping itu seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat
dikenai pidana tambahan berupa: pencabutan ‘hak-hak tertentu
dan Pengumuman Putusan Hakim,

a. Pencabutan hak-hak tertentu;

b. Perampasan bamng-ba'mng tertentu;
c. Pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak diatur dalam Pasal 38 KUHP
Pasal 38 , '
(1) Jika dilakukan pencabutan hak, Hakim rnanqntulmn lamanya
pencabutan sebagai berikut:

1. Dalam hal Pidana Mati atau Pidana P&njara seumur hidup,
lamanya pencabutan seumur hidup:

2 Dalam hal Pidana Penjara untuk wakty tertentu atau
Pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua
lahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari
Pidana pokoknya: ,

3. Dalam hal Pidana Denda, lamanya pencabutan paling sedikit
dua tahun dan paling banyak lima tahun.

(2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari pl.m.ba-m hakim dapat
dijalankan. '

Ketentuan Pasal 38 KUHP tersebut tidak mengatur mengenai
penjatuhan Pidana Percobaan. Terkait hak hukum seseorang
yang dijatuhi Pidana Percobaan selanjulnya diatur dalam
Pasal 14c, yang intinya Pidana Percobaan tidak boleh
mengurangi Kemerdakaan Berpolitik sebagaimana diatur
dalam Pasal 14c KUHP: ,
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Pasal 14c

(1} Dengan perintah yang, dimaksud Pmll 14a, kecuali jika
dijatuhkan Pidana denda, selain menetapkan syarat umum
bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim
dapat menetapkan syaral khusus bahwa lerpidana tindak
pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa
lerpidana dalam wakiu tertentu, yang lebih pandek daripada
masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian
kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

(2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan
alau pidana kurungan ataa salah satu pelanggaran berdasarkan
Pasal-pasal 492, 504, 505, 508, -:hnﬁﬂﬁ maka boleh
diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laky
terpidana yang harus dipenuhi selama masa parnuhaan atau
selama sebagian dari masa percobaan.

(3) SYARAT-SYARAT TERSEBUT DI ATAS TIDAK BOLEH
MENGURANG!  KEMERDEKAAN BERAGAMA  ATAU
KEMERDEKAAN BERPOLITIK TERPIDANA,

Ketentuan Pasal 14c KUHP tersebut mengatur pembatalan syarat
khusus bagi orang yang sedang menjalani percobaan, yaitu syarat
penjatuhan percobaan ‘“tidak boleh mengurangl kemerdekaan
beragama atau kemerdekaan berpolitik ta-.midana SYARAT
TERSEBUT TEFIEA.HDUHE MAKNA BAHWA ORANG YANG
DIKENAI SANKSI F'ERCDEIAAN MEMILIKI HAK KEMERDEKAAN
BERPOLITIK SECARA PENUH DAN TIDAK BOLEH DIKURANGI
OLEH SEBAB ITU, TERHADAP ORANG ‘MH(IE DIKENAI SANKSI
PERCOBAAN JUGA TIDAK BOLEH DIKURANGI HAK
KEMERDEKAAN BERPOLITIK OLEH HUKUM ADMINISTRAS]

Bahwa dengan demikian maka perbuatan TERMOHON yang
menyatakan Tidak Menetapkan Bakal Pasangan Calon H Hipni, SE
dan H|. Melin Haryani Wiaya, SE. MM yang diusung Partai
Gerindra (7 kursi), Partai Amanat Nasional ' (7 kursi), Partai
Kebangkitan Bangsa (4 kursi), karena Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) sebagal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung
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Selatan Tahun 2020, hanya karena Pasangan Calon Wakil Bupati
atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, SE._ M.M, pernah dipidana
Percobaan adalah tindakan sewenang-wenang dan TERMOHON
telah merampas Kemerdekaan Politik PEMOHON sebagaimana
yang dilindungi oleh norma Pasal 14c KUHP.

Bahwa Norma yang mengatur tentang diperbolehkannya mantan
terpidana untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah diatur oleh PKPU yang beberapa kali
mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 'Indonesia Nomor 0
Tahun 2016 Tentang Fﬂ.utmlun Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubermur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Dan/Atau Wallkota Dan Wakil Walikota,

Bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (1) menyatakan: "Warga Negara
indonesia dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikola dan Wakil Walikota
dengan persyaratan" antara lain sebagal berikut:

f.  Tidak pemah sebagai terpidana hmgﬁm.qn putusan
pengadilan yang telah memparoleh kekuatan hukum tetap,
terpidana karena kealpaan ringan {culpa levis), terpidana
karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana
dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan
sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;

f1 Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa
pemindanaannya, secara kumulalif, wajib memenuhi syarat
secara lerbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan
bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali
bagi Mantan Terpidana yang telah selesal menjalani masa
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pidananya paling singkat 5 (ima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran;

2 Bukan Mantan Tarpidana bandar HE:'I'IﬂbH atau Mantan
Terpidana kejahatan seksual terhadap anak®

Bahwa Pasal 4 Ayat (1) menyatakan: “Warga Negara Indonesia
dapat menjadi Calon Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakifi Bupati, dan/atay Walikota dan Wakil Walikota dengan
memenuhi persyaratan” antarg lain sebagai berikut:

f Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
terpidana karena kealpaan fingan (culpa levis), terpidana
karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana
dalam  penjara  waijip secara ferbuka  dan jujur
mengemukakan I:apa'da publik bahwa yang bersangkutan
sedang menjalani pridall'm tidak di dalam Penjara;

9 Bagi Mantan Temidana yang telah seiesai menjalani masa
pemidanaannya, secara kumulatif, waijib memenuhi  syarat
secara terbuka dan jujur mengemukakan .hapadu publik dan
bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi
Mantan Terpidana yang lelah selesai menjalani masa
pidananya paling singkat 5 (lima) t:lhun1 sebelum jadwal
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Bahwa Pasal 4 Ayal (1) menyatakan “Warga Negara Indonesia
dapat menjadi Calon Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan
memenuhi persyaratan® antara lain sebagai berikut:

I Tidak pernah sebagai terpidana  berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:

f1 Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara
meliputi; | -

1. Terpidana hﬂlﬁna kealpaan ringan {t:ulpa levis);

<. Terpidana karena alasan politik.atau

3. Terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam
penjara,

wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada

publik bahwa yang barsangkutan sedang menjalani pidana

tidak di dalam penjara.

g Bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa
pemindanaannya, secara kumulatif, wajii} memenuhi syarat
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan

@ bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali
L bangi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa
pidananya paling gingkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal

pendafiaran,

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Hapthlil-;' Indonesia Nomaor 18
Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Ahu Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota daf Wakil Walikota.

Bahwa Pasal 4 Ayat (1) menyatakan “Warga Negara Indonesia
dapat menjadi Calon Gubamur dan Wakil Gubemur, Bupati dan
Wakill Bupali, dan/atau Walikola dan Wakil Walikota dengan
memenuhi persyaratan™ antara lain sebagai berikut:
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I Tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum
Tetap;

i1 Bagi terpidana yang ftidak menjalani pidana di dalam
penjara meliputi;

1. terpidana karena kealpaan: atau '
2. terpidana karena alasan politik;
3. dihapus.

g  Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa
pemindanaannya, secara kumulalif, wajib memenuhi syarat
secara terbuka dan jujur rnangemukaka;u kepada publik
dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republlk Indonesia Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas IF"-B!rahHHn Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubemnur dan Wakil Gubemur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa Pasal 4 Ayat ( 1; manyatakan “Warga Negara Indonesia
dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wﬁ.l:il Wallkota dengan
memenuhi persyaratan” antara lain sebagail berikut:

f Tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap
lerpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau
tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang
dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkiiasa:

M Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara
mediputi:

1. Terpidana karena kealpaan: atau Y

1

23 L]



2. Terpidana karena alasan politik:
J. Dihapus. :
wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada
publik; :

g Bagi Mantan T&rpn:lam yang telah seleshi menjalani masa
pemindanaannya, wajib secara jujur  atau terbuka
mengemukakan hapfida public. |

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Aina Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Repuplik Indonesia Momar 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa Pasal 4 Ayat (1) menyataka “Warga Negara Indonesia
dapat menjadi Calon Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan
memenuhi persyaratan” antara lain sebagai berikut:

f Tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang tetah memperoleh kekyatan hukum tetap
karena melakukan findak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ' kecuali terhadap
terpidana yang melakukan tindak pidana kelapaan atau
tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang
dinyatakan sebagai ﬁm:lak pidana dalam hukum positif hanya
karena pelakunya ‘mempunyai pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa:

M Bagi terpidana yang tidak menjalani piciu'na di dalam penjara
mefiputi:

1. Terpidana karena kealpaan: atau

2. Terpidana karena alasan politik: '

3. Dihapus.

wajib secara jujur alau terbuka ﬂ'lﬂﬂi;;ﬂlﬂukahnn kepada
publik;




8 Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa
pemindanaannya, wajib secara  jujur. atau terbuka
mengemukakan kepada public. '

Bahwa dibawah ini PEMOHON sampaikan beberapa Putusan
Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat Manfan Terpidana agar
bisa mencalonkan diri sebagdi kepala daerah.

Bahwa ketentuan Pasal 24 C ayat 1 perubahan ketiga UUD 45
menyatakan Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili tingkat
periama dan lerakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
UU terhadap UUD, memutus sengketa I(Mm;gan negara yang
kewenagannya diberikan oleh UUD, memulus pembubaran partai
politik dan memutus tentang perselisihan Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan Ketentuan diatas Mahkamam Konstitusi
mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian UU terhadap
UUD hal ini juga yang terjadi pada Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pm'ulhﬂmn kedua alas
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 menyatakan: ‘tidak pemah sebagai fterpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekutan hukum tetap atau
bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan juiur mengemukakan
kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali memutus Parkara
Permohonan terkait pengaturan tentang syarat mantan terpidana
yang akan menjadi Calon Kepala Daerah, antara lain sebagai berikut;
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A, Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUL-XIII201 5

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuik sebagian;

1.1

1.2

13.

Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015
lentang perubahan atas Undang-ﬂ.mdang nomor 1 tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 lentang pemilihan
Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5678 bertentangan dengan UUD Negara Republik
Indonesia tahun 1945 secara bﬁmynrat sepanjang lidak
dimaknai di kecualikan bagi mantan mrph:lma yang secara
terbuka dan jujur, mengemukakan hﬂpﬂda publik bahwa
yang bersangkutan mantan terpidana : '

Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan
Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor
57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
S678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyaral sepanjang tidak dimaknai di kecualikan bagi
mantan lerpidana yang secara fterbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan
mantan terpidana; -

Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomar 8 Tahun
2015 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1
tahun 2015 tentang Penetapan Pératuran Pemerintah
Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
pemilihan Gubemuy, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
undang (lembaran Megara Republik Indonesia tahun 2015
nomor 57, tanbahan lembaran negara republik indonesia
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nomor 5678) bertentangan dengan Untlang-undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945;

1.4. Penjelasan Pasal 7, huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun
2015 tentang perubahan atas Undang-undang Momor 1
tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waiikota menjadi Undang-
undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat,

1.5. Pasal 45 ayat (2) I':I.H'uf k Undang-undang Nomor 8 Tahun
2015 tentang perubahan alas Undang-undang Momor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 lentang
pemilihan Gl.trarny. Bupati, dan Wﬂlim;.a menjadi Undang-
undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 57, Tambahan Lembaran, MNegara Republik
Indonesia Nomor 5678) bertentangari dengan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1845

1.6. Pasal 45 ayal (2) huruf k Undang-undang Momor 8 Tahun
2015 tentang perubahan atas Undm;-undnng Nomor 1
Tahun 2015 hnlang FPenetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Uﬂdmg-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
pemilihan Gubernur, Bupatl, dan Walikota menjadi Undang-
undang (lembaran Negara Republik Indnnmla tahun 2015
nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:

2. Menolak permohonan PEMOHON  umtuk selain dan
selebihnya;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagai mana mestinya.
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B. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71 PUU-XIVI2016
1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk sebahagian;

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2} huruf g Undang-undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 1 tahun 2015 tenlang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang pemilihan Gubernur, Bupati, &an Walikota menjadi
Undang-undang (lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor
130, tambahan lembaran negara RI nomor 5808)
bertentangan dengan UUD Negara Rl tabun 1945 dan tidak
mempunyal kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang frasa “tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan
putusan pengadilan’ yang berkekutan hukum tetap® dalam
norma Undang-undang a quo tidak dimnkrnm lidak pernah
sebagai terpidana berdasarkan pmman pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum Iﬁat&p karena melakukan
tidak pidana yang diancam dengan pidaha penjara & (lima)
tahun atau lebih, kecual terhadap hfﬂdaqn yang melakukan
tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam
pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak
pidanadalam  hukum positif hanya karena  pelakunya
mempunyal pandangan politik yang berbeda dengan rezim
yang sedang berkuasa™. Sehingga Pasal a quo selengkapnya
adalah “tidak permnah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilanyang telah memperoleh kekyatan hukum tetap
karena melakukan findak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih’ kecuali terhadap
terpidana yang melakkantindak pidana kealpaan dan tindak
pidana politk dalam pengertian suaty’ perbuatan yang
dinyatakan sebagai thdnk pidanadalam hukum positif hanya
karena pelakunya - mempunyal pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atay bagi
mantan terpidana telah secara :ferhuha dan  jujur
mengemukan kepada publikc bahwa vang bersangkutan
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mantan terpidana” :

- Menyatakan Pasal 163 ayat (7) Undang-undang Nomor 10
tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 1 tahun 2015 tentang PI‘.'II'IET,EPHI'I Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang pemilihan Gubernur, Bupatl, dan Walikota menjadi
Undang-undang (lembaran Negara anuhlﬁt Indonesia
Tahun2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5808) hﬂrtenl&r'nqan dengan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Idan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secars bersayaral sepanjang kata
“Terdakwa® fidak dimaknai “terdakwa karena malakukan
tindak pidana yang diancam pinda penjara 5 (lima) tahun atau
lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak
pidana terorisme, tindak pidana makar tindak pidana
terhadap keamanan negara, danfatau tindak pidana karena
melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecusli tindak pidana
kealpaan dan tindak pidana poliik dalagn pengertian suatu
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam
hukum positif hanya karena palakunya mempunyai
pandangan politik yang berbeda dung%ln rezim yang sedang
berkuasa”,

- Menyatakan Pasal 1 ayat (B) Undmg-ﬂndang Nomor 10
tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjach
Undang-undang (lembaran Negara Rl Tahun 2016 Nomaor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
5898) bertentangan' dengan LUD Negara Republik Indonesia
tahun 1845 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang kala “Terpidana” dalam norma
undang-undang a quo tidak dimaknai “terpidana berdasarkan
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pulusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (ma) tahun atau lebih atau karena
melakukan tidak pidana korupsi, ﬂru:lalt. pidana terorisme,
tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan
negara, danfatau atau tindak pidana karena melakukan
perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan
Republik Indonesia,” kecuali tindak pidana kealpaan dan
tindak pidana politik dalam pengertian suatuy perbuatan yang
dinyatakan sebagai lindak pidana dalam hukum positif hanya
karena palakunya mempunyai pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa®;

3. Menyatakan permohonan PEMOHON terhadap Pasal 154
ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016
tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1
tahun 2015 tentang Penelapan Peraturan Pemerintah
Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
pemilihan Gubermnur, Bupati, dan Walikota menjadi Uindang-
undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomar 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 5898) tidak dapat diterima;

6. Menolak permohon PEMOHON selain dan selebihnya:

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagai mana mestinya.

C. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor S8/PUU-XVIVZ019

1. Mengabulkan Permohonan para PEMOHON untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang.
undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penganfi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (lembaran Negara Rl Tahun 20168 Nomor
130, tambahan lembaran negara Rl nomor 5898)
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bertentangan dengan UUD Negara Rl tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikal secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai lelah mulmtr jangka waktu 5
(ima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayal (2)
huruf g  Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupali, dan Walikota menjadi Llfnilw'rg-l:.fmng {lembaran
Negara Rl Tahun 2016 Nomor 130, tambahan lembaran
negara Rl nomor 5898) selengkapnya berbunyi :

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. (i) tidak pernah sebagal terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum letap
karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan
pidana penjara 5,(lima) tahun atau Iﬂblh kecuali terhadap
terpidana yang melakukan findak pidana kealpaan dan
tindak pidana p-éliti: dalam pengertian suatu perbuatan
yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum
positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan
politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa:

(i} bagi mantan terpidana, telah melewati jangka wakiu 5
(lima) tahun setalah mantan terpidana selesai menjalani
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur
atau terbuka mengumumbkan manganm latar belakang jati
dirinya sebagai mantan terpidana: d.urt

(iii} bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
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3. Menolak Permohonan para PEMOHON untuk sefain dan
selebihnya,

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta hukum diatas,
maka PEMOHON mohon kepada Ketua dan Anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan untuk
mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

I. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lampung
Selatan  Momor: SO/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020
Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupatli dan Wakil Bupati
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupali Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 dan Berita
Acara Nomor 60/PL 02.3-BA/DI/KPU-KabAX/2020 tentang
Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang
memenuhi syarat dan tidak memenuhi s'warm berdasarkan
hasil penelitian administrasi perbaikan tanggal 23 September
2020 serta Berita ,Acara Nomor B1/PL.02 3-BADIKPL-
Kab/1X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lampung selatan tahun, 2020 tanggal 23
September 2020 .

3. Menyatakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
H. Hipni, SE dan Hj. Melin Haryani ' Wijaya, S.E. MM
Memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon: -

4. Menetapkan Pasangan calon Bupati dan Waki Bupati H. Hipni,
SE dan Hj. Melin Haryani Wiiaya, SE. MM pada Pemilihan
EmﬁdeﬂBupaﬁKmmmumsehhntaMH
2020,

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan
untuk melaksanakan Ilﬂ't.'tus-an ini. '

Apabila Bawasiu Kabupaten Lampung Selatan, berpendapat lain
mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),
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Demikianlah Permohonan PEMDHEH ini dlmmmkan dengan
harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum ul'.;nhupalun Lampung
Selatan dapat segera Memeriksa dan Memutuskan Permohonan ini
dengan seadil-adilnya.

B. JAWABAN TERMOHON

8

Bahwa dalildall PEMOHON pada intinya keberatan dengan
Keputusan TERMOHON  MNomor B0/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-
Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupali pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2020, Tanggal 23 Séptember 2020. Pada
poin kedua Keputusan ini dinyatakan; '

Tidak Menetapkan Bakal Pasangan Calon H. Hq:rni S.E. dan Hj
Melin Haryani Wijaya, SE., MM. yang di uuung Parlm Gerindra (7
Kursi), Partai Amanat Nasional (7 Kursi), Partal Hﬂtﬂngiutan Bangsa
(4 Kursi), sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model
BAHP-KWK dan Berita Acara Model BAHP Perbaikan —KWK
karena tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020

Bahwa keberatan PEMOHON tidak mempunyai Dasar Hukum yang
kuat, karena penerbitan Keputusan TERMOHON sebagaimana
dimaksud poin 1 (satu) di alas telah sesuai dengan Peraturan dan
Prosedur yang berlaku - Oleh karena ftu TERMOHON pada
pokoknya menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali hal-hal
yang secara mullak diakui juga kebenarannya oleh TERMOHON:

Bahwa TERMOHON dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 berpedoman pada
Peraturan Perundangan-LUndangan yang bertaku, antara lain:

(a) Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah’ Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bllmli dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa
kali, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018
dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020-
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(b) Peraturan KPU Nomor § Tahun 2020 Tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nemor 15
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali l{nta dan Wakil Wali
Kota Tahun 2020

(c) Peraturan KPU Momor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Keeempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan
Wakil Walikota; .

(d) Keputusan KPU Nomor J84/PL.02.2-KpU0S/KPUNII2020
Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Peneiitian dan
Perbalkan  Dokumen Persyaratan, PEﬂHapun sera
Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota:

(€) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan
Kepala Daerah,

4. Bahwa sebelum TERMOHON membuka pendaftaran Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, TERMOHON
terlebiih dahulu melaksanakan sosialisasi pencalonan kepada partai
politik di kabupaten setempat pada tanggal 14 Agustus 2020
sebagaimana dimaksud dalam Surat TERMOHON  Nomor:
E‘TEJ'FFDB.{IE.‘HMH{PU-HIWIIJ'EDEG, penhal Undangan
Sosialisasi Pencalonan. Sefanjutnya TERMOHON melakukan Rakor
Pencalonan dengan Partai, Politik dan pihak terkait lainnya pada
Tanggal 28 Agustus 2020 sesuai Surat TEHMDHIE}H Nomaor:
226/PP 05. 2N B10/KPU-KabNI2020-

- Bahwa selanjutnya TERMOHON mengumumkan Pendaftaran Calon

Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 di Media

Massa Cetak dan di Website TERMOHON sebagaimana termaktub

dalam  Pengumuman TERMOHON Nomor:  235/PL.02.2-

Pu1801/KPU-Kab/ VIIlF2020 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan
34



8.

Tahun 2020, Tanggal 28 Agustus 2020. Dalam pengumuman
disebutkan bahwa pendaftaran Tanggal 4 s/d 6' September 2020
bertempat di Kantor KPU  Kabupaten U'smpung Selatan
(TERMOHON); ‘

Bahwa Pada tanggal 4 September tahun 2020 ada 2 (dua) Bakal
Pasangan Calon yang mendaftar di KPU Kabupaten Lampung
Selatan yaitu:

(1) Nanang Ermanto — Pandu Kesuma Dewangsa dengan partai
pengusung PDIP, Partai Hanura, Partai Nasdem dan Partai
Perindo; '

(2) H. Hipni - Hj. Melin Haryani Wijaya, SE., MM dengan partai
pengusung PAN, Gerindra dan PKB.

Pada tanggal § September 2020 1 (satu) Bakal Pasangan Calon
Yang mendaftarkan diri yaitu Toni Eka Candra — Antoni Imam yang
diusung Partai Golkar, PKS dan Partai Demokral’

Bahwa sampal batas wakiy terakhir pendaftaran, hanya 3 (tiga)
Bakal Pasangan Calon yang mendaftar. Selanjutnya TERMOHON
melakukan  penelitian persyaratan  administrasi  terhadap
Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dari
Tanggal 6 sampai 12 September 2020,

Bahwa hasil penelitian administrasi bakal pasangan calon Form

model BB.1-KWK atas nama Bakal Calon Wakil Bupati Hj. Melin

Haryani Wilaya, SE. M.M., TERMOHON meridapati bakal caion

tersebut memberikan “tanda contreng” pada kolom):

* Terpidana yang tidak menjalani pidana didalam penjara karena
alasan politik; | ,

* Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang: dan

* Bukan mantan terpidana bandar narkoba atay bukan mantan
terpidana kejahatan seksual terhadap anak, :

Bahwa selain ity TERMOHON melakukan penelitian administrasi
tethadap Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polres
Lampung  Selatan  Nomor: SKCK/245VIINYAN. 2 3/2020/SAT
INTELKAM, tanggal 05 agustus 2020, yang menerangkan bahwa

Melin Haryani Wijaya pernah terlibat dalam kasus Tindak
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10.

1.

Pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan Pidana Pokok yang
dijatuhkan dengan putusan Pidana penjara 8 (delapan) bulan,
masa percobaan 18 tduhpnn belas) bulan terhitung mulai masa
percobaan tanggal 25 Februari 2015 s/d 25 Agustus 2016
yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Hugnri Bandar
Lampung;

Bahwa TERMOHON juga melakukan p&nelrtan administrasi
terhadap Surat Keterangan Pengadilan Heg&n Kalianda Nomor
2B/SK/HK/08/2020/PN Kla, tanggal 10 Agustus 2020, yang pada
intinya menerangkan Melin Haryani Wijaya tidak sedang tidak
pernah sebagai terpidana berdasarkan putu'l-ln pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena terdapat perbedaan hmmngan antara SKCK
Polres Lampung Selatan dan Surat Keterangan Pengadilan Negeri
Kalianda sebagaimana uraian di atas, maka TERMOHON
melakukan  konsuMasifkonfirmasi kepada Pengadilan Negeri
Kalianda pada tanggal 11 September 2020 Hasil konfirmasi,
Pengadilan Negeri Kalianda menyatakan add kekeliruan dalam
penerbitan surat keterangan tersebut karena Pengadilan Negeri
Kalianda tidak memiliki putusan pengadilan atas nama Melin
Haryani Wijaya karena locus kejadiannya di Bandar Lampung.
Selanjutnya Pengadilan Negeri Kalianda' mencabut dan
membatalkan Surat Keterangan Nomor
MMHWEUM.HI..I tanggal 10 Agustus 2020, dan
menerbitkan kembali Surat Keterangan Nomor
42/SKIHK/08/2020/PN.Kla, tanggal 11 September 2020, yang
menyatakan : .
Berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Tlnjung Karang, Melin
Haryani Wijaya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap dijatuhi hukuman pidana penjara 8 {dnlnpan )} bulan
dengan masa percobaan selama 18 (delapan belas ) bulan.

TERMOHON menerima tembusan surat Pengadilan Negeri Kalianda
Nomor: wq.ud/1522/HK08/04/2020, ditujukan kepada Melin Haryani
J6



Wijaya, perihal pencabutan dan tidak berlaku surat keterangan tidak
pemah sebagal terpidana. *

12. Bahwa pada masa perbaikan berkas, TERMOHON menerima
dokumen dari PEMOHON, yaitu:

(a) Surat Keterangan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
Nomor:  B-4967/L.8.10/ES.1/09/2020 tanygal 7 September
2020. Dalam surat ini dijlaskan, antara lain:

» Bahwa benar Hj. Melin Haryani Wiaya, SE.. MM. Binti
Haryanto pemnah dipidana melanggar Pasal 263 Ayat (2)
KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1)
KUHP sesuai dengan Pulusan Pengadilan Tinggl Tanjung
Karang Nomor: 122/Pid/2014/PT Tjk tanggal 25 Februari
2015 dengan Amar putusan: :

- Menyatakan terdakwa Hj. Melin Haryani Wijaya, M.M.
Binti Haryanto telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan findak pidana “turut
serta menggunakan surat palsu gtau yang dipalsukan
secara berlanjul *

» Bahwa Kﬁialmnml'l Negeri Bandar Lampung lelah
melaksanakan Putusan Pengadilan ‘ﬁng:gl Tanjung Karang
Nomor: 122/Pid/2014/PT Tk, tanggal 25 Februari 2015,
sesual dengan Sural Pemberitahuan Pemidanaan
Bersyarat (P-51) pada tanggal 17 April 2015 dengan masa
percobaan selama 18 (delapan belas) bulan mulai dari
tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25
Agustus 2016.

(b) Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung W¥arang Nomor:
122/Pid/2014/PT.Tjk, tanggal 25 Februari 2015. Amar putusan
yang berbunyi:

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa maupun
penasehat hukumnya ‘ersabut;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang
tanggal 25 Movember 2014 Nomor: 582/Pid B/2014/PN.Tik

yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana
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yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagal berikut :

L F

Menyatakan Terdakwa Hj. MELIN HARYANI WLIAYA,
MM. Binti HARYANTO tersebut diatas tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan
Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menyatakan Terdakwa Hj. MELIN HARYANI WIJAYA,
MM. Binti HARYANTO tersebut diatas, telah terbukli
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “Turut serta menggunakan surat palsu atau yang
dipalsukan secara berlanjut’;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada
Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan)
bulan;

Menetapkan bahwa hukuman itu tidak periu dijalani
kecuall kalau di kemudian hari ada perintah lain
dalam putusan Hakim, oleh karena Terpidana
sebelum lewat masa percobaan 18 (delapan belas)
bulan telah melakukan perbuatan yang dapat
dihukum; ‘ J

Memerintahkan  agar  barang « bukti  berupa:
| T ety - X

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya
perkara dalam dua tingkat peradian yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.5.000 - (lima ribu rupiah).

. 13 Bahwa berdasarkan surat keterangan h;lnhﬁ:n dan putusan
pengadilan sebagaimana uraian di atas, mnl;.u sangat jelas dan
nyata bahwa PEMOHON Hj. Melin Haryani, Wijaya, S.E., M.M.
telah terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana
penjara § (lima) tahun atau lebih. Tindak pidana "menggunakan
surat palsu” diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHF yang
ancaman hukumannya paling lama 6 (enam) tahun penjara.

14,

Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan
Keempal atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
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Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupali, dan/atau Walikota Dan Wakil

WaliKota, Pasal 4 ayat (1) huruf f menyatakan:
“tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pigana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana
yang melakukan tindakan pidana kealpaan atau tindakan
pidana politik dllll"ll‘l pengertian suatu, perbuatan yang
dinyatakan sebagai tindak pidana :hla‘m hukum positif
hanya karena pelakunya mempunyal pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkyasa”.

15. Bahwa Peraturan KPLU Nomaor 9 Tahun EﬂiﬂllFada Pasal 4 ayat (1)

17.

huruf f 1 menyatakan:
‘bagi terpidana yang tigak menjalani pidana di dalam penjara
meliputi: '
1. Terpidana karena kealpaan; atau
2. Terpidana karena alasan politik:”

- Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayal (2a)

menyatakan: “Syarat tidak pernah sebagai terpidana
sobagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan
bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara
5 (lima) tahun atau lebih'yang telah melewati jangka waktu 5
(lima) tahun setelah selesai menjalani ' pidana  penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mampunyai
kekuatan hukum tetap”.

Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (2d)
menyatakan: “Bahwa jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai
menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan
telah selesai menjalani pjdananya sampal &-ng:n pada saat
pendaftaran sebagai bakal calon”. '

18. Bahwa berdasarkan Sural Keterangan Kejaksaan Negeri Bandar

Lampung Nomor B-4967/L.8 10/ES.1/09/2020 tariggal 7 September
2020, pihak kejaksaan telah melaksanakan Putusan Pengadilan
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18.

20.

Tinggi Tanjung Karang Nomaor: 122/Pidi2014/PT Tjk yang amarmnya
menyalakan terdakwa Hj. Melin Haryani Wijaya, M.M. Binti Haryanto
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “turut serla menggunakan surat palsu atau yang
dipalsukan secara berdanjul ® Pelaksanaan putusan sesuai dengan
Surat Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat (P-51) dengan masa
percobaan selama 18 (delapan belas) bulan mulai dari tanggal 25
Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustys 2016

Bahwa merujuk ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f, ayal (2a) dan
ayat (2d) Peraturan KPU Nomor @ Tahun, 2020 serta Surat
Keterangan Kejari Bandar Lampung sebagaimana telah diuraikan di
atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai Berikut

(2) PEMOHON Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. adalah
Mantan Terpidana.

(b) PEMOHON Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. sampal
saat ini belum 5 (lima) Tahun sebagai Mantan Terpidana.

(c) Batas waktu minimal bagi PEMOHON Hj. Melin Haryani
Wijaya, S.E., M.M. untuk memenuhi ketentuan telah 5
(lima) tahun sebagai Mantan Terpidana ‘adalah Tanggal 25
Agustus 2021 karena masa Hukuman Pidananya berakhir
pada Tanggal 25 Agustus 2016.

(d) Pada saat mendaftar sebagal Bakal Calon Wakil Bupati
Lampung Selatan ‘pada tanggal 4 September 2020,
PEMOHON Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., MM. baru 4
(empat) tahun 10 (sepuluh) hari, sebagai Mantan
Terpidana. '

Bahwa pada tanggal 15 September 2020 TERMOHON melakukan
konsultasi ke KPU Proyinsi Lampung dan  menyampaikan
permasalahan yang dihadapi yaitu salah satl Bakal Pasangan
Calon yang belum 5 (lima) tahun sebagai Mantan Terpidana.
TERMOHON juga mengirimkan kronologis kﬂpad*a KPU Provinsi
Lampung pada tanggal 16 September 2020. TERMOHON membuat
kronologis berdasarkan hasil penelitian administrasi TERMOHON
terhadap persyaratan Bakal Pasangan {:alup Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Lampung Selatan atas nama H. Hipni dan Hj.
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21,

22.

Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M; ! :

Bahwa sesuai dengan Hirarki Kelembagaan, ;nalaliumya KPU
Provinsi Lampung menginmkan Surat Nomor 487/PL.02.2-5D/
03.2/Prov/IX/2020 kepada KPU R, memohon arahan tentang
permasalahan pendaftaran Bapasion Bupati dan Wakil Bupati di
Kabupaten Lampung Selatan. KPU RI segera merasponnya dengan
mengirimkan Surat Nomor: 793/PL.02.02-SD/OBMKPUNX/2020,
tanggal 21 September 2020, perihal Panjulau.ar:. ditujukan kepada
KPU Provinsi Lampung dengan tembusan kepada TERMOHON.
Dalam surat ini KPU RI pada intinya menyatakan dalam hal bakal
calon tidak menjalani pidana penjara tetapi dengan masa
percobaan, ketentuan Pasal 4 Ayat (2a) dan Ayat (2d) Peraturan
KPU Nomor 1 Tahun 2020 tetap berlaku. Ketentuan ini juga
tercantum danfatau dipertegas kembali dalam Rasal 4 ayat (2a) dan
ayat (2d) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun znir{; |

Bahwa penjelasan KPU Rl tersabut di atas pada pokoknya sama
dengan “Penjelasan tentang Mantan Terpidana® yang tercantum
dalam Surat KPU Rl Nomor : 735/PL .02 2-SD/0S/KPU/X/2020,
tanggal 5 September 2020, ditujukan kepada I'Eatua KPL Provinsi
dan Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dalam surat ini
disebutkan, antara lain:

Ketentuan Pasal 4 ayat (2a) dan ayat (2d) Peraturan KPU Nomor 1

Tahun 2020 tentang perubahan ke tiga atas peraturan KPU Nomor

3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubermnur dan Wakil

Gubermur, Bupati dan Wakil Bupati danfatau ':Il'llrﬂllml'ﬂ dan Wakil

Walikota mengatur antara lain: i

a. Syaral tidak pernah sebagai terpidana dikecualikan bagi mantan
Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih yang lelah melewali jangka waktu 5 (lima) tahun
setalah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana
penjara terhitung sejak tanggal bakal calon.wang bersangkutan
telah selesai mnialani pidananya sampal dengan pada saat
pendaftaran sebagai bakal calon. '
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23, Bahwa penjelasan tentang “mantan terpidana” juga termaktub dalam
Surat  Mahkamah Agung  Republik Indonesia  Nomor
30Tuaka. Pid/IX/2015 langgal 16 Seplember 2015 perhal
Jawaban atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI, ditujukan
kepada BAWASLU RI Dalam surat ini Mahkamah Agung
menerangkan bahwa: :

» Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap. Dengan demikian, mantan Terpidana adalah seseorang
yang pemah dipidand berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

» Narapidana adalah Terpidana yang mun]éllnni pidana hilang
kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Dengan
demikian, mantan narl;lp:'dann adalah seseorang yang telah
pemah menjalani pidana di dalam LAPAS, .

» Dari uraian tersebut, menjadi jelas h-hwa mantan Terpidana
meskipun telah dijatuhi pidana belum tentu menjalani
pidana di dalam LAPAS, misalnya seseorang yang dijatuhi
pidana dengan pidana penjara selama & (enam) bulan
dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun, sehingga dia
berstatus Terpidana tetapi tidak perlu menjalani pidana di
dalam LAPAS. Sedangkan mantan narapidana tentu telah
pernah menjalani pidana di dalam LAPAS:

24. Bahwa setelah TERMOHON melakukan: (a) penelitian administrasi
terhadap berkas persyaratan pendaftaran Bakal Calon Wakil Bupati
atas nama PEMOHON Hj, Melin Haryani Wiaya, S.E., MM. (b)
mengkaji peraturan dan (c) konsultasi kepatla KPU Provinsi
Lampung yang diteruskan kepada KPU Ri, sebagaimana telah
diuraikan secara rinci dan detail di atas, barulah selanjutnya
TERMOHON melakukan rapat pleno pada tanggal 23 September
2020 sebagaimana tertuang dalam 2 (dua) berita acara, yaitu:

(a) Berita Acara Nomor: 60/PLD2.3-BAJDI/KPU-Kab/IX/2020.
Dalam berita acara ini disebutkan, antara lain.
“Berdasarkan hasil penelitian administrasi perbaikan, Bakal
Pasangan Calon H. HIPNI, SE dan Hj. MELIN HARYANI
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WIJAYA, SE. MM. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
Model BA HP-KWK dah Berita Acara Model BA HP Perbaikan
KWK dinyatakan tidak memenuhi syarat.

{b) Berita Acara Nomor: 61/PL.02.3-BAJO3IKPU-Kabl 1X/2020.
Pada poin 2 Berita Acara ini dinyatakan:
“Tidak Menetapkan Bakal Pasangan Calon H. HIPNI, SE dan Hj,
MELIN HARYANI WLAYA, SE. MM. yang di usung Parai
Gerindra (7 Kursi), Partai Amanat Nasional (7 Kursi), Partai
Kebangkitan Bangsa (4 Kursi), sebagaimana tercantum dalam
Berita Acara Model BA HP-KWK dan Berita Acara Model BA HP
Perbaikan —KWK karena tidak memenuhi syarat sebagai calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2020."

25, Bahwa hasil rapat pl'r'm di atas menjadi, dasar terbitnya

Keputusan TERMOHON Nomor: BO/HK.03.1-Kpt'11801/KPU-Kab/
IX/2020, tanggal 23 September 2020, h;mnq Penetapan
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2020. Pada Dictum Kedua Keputusan ini dinyatakan:
“Tidak Menetapkan Bakal Fasangan Calon H Hipni, S E dan Hj
Melin Haryani Wijaya, S.E., MM. yang diusung, Partai Gerindra (7
Kursi), Partal Amanat Nasional (7 Kursi), Partai Kebangkitan Bangsa
(4 Kursi), sebagaimana lercantum dalam Berita Acara Model
BAHP-KWK dan Berita Acara Model BAHP Perbaikan —KWK
karena tidak memenuhi syaral sebagai calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020"

26. Bahwa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip
PEMOHON dalam Permohonannya, TERMOHON menegaskan
bahwa KPL telah melaksanakan putusan MK dan menyesuaikannya
dengan peraturan KPU mengenal pencalonan kepala daerah
(Gubermur, Bupali, Walikota) sebagaimana tercantum dalam
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 8
Tahun 2020. Putusan MK tersebut, antara lain Putusan Momor:
89/PUL-XVI/2018, Putusan Nomor: 48/PUL-XVIIF2019 dan Putusan
MK Nomaor: 56/PUL-XVII/2019.
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Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIVI2018,

sebagal berikut: :

1. Mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undangNomar 10
Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
undang (Lembaran Hrngam Rl Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898) bertentangan
dengan UUD Negara Rl tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai telah melewati jangka wakiu 5 (lima) tahun setelsh
mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah rnempunyéi kekuatan hukum
tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g L.F'ndang-UndangNmr
10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan F'Eﬂatl.ll‘ﬂn Pemerintah
Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahon 2014 tentang
pemilihan Gubemur, Bupati, dan Wallkota menjadi Undang-
undang (lembaran Negara RI Tahun IE'EHE Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5898) selengkapnya
berbunyi yaitu;

Calon Gubermnur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati, sera Calon Walikota dan Calon
Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus
meamenuhi persyaratan sebagai berikut:

9. (i) tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyal kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang ‘di ancam dengan
pidana penjara 6 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap
terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak
pidana poliik dalam pengertian suatu perbuatan yang
dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya
karena pelakunya mempunyal pandangan politik yang
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berbeda dengan rezim yang sedang hurkulaan;

(i) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5
(ima) tahun setalah mantan terpidana - selesai menjalani
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyal kekuatdn hukum tetap dan secara jujur atau
terbuka mengumumkan mengenal latar belakang jati dirinya
sebagai mantan terpidana; dan | :

(iil) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang:

3. Menolak permochonan para PEMOHON untuk selain dan
selebihnya,

27. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang
telah TERMOHON uraikan di atas, maka sangat jelas dan nyata
bahwa TERMOHON telah mematuhi prosedur dan peraturan
perundang-undangan yang 1I:n-m’lcadm dalam menerbitkan Keputusan
Nomor:  BO/MK 03 1-Kpt/1B01/KPU-Kab/X/2020, tanggal 23
September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan
Wakil Bupati Pada Pemilinan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2020, sehingga Kepufusan TERMOHON
ini mempunyai keabsahan dan legalitas yang sangal kuat,

PETITUM =

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, TERMOHON
mohon  kepada Bawasiu Kabupaten Lampung Selatan untuk
menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

(1) Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya:

(2) Menyatakan sah dan 'marnpun-,rni kekuatan hukum mengikat
Keputusan TERMOHON Nomor: BOHE.03. 1-Kpt/1801/KPU-Kab/
IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2020, '

Apabila Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan .berpendapat lain,
mohon Putusan yang  seadil -adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Jawaban dari TERMOHON dengan harapan Bawaslu
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Kabupaten Lampung Selatan dapal segera memeriksa dan
memutus dengan seadil -adilnya.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulizan
1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali. PEMOHON telah
mengajukan bukti berupa fotokopi surat dung*an meterai cukup
serta telah dileges dan diberi tanda Bukli P-1"hingga Bukti P-1g

sebagai berikut,
NO | KODE BUKTI KETERANGAN
1 | P-1 |Keputusan Kelua KPU | Tentang Penatapan
Kabupaten Lampung | Pasangan Calon Bupati
Selatan " Nomor: | Dan “!E.Iiil Bupati Pada
BO/MHK 03.1- Pemilihan Bupati Dan
Kpt/1801/KPLU- Wakil Bupati Kabupaten
Kab/X/2020, Lampung Selatan Tahun
2020 tanggal 23
Seplember 2020
(2 | P2 |Berla Acara Nomor. | Tentng Bakal Pasangan
60/PL.02.3-BA/O3/KPU- | Calon 'Bupati Dan Wakil
KabA1X/2020. Bupali Yang Memenuhi
Syaral © Dan  Tidak
Memenuhi Syaral
Berdasarkan Hasil
Pmliﬁan Administrasi
Perbaikan.
(3 | P-3 |Berita Acara Nomor Tentang Penetapan
61/PL.02.3-BA/O/KPU- | Pasangan Calon Bupati
Kab/x/2020 ' Dan Wakil Bupati Pada
Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Kabupaten
‘ Lampung Selatan Tahun
2020. *
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Putusan ‘Pengadilan Hmpuﬁ.man.‘

Tinggi Tanjung Karang Mangm*lliii:

Nomor: 122/Pid/2014/PT. | . Memperbaiki Putusan
TJK ' Pengadilan Negeri

Tanjungkarang tanggal
25 HWovember 2014,
Nomor:582/Pid B/2014/
PN., Tk Yang
dimintakan  banding
tersebit, sekedar
mengenai pidana yang
dijatuhkan  sehingga
berbunyi sebagai
berikut:

1. Menyatakan:
Terdakwa Hj. Melin
Haryani Wijaya, MM
binti Haryanto
tersebut tidak
terbukti secara sah
dan  menyakinkan
bersalah melakukan
llpdah pidana dalam
dakwaan primer dan

membebaskan
terdakwa dari
dakwaan primer
tersebut,

2. Menyatakan

terdakwa Hj. Melin
Haryani Wijaya , MM
biriti Haryanto
tersebut diatas telah
terbukti secara sah
dan  menyakitkan
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bersalah melakukan
Tindak Pidana "turut

serta mengunakan
sural  palsu atau
yang dipalsukan

EEI;.‘:HN bertanjut”;

3. Menjatuhkan Pidana
oleh  karena itu
kepada  terdakwa
dengan Pidana

Penjara selama 8
(delapan) bulan;

4. Menetapkan
i-lul:uman itu tidak

perlu dijalani kecuali

kalau  dikemudian
hari ada perintah lain
dalam putusan
! hakim oleh karena
terpidana  sebelum
lewat masa
Percobaan 18
x (delapan belas)
bl.llfln telah
rmlqlmkan

perbuatan yang

dapat di hukum.
Bahwa Melin  Haryani
Pengumuman  kepada | Wijaya telah

publik  melalui media

menyampaikan ke publik
melali Pangumuman di
Surat Kabar Harian
Kupas Tuntas tentang
yang bersangkutan
adalah ‘mantan terpidana




edisi hari Rabu tanggal g |
September 2020,

Pasal 4 ayat (1) huruf T,
f1 dan huruf g Peraturan
Komisi Pemillhan Umum

Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2020
Tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan

pemilihan Gubermur dan
Wakil Gubemur, Bupati
dan  Wakil Bupati,
danfatau Walikota dan
Wakil Walikota

Pasal 4 Ayat (1) “Warga
Negara Indonesia dapat
menjadi Calon Gubernur
dan ‘Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakili Bupati,
dan/atau Walikota dan
Wakil “Walikota dengan
memenuhli  persyaratan

sebagai berikut:

f  Tidak pernah

' ul:t'ngni Terpidana
berdasarkan
Putusan Pengadilan
yang telah
memperoleh
kekuatan hukum
tetap karena
melakukan  tindak
pidana yang
diancam dengan

pidana penjara §
{Itl‘l"lﬂ] tahun atau
lebih, kecuali
terhadap terpidana
yang melakukan
ir'ndalt pidana
kelapaan atau tindak
pidana politik dalam
pengeartian suatu
pefrhuatan yang
dinyatakan sebagai
tindak pidana dalam

hukum positif hanya

T



haru'm pelakunya
mempunyai
pandangan  politik
yang berbada
déngnn rezim yang
sedang berkuasa;
f1  Bagi terpidana yang
tidak menjalani
pidana di datam
penjara meliputi -
1. Terpidana karena
Kealpaan; atau
2. Terpidana karena
Alasan Politik:
3, Dihapus,
hniih secara jujur
‘al:au terbuka
mengemukakan
kspada publik,
g Bagi Mantan
Terpidana yang
tetah selesal
menjalani masa
pﬁmh:lmmn nya,
wajib secara Jujur
atau terbuka
mengemukakan

kepada public”

Lampiran Peraturan KPU
Rl Nomaor 8 Tahun 2020
Tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2017

Formulir Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan
Walkil Walikota
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Tentang Pencalonan
pemilihan GL.I:'JEMUI‘ dan
Wakil Gubetnur, Bupati
dan Wakil Bupati,
danfatau Walikota dan
Wakil Walikota

Syaral ' Calon Model
BB.1-KWK

Eurnt.antaan Bakal
Calon, Gubermur / Wakil
Gubémur / Bupati / Wakil
Bupati / Walikota / Wakil
Walikota.

Pasal 4 ayat (1) huraf 1,
f1, 12 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum
Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Perubahan

Keliga Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubemur Dan
Wakil Gubernur, Bupati
Dan  Wakil  Bupati,
Dan/Atau Walikota Dan
Wakil Walikota

Pasal 4 Ayat (1) “Warga |

Negara Indonesia dapat
menjadi calon Gubemur
dan  Wakil Gubernur,
Bupati Idun Wakil Bupat,
dan/atau Walikota dan
Wakil 'Walikota dengan
persyaratan sebagai
berikut
f Tidak parmah
sebagai  Terpidana
berdasarkan
Putusan Pengadilan
yang telah

mempearoleh

L

Kekuatan Hukum
Tetdp, Terpidana
karena Kealpaan
Ringan (culpa levis),
Tespidana  karena
Alasan Politik,
Terpidana yang tidak
menjalani  Pidana
dalam Penjara waijib
secara terbuka dan
jujir mengemukakan
kepada Pubilik

s




1

bahwa yang
bersangkutan

sedang  menjalani
Pidana ftidak di

* dalam Penjara;

Bagi- Mantan
Terpidana yang telah
selesai menjalani
masa
Pemidanaanya,
secara kumulatif,
walib memenuhi
syarat secara
terbuka dan jujur
mengemukakan
kepada publik dan
bukan sebagai
p?laku kejahatan
yang berulang,
kecuali bagi Mantan
Turp_idunl yang telah
ﬂullasai menjalani
masa pidananya
paling singkat 5
(lima) tahun sebelum
jadwal pendaftaran;
Bukan Mantan
Terpidana  bandar
narkoba atau Mantan
Terpidana kejahatan
sekisual terhadap
anak”.

Pasal 4 ayat (1) huruf f
dan huruf g Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

Pasal 4 Ayat (1) “Warga
Negara Indonesia dapat
menjadi Calon Gubemur
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Republik ' Indonesia
Nomor 3 Tahun 2017
Tentang  Pencalonan
pemilihan Gubemur dan
Wakil Gtﬂ::u-mur.Elupati
dan Walkil Bupati,
danfatau Walikota dan
Wakil Walikota

dan L"il.i'ddl Gubernur,

Bupati dan Wakili Bupati,

danfatau Walikota dan

Wakil Walikota dengan

memenuhi  parsyaratan

sebagai berikut:

I Tidak pemah
sebagai terpidana
I:'ﬂ;rd-ssarkan
Putusan Pengadilan
yang Telah
Memperoleh
Kekuatan Hukum
letap, Terpidana
karena Kealpaan
Ringan {culpa levis),
T&rpidma karena
Alasan Politik,

~ Terpidana yang tidak
murrihlhni Pidana
dalam penjara waijib
secara terbuka dan
jujur mengemukakan
kepada publik bahwa
yang bersangkutan
sedang manjalani
Pidana tidak di
dalarh Penjara;

g Bagi Mantan
Terpidana yang telah
selasal menjalani
masa
pemdanaanya,
a';aunm kumulatif,

wayjib memenuhi

23




syaral secara
terbuka dan  jujur
mengemukakan

kepada publik dan
bukan sebagai
pelaku kejahatan
yang  berulang,
kecuali bagi Mantan

Terpidana yang telah
selesal menjalani
masa Pidananya
paling singkat &
(lima) Tahun
sebelum fadwal
pendaftaran;”

10

Pasal 4 ayal (1) huruf f,
1 dan huruf g Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

Republik . Indonesia
Nomor 15 Tahun 2017
Tentang I Perubahan
Peraturan Komisi
Pemilihan Umum
Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan

pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati
dan  Wakil  Bupati,
dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota.

Pasal 4 Ayat (1) "Warga
Negara Indonesia dapat
menjadi Calon Gubermur
dan Waki Gubemur,

Bupat dan Wakili Bupati,

dan/atau Walikolta dan

Wakil Walkota dengan

memenuhi  persyaratan

sebagai berikut:

f  Tidak pernah
sebagal  terpidana
berdasarkan putusan
pengadilan yang
telah  memperoleh
kehuatan  hukum
tetap,

1 Baagi terpidana yang
tidak menjalani
Pidana di dalam
Penjara meliputi -
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1. Terpidana karena |
Kealpaan Ringan
(culpa levis);

2. Terpidana karena
Alasan Politik;atau

3, fuml'dnnu lain
yang tidak
r'rmnjnlanh Pidana
Halam Penjara
wajib secara

, fterbuka dan jujur
i mengemukakan

kepada publik
bahwa yang
Earsnnghutun
sedang menjalani
Pidana tidak di
dalam Penjara.

g Bagi Mantan
Terpidana yang telah
selesal  menjalani
masa
F‘amldarmmyn
secara kumulatif,
wajib memenuhi
syarat secara
terbuka dan jujur
mengemukakan
kepada publik dan
bukan sebagai
pelaku kejahatan
yang berulang,
kecuali bagi Mantan
Tﬁ1:|:li|:|£lnH yang telah
selesai  menjalani




S

masa Pidananya
paling singkat 5
(ma) tahun sebelum
jadwal pendafiaran ”

Pasal 4 ayat (1) hunf
f1 dan huruf' g Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia
Momor 18 Tahun 2019
Tentang F.F‘Erub-!hm
Kedua Afas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan
pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati,
danfatau Walikota dan
Wakil Walikota

L ]

Negara indonesia dapat
menjadi Calon Gubermur
dan 'Wahﬂ Gubernur,
Bupati dan Wakili Bupati,
danfatau Walikota dan

Wakil Walikota dengan

n'ﬁman:uhi persyaratan

sabegmi:arﬁm:

f Tidak pernah sebagai
i&r;:idma
berdasarkan putusan
pengadilan yang lelah
memperoleh kekuatan
I'I'Lﬂl::.lm tetap,

f1 Bagi terpidana yang
tidak pidana dalam
Penjara mefiputi :

1. Tempidana karena
kealpaan,

2., Terpidana karena

"+ alasan politik, dan

3. Dihapus.

8 Bagi Mantan Terpidana
yang' Ielah selesai
menjalani masa
pemidanaannya,
secara kumulatif, waijib
memenuhi syarat
secara terbuka dan

¢ 56
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s

kepada publik dan
bukan sebagai pelaku
kejahatan yang
berulang,”

12

P-12

Pasal 4 ayat (1) huruf f,
f1 dan huruf g Peraturan
Komisi F&mfﬁi’m Umum

Republik Indonesia
Momor 1 Tahun 2020
Tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan
pemifihan Gubernur dan
Wakil Gubermur, Bupati

dan  Wakil  Bupati,
danfatau Walikola dan
Wakil Walikola,

Pasal 4 Ayal (1) "Warga
Negara Indonesia dapat
menjadi Calon Gubemur
dan Wakil Gubernur,
Bupati ll:lan Wakili Bupati,
dan/alau Walkota dan
Wakil Walikota dengan
WUhI persyaratan
sebagai berikut:
f Tidak Pernah Sebagal
TB:'FHHI berdasarkar
Putusan  pengadilar

yang telat
memperoleh
Kekuatan Hukuim
tetap karen
malakukan ﬂnﬁaj

Pidana yang diancam
*daﬂgan Pidana
iﬂerﬁam 5 (lima
Tahun atau lebih
terhadar
Terpidana yang
melakukan Tindak
pidana kelapaan atay,
findak pidana  politif
dalam pengertiar
suaty perbuatan yang
dihyatakan  sebaga

keeuali

Tindak Pidana dalam

87
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13

F-13

X015

of

Pasal 7 huruf g Undang-

karena  pelak
mempunyaij
pandangan
yang berbeda dengarn
rezim yang sedang
berkuasa;

f1  Bagi terpidana yang
tidak menjalani
Pidana di dalam
Penjara meliputi :
1, Terpidana karena
'\ kealpaan: atau
2 Terpidana karena

alasan politik;

3. Dihapus.
wajib secara jujur ata
terbuka

mengemukakan
kepada publik;
a BEllgl Mantar
terpidana yang telat
setesai manjniun{

I'I'IB'IJH

wajih secara jujur atay
talrbuka
mengemukakan
kepada publik |

Undang Nomor B tahun
2015 Tentang
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah
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Punﬁirm Undang-
Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan
Gubemur, Bupati, dan
Walikota menjadi
Un:lanﬁ—Undmg_

(Lembaran Negara
Repubiik Indonesia
Tnhuln 2015 Nomor 57,
Tambahan  Lembaran

b

Negara Republik
Indonesia Nomar 5678).
- Bertentangan dengan
UUD  Negara RI
tahun 1845 secara
bersyarat  sepanjang
tidak dimaknai di
kecualikan bagi
mantan terpidana
'rang. secara terbuka
dan Juijuir
mengemukakan
kepada publik bahwa
yang  bersangkutan
mantan terpidana;
- Tidak  mempunyai
Kek 1atan Hikuim
mengikat secarn
bersyaral  sepanjang
tidak  dimaknai  di
Kecualikan bagi
Mantan Terpidana
vang secara terbuka
dan, Jujur
mengemukakan




14

P-14

P-15

kepatla publik bahwa
yang * bersangkutan
Mantan Terpidana.

Amar
Mahkamah
Nomor:;
XIVI2016

FPutusan

Konstitusi
T1/PUU-

Armar Putusan
Mahkamah Konstitus
Nomor S68/PLIL-
XViz010.

‘Menyatakan Pasal 7 ayal

Menyatakan Pasal 7 ayat |
(2) huuf g Undang-
Undang Nomor 10 Tahun
2016 Tentang
Perubahan Kedua atas
Undang.-Undang Nomor
1 tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Penganti
Undang-Undang MNomor
1 Tahun 2014 Tentang
Pendilihan Gubernur,
Bupali, dan  Walikota
menjadi  Undang-undang
(lembatan Negara RI
Tahun 2016 Nomor 130,
tambahan kembaran
negara Rl nomor 58598)
hm%&nt;ﬂguﬂ dengan
UUD Negara RI tahun
1045 tiddak
mempiunyali  Kekualan

Hukum mengikat

dan

(2} bhurf g Undang-
Undang Nomor 10 tahun
2016 bertentangan
dengan UUD Negara RI
tahun 1845 dan tidak
mempynyal kekuatan
hukum mengikat secara

0




bersyarat  sepanjang
tidak dimaknai telah
melewati jangka waktu 5§
(ima), tahun setelah
mantan terpidana selesai
menjalani pidana penjara
berdasarkan putusan
pengadilan yang telah
memponyai  kekuatan
hukum tetap.

16

P-16

‘Surat

Keterangan

42/SKIHKIOR2020/PN KI

Menyatakan Pengadilan
Negeri Kalianda tidak
menemukan data atas
nama ' yang dimaksud
tetapi berdasarkan SIPP
PN Thnjung Karang
Melin Haryani Wiaya
dalam Pulusan yang
tetah berkekuatan hukum
tetap dijatuhi  hukuman
Pidana Penjara selama 8
(delapan) bulan dan
dengan Masa Percobaan
selaman® 18  (delapan
balas) bulan.

7

Sural
MNomor:
4967/ B 10/Es. 1709/

2020.

, Keterangan
B-

Surat yang dikeluarkan
oleh Hejaksaan MNegeri
Bandar Lampung yang
I'I'WI;IH'I'IrHIH Mealin
Hanlér:i Wijaya telah
dijatuhi Hukuman
Penjara selama A
fdﬂlnpén ) bulan dengan
masa Percobaan selama

6l




18 (delapan belas ) bulan
dan' telah di lakukan
eksekusi atas Putusan
tersebut

Bahwa

18 | P-18 | Pemberitahuan Kejaksaan Negeri
Pemindanaan Bersyarat | Bandar Lampung telah
daftar dimaksud pada mengeluarkan
Pasal-Pasal Ordonasi | pemberitahuan kepada
Tanggal 6 November | Melin Haryani Wijaya
1829 §. 1976-487, Pasal | bahwa yang
14a dan 14c KUHP, bersangkutan  dijatuhi

1 Hukuman Penjara
selama’ 8 (delapan )
Bulan dan dengan Masa
Percobhan selama 18

‘ (delapan belas ) Bulan
terhitung 25 Februari
2015 habisnya di 25
Agugtus 2016,

19 | P19 |Berita Acara  Hasil | Bahwa dalam poin 10
Penelitian ' Perbaikan | Persyaratan Bakal Calon
Persyaratan Calon | Wakil Bupati
Dalam Pemillin Bupati | 5.,e ' keterangen tiak
dan Wakil Bupati pemah sebagai |
Kabupaten  Lampung Terpidana  berdasarkan
Selatan Tahun 2020 Pufusin Pengadilan

yang lelah berkekuatan
hukurt  tetap karena

metakukan tindak pidana
ﬁng ﬁla-nr.:arn dangan
pidana ﬁanjm-l 5 (lima)
tahun atau lebih dan
F'mgédilnn Negen yang
wilayah hukumnya
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meliputi tempat tinggal
Calon dinyatakan belum
mementihi syarat dengan
keterangan Mantan
Terpidana yang diancam
dengan pidana 5§ tahun
atau ‘lebih, dan belum
mdqr't'uati 5 tahun selelah

menjalani Pidana.

|

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil -dalil, TERMOHON telah
mengajukan bukti berupa foto kopi surat dengan meterai cukup serta
telah dileges, dan materal, cukup serla diberi Tanda Bukti T-1

sampai Bukti T-31 sebagai berikut,

NO | KODE NAMA BUKTI KETERANGAN
1 | T=1 |Peraturan KPU Rl Nomor | Peraturan KPU Tenlang
5 Tahun 2020 Tentang | Tahapan, Program dan
Perubahan Ketiga Atas | Jadwal penyelengoaraan
Peraturan  KPU  Nomor | Pemilihhn Gubemur dan
15 Tahun 2018. Wakil Gubemur, Bupati
dan Wakil Bupati,
danfatau Walikota dan
Wakil Walikota Tahun
2020
(2 | T-2 |Keputusan KPU RI Kepulusan KPU RI
Nomor:394/PL 02 2. Tentang Pedoman

Kpt/DaKPUNIIR020

Teknis *  Pendaftaran,
Penelifian dan Perbaikan
Diokurren
Panetapan sarla
Pengundian Nomor Urut
Pasangan Calon dalam
Pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubemur, Bupali

Persyaratan,

rlE.3




dan . Wakil Bupati,
danfatau Walikola dan
Wakil Walikota .

T-3 |Sural KPU Kabupaten | Sosialisasi  Pencalonan
Lampung . Selatan | Bupati dan Wakil Bupati
Nomor: r Lampung Selatan pada
216/PP.06 211B01/MPU- | Pemilihan Serentak
Kab/V1112020. tahun ' 2020 di Era

Pandemi Covid 19.

T-4 | Surat KPU Kabupaten Undapgan Rapat
Lampung Selatan Koordinasi  Pencalonan
Nomor: Bupati dan Wakil Bupati
226/PP.05.211801/KPU- | Lampung Selatan pada
KabNIN2020. Pemilihan Serentak

i tahun 2020 di Era New
Normal’

T-5 | Pengumuman KPU | Pengumuman KPU
Kabupaten . Lampung | Lampung Selatan
Selatan Nomor: Tmn'g Ketentuan
235/P102.2-PuM1B01 | Pendafiaran  Pasangan
KPU-KabNII2020, ﬂ!h{l. parsyaratan
Tentang Pendaftaran | Pentalonan, Persyaratan
Pasangan Calon | Bakal Calon, Dokumen

Pemilihan Bupati  dan
Wakil Bupati Kabupaten

Lampung Selatan Tahun
2020 '

pesyaratan Pencalonan
dan Persyaratan Calon
serta ketentuan-
keterntuan lain berkaitan
dengan situasi Pandemi

Pengumuman KPU
Lampung Selatan di
media cetak berkaitan
dengan Fendaftaran
Pasangan Calon

Pemilihan Bupati dan

KPU
Selatan
Ketentuan
Pasangan

Calon, I' FPersyaratan
Pencalonan, Persyaratan

Pengu'r'nl.mun
Lami:mu
Tentanng
Pendaftaran

H4




L]

Wakil Bupali Kabupalen
Lampung Selatan Tahun

Bakal Calon, Dokumen
Pesyaratan Pencalonan

2020 dan Pearsyaratan Calon

i serta kelentuan-
ketentuan lain  berkaitan
dengan situasi Pandemi
di media cetak Radar
3 Lampung Selatan pada
: hari Jumat tanggal 28
Agustus 2020,

B&ri,iﬁ Acara  Bakal

Pasangan Calon:

1. Bakal Calon Bupati:
H. Hipni, SE.

2. Bnl&s{ Calon  Wakil
Bupati:

Berta Acara Pendaftaran
Bakal Pasangan Calon
Dalam Pemilihan Bupati
Dan  Wakil  Bupati

Kabupaten Lampung
Selatan T-EH'I!.IF‘I 2020,

Hi.  Melin  Haryani
Wilaya, SE., MM.

|

Surat

yang dikeluarkan oleh

Lampung Selatan.

Keterangan
" Kepolisian

Calatan
Nomaor

SKCKRASMINYAN 2 .3/2
020/SAT INTELKAM
tangaal 05 Agustus 2020

Kepolisian  Resort

Hahwa yang
bersanakutan pemah
teribal dalam kasus
tindak pidana 263 ayat
(2) KUHP jo Pasal 55
ayat (1) KUHP dengan
pidana  pokok  yang
dijatuhkan dengan
pernanjian pidana penjara
8 (delapan) bulan masa
percobiaan 18 (delapan
belas}  bulan terhitung
mulai masa percobaan
tanggal 25 februari 2015
sd 25 agustus 2016
yang dikeluarkan oleh




T-9

Sural Keterangan Tidak
Pemah  * Sebagai
Terpidana yang
dikeluarkan  Pengadilan
Negeri Kalianda Nomor:
26/SK/HK/0B/2020/PN.KI
a tanggal 10 Agustus
2020.

10

T=10

an

ksaan register

uk pidana oleh PN

) menerangkan

Hj. Melin Haryani

ya,. SE., MM. tidak

dan tidak permah

i terpidana

berdasarkan putusan

pengadilan  yang telah

mempunyal kekuatan
hukum fetap,

MODEL BA HP-KWK
Berita Acara  Hasil
Penelitian  Keabsahan
Dokumen  Persyaratan
Calon atas nama
1. Bakal Calon Bupati
H. Hipni, SE
2 Bakal Calon Wakil
Bupati
Hi.  Melin  Haryani
Wijaya SE._ MM

11

T=-11

Form model BB 1 KWK~

Dalam
persyaratan
kelengkapan dan
keabsalian dokumen
persyaratan pencalonan
calon, Bakal Pasangan
Calon dinyatakan belum
memeanuhi  syaral dan
wajib - memperbaiki
dnku:_rrhun persyaratan
calon

penelitian
terhadap

‘Surat Féi-'ﬁ-.?n'm'n'ni Bakal
Calon Wakii  Bupati
Lampung Selatan atas
Nama Hj. Melin Haryani

Witaya SE_ MM,

12

Putusan Pengadilan

Tinggi Tanjung Karang

Dalarn Putusan
Pengadilan Tinggi yang

talah | mempunyai

Nomor:122/Pidi2014/PT,
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Tik Tanggal 25 Februari | kekuatan hukum tetap
2015. menyatakan Melin
Harydni Wijaya
dijatuhkan Pidana
Penjara selana 8
(delapan) bulan dengan
Masa Percobaan selama
18 (gelapan belas)
bulan.

T-13 | Surat Keterangan | Surat ini menerangkan
Kejaksaan ' Negeri | bahwa, Melin Haryani
Bandar . Lampung Wijaya telah dijat

Nomaor:B- hukuman Penjara
4967M.810/ES.1/00/202 | selama 8  (delapan)
0 Tanggal 7 September hula:n dengan Masa
2020 . Percobaan selama 18
(delapan belas) bulan
mulai dari Tanggal 25
Februari 2015 sampai

dengan 25 Agustus

2016
T—14 | Pengumuman di Surat | Suraj Pernyataan
Kabar Haran Kupas Pemasangan Iklan

Tuntas tentang  Melin | Pengumuman, Sertifikat
Haryani Wijaya adalah | Dewan: Pers Media
mantan lerpidana. Kupas I.T untas, Maten
Pangumuman dan
Pengumuman edisi hari
Rabu tangaal a
September 2020

T—15 | Surat Pengadilan Negeri Pengadiltan Negeri

Kalianda = Nomor: | Kallanda mencabut dan
wi U4/ 522/HK 08/04/20 menyalakan tickak
20 tangoal 11 September | berlaky Sural

e
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2020 ditujukan kepada
Melin Haryani Wijaya,
tembusan al. Kepada
KPU Lampung Selatan

Ketarangan Nomor:
26/SK/HK/OB/2020/PN.KI
a, An. Melin Haryani

Wijaya Binti Haryanto,

l,’TEFIMt}HDH'}. (vide Bukti T-9)
(16 | T- 16 | Surat Keterangan | Pengadilan Negeri
Pengadilan Negeri | Kalianda menerangkan
Kalianda Nomor: | bahwa  berdasarkan
42/SKMHKIOBR2020/PNKI | SIPP PN Tanjung
a tanggal 11 September | Karang Melin  Haryani
2020 Wijaya dalam Putusan
: yang telah Berkekuatan
Hukum Tetap  dijatuhi
Hukuman Pidana
Penjara 8 (delapan)
bulan dengan Masa
Percopaan selama 18
(delapan belas) bulan
17 | T=17 | Peraluran KPURI | Tenlang  Penbahan
Nomor: 8 Tahun 2020 Keempal Atas Peraturan
Komesi' Pemilihan  Urmum
' Nomor 3 Tahun 2017
Tentang FPencalonan
Punﬁqn Gubemur Dan
. Wakil Gubermur, Bupati
Dan \Wakil Bupati dary
atau Walkota Dan Walkil
Wit
(18 | T—18 [Sural KPU Kabupaien | Konsultas KPU
Lampung . Selatan | Kabupaten Lampung
Nomor:  287/PL 02 2- | Selatan ke KPU Provinsi
SO/ABO/KPU- Lampung  berkenaan
Kab/IX/2020 Tanggal 15 | dengahh Bapasion HIPNI
September 2020

dan MELIN HARYANI

Lats




WIJAYA

' ; adanya
perbedaan pemahaman
tentang , mantan
terpidana,

18 | T—18 | Notulensi Konsultasi Hasil konsultasi adalah |
KPU Kabupaten | - Hj., Melin Haryani
Lampung Selatan | Wiaya, SE, MM
kepada KPU Provinsi|  adalah mantan
Lampung Terkait |  terpidana
Tahapan  Pencalonan berdasarkan putusan
pada Pemilihan Serertak |  Pengadilan Tinggi
Tahun 2020, Tanjung Karang.

= Hl.  Melin Haryani

1 Wiaya, SE. MM

belum 5 (lima) tahun

' sebagai mantan

terpidana.

20 [ T-20 |Surat KPU Lampung | Kionologi dibuat
Selatan Nomor: | berdasarkan hasil
274/PLI0Z 2-3DV1801/ penelitian  administrasi
KPU-kab/iX/2020, KPU Lampung Selatan
Tanggal 168 September | (TERMOHON) terhadap
2020 Perihal Laporan | Bakal Pasangan Calon
Kronologi  Pendaftaran | Bupati dan Wakil Bupati
Bapasion an. Hj Melin | Kabupaten Lampung |
Haryani Wijaya, SE MM. | Selatan atas nama H.

' Hipni dan Hj. Melin

' Haryani Wijava, SE
MM

21 | T-21[Suwal  KPU Provinsl | KPU Lampung memohon
Lampung Nomor: | arahan kepada KPU R|
497/PL.02 2-SD/ tentang pemasalahan
03 2/Prov/IXf2020. Pendaftaran Bapasion di

Kabupaten
Selatan

Lampung




Ml_r!nﬁ'l‘l'urpidmm yang
diancam dengan pidana
mnfam.E {lima) tahun
atau iebih dikecualikan
bagi mantan terpidana
ﬂl‘lﬂ.: telah  melewali
jangka waktu 5 (lima)
Tahun atau lebih
dikecualikan bagi Mantan
Terpidana yang  telah
melewali jangka wakiu 5
(ima) Tahun setelah
selesal menjalani Pidana
Penjara Berdasarkan
Putugan Pengadilan
yang lelah mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap
dan sudah tidak memiliki
hubungan teknis (pidana)
dan administrasi dengan
menter yang
menyelenggarakan

urusan Pemerintahan di
Bidang Hukum dan Hak
Asasi ' Manusia dan
jangka waktu 5 (lima)

tahun sebagaimana
dimaksud terhilung sejak

tanggal Bakal Calon |

yang h:amng!tulan telah
selesa menjalani
Pidananya sampal
dengan pada  saat

pendafiaran sehagal
Bakal Calon.

—




23 | T-23 | Surat KPU Rl Nomor - | Penjelasan  KPU R
793/PL 02.02- berkaitan dengan
SDIDBKPUNX2020 ketentuan Pasal 4 Ayat
Tanggal 21 September | (1) Huruf f, Pasal 4 Ayat
2020 Perihal Penjelasan | (2a), dan Pasal 4 ayat
(2d) Peraturan KPU
Nomor 1 Tahun 2020,
Bahwa dalam hal bakal
calon fidak menjalani
pidana penjara tetapi
dengan masa
percobaan,  ketentuan
Pasal 4 Ayat (2a) dan
! Ayat (2d) Peraturan KPU
Nomor «1 Tahun 2020
teiap berlaku,
24 | T-24 | Surat Mahkamah Agung | Mahkar'ah Agung R
RI Nomor: | menjawab permohonan
I0Muaka PidIX/2015 fatwa dari BAWASLU R]
Tanggal 16 September mengknal mantan
2015 ditujukan kepada | terpigana
BAWASLU RI
25 | T-25 | MODEL TT.2.KWK Berisikan jeni,n"ﬁuiqﬁnh
Tanda Terima yang lélah diperiksa dan
Penyerahan Dokumen dinyatakan dilerima
Perbaikan atas nama berdazarkan lampiran
1. Bakal Calon Bupati tanda terima.
H. Hipni, S E

2 Bakal Calon Wakil :
Bupati
Hj. Melin Haryani |
Wijaya, S E. M M. '.
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Model
PERBAIKAN -KWK
Berita Acara Penelitian
Perbaikan  Persyaratan
Calon atas nama;
1. Bakal Gnl::m Bupati
H. Hipni, 5 E
2. Bakal Calon Wakil
Bupali:
Hl.  Melin  Haryani
Wijaya, 5 E. MM,

BA HP | Hasil

Penelitian
Perbalkan  Persyaratan
Calon tersebut, Bakal
Pasangan Calon
dinyatakan tidak
memenuhi syarat,

Berila  Achra
Lampung Selatan
Nomor: S0/PLOZ 3-
BAMDINKPLU-Kab/ 1X/2020
Tanggal 23 Seplember
2020 Tentann Bakal
Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati yang
Memenuhi  Syarat  dan
tidak Memenuhi Syarat
Berdasarkan Hasil
Penelitan  Administrasi
Perbaikan.

KPU

KPU : Kabupaten
Lampung Selatan telah
melaksanakan rapat
Pleno dengan  hasil
antara lain:
Berdasarkan
penalitian  administrasi
perbaikan, Bakal

Pasangan Calon H.
HIPNIL ' SE dan Hj

MELIMN - HARYANI
WILIAYA, S.E.MM.
sebagaimana tercantum
dalam Berta Acara
Model BA HP-KWK dan
Berita Acara Model
BAHF Perbaikan KWk
dimyatakan tidak
memenuhi syarat

hasil

Nomor: : 61/PL.02 3-
BA/ONKPU-Kab/ 1X/2020

Tanggal 23 September

KPU

Pada ppin 2 Berita Acara
dinyatakan :

Tidak Wﬂ‘l Bakal
Pasangan Calon
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2020. '

Tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati
Dan Wakil Bupati Pada
Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Kabupaten
Lampung Selatan Tahun
2020. '

MELIN HARYANI |
WIJAYA, S.E.MM. yang
di usung Partai Gerindra
(7 Kursi), Partai Amanat
Nasional (7 Kursi), Partai
Kebangkitan Bangsa (4

Kursi), sebagaimana
I:l-rnnr!h,lm dalam Berita
Acara Model BAHP-
KWK dan Berita Acara
Mode! BAHP Parbaikan
-KWK  karena tidak
memenuhi syarat
sebagai calon Bupali dan
Wakil Bupati Kabupaten
Lampung Selatan Tahun
202p

T-20 | Keputusan Keiua KPU | Kepulusan ini diterbitkan
Kabupalten Lampung | Berdasarkan Hasil Rapat
Selatan Momor: | Pleno (Vide Bukti T-27
BO/MHK.03.1-, dan Bukti T-28)
Kpt/1801/KPU-Kab/ :
%2020 Pada Dictum Kedua
Tentang Penel Kﬂqu.lﬂusan ini

dinyatakan:

Pasangan Calon Bupati
Dan Wakil Bupati Pada
Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Kabupaten
Lampung Selatan Tahun
2020
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Tidak Menetapkan Bakal
Pasangan Calon H Hipni,
SE dan Hj. Melin Haryani
Whaya, SE, MM vang
di usung Partai Gerindra
(7 Kursi), Partai Amanat
Nasional (7 Kursi), Partai
Kebiangkitan Bangsa (4
Kursi), sebagaimana

tercantum dalam Berita




Acara Model BAHP-
KWK ' dan Berita Acara
Model BA HP Perbaikan
KWK  karena  tidak
memenuhi syarat
sebagai Calon Bupati
dan  Wakil  Bupati
Kabupaten  Lampung
Selatan Tahun 2020.

Putusan  Mahkamah
Konstitusi . Nomaor,
71/PUU-XIVZ016.

Menyatakan Pasal 7 ayal
(2) huruf g Undang-
Undang Nomor 10 Tahun
2016 Tentang
Fm::bahnn Kedua atas
Undang-Undang Nomaor
1 tahun 2015 tentang
Penelapan Peraturan
Pame intah Penganti
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 Tentang
Familii1m Gubearmur,
Bupati, dan Walikota
menjddi Undang-
Undang. {Lembaran
Negara Rl Thun 2016
Nomor 130, tambahan
lembaran  negara RI
nomaot 5898)
berfentangan dengan
UUD Negara RI tahun
1945  dan fidak
mempuinyai kekuatan
hukum' mengikat.
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31 | T-31 | Putusan Mahkamah | Menyatakan Pasal 7 ayat

Konstitusi Nomor | (2) ' huruf g Undang-
56/PUU-XVIIF2019 Undang Nomor 10 tahun
2016 bertentangan

1 ' dengap UUD Negara Rl
Tahun 1945 dan tidak
mempunyai Kekuatan
J Hukum mengikal secara
bersyaral sepanjang
tidak ~ dimaknai telah
meléwati jangka waktu 5
{lima) tahun setelah
Mantan Terpidana
selesai.menjalani Pidana
Penjara  berdasarkan
Putusan pengadilan yang
telah mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap.

b. KETERANGAN SAKSI ,

1. Menimbang, Bahwa sefain mengajukan bukti-bukli dokumen,
PEMOHON juga mengajukan saksi dan ahli’ yang pada pokok
keterangannya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Saksi dari pemohon atas nama, Jauhari 5H, MH sebagai LO,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi meherangkan pada Tanggal 4 — 6 September
2020 mendafarkan Bakal Fasangdn Calon Bupati dan
Wakil Bupati an Hi. Hipni, SE Melin Haryani Wijaya, MM,

- Bahwa pada Tanggal 4 September 2020 KPU Kabupaten
Lampung Selatan memberikan Berita Acara Pendaftaran
dan menyatakan memenuhi syaral, sehingga saksi
menganggap bahwa dokumen persyaratan calon sudah
lengkap;

- Bahwa pada lar;ggal 12 Saptember 2020 diundang oleh
KPLU untuk mengikuli pleno terkait dengan kelengkapan

75



dokumen yang hi.H'UE dipenuhi sebagai Syarat Bakal Calon
dan hasil pnrbi;lmn diserahkan kembali pada saat
penelitian dokumen Tanggal 14 Suptemhaf 2020,

- Bahwa pada Tanggal 23 September 2020 LO diundang
oleh KPU dinyatakan Pasangan Himel Tidak Memenuhi
Syarat Padahal yang diketashui mulai dari acara
pendaftaran, pelengkapan berkas sampai dengan plenco
berkas kita dinyatakan lengkap sampai dengan akhimya
kita dinyatakan TMS5,

- Bahwa seluruh berkas menjadi haiuurnman Bapaslon
Hipni-Melin menurut KPU, sudah dilengkapi semua
termasuk pengumuman di media Kupas Tunlas pada
Tanggal 7 September 2020 dan tanggal 9 September 2020
tentang penyampaian ke publik. Jadi apa yang menjadi
permintaan dari KPU seluruhnya sudah dipenuhi dengan
baik. :

b. Saksi Budi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya
menarangkan sebagai benkut: '

- Bahwa saksi adalah sebagai LO diundang oleh KPU untuk
menghadiri F"BHBI“;lpilﬂ Bakal Calon bukan sebagai peserta
rapal pleno;

. Bahwa saksi mengatakan penjelasan sudah cukup terwakili
oleh saksi pertaria yaitu saudara Jauhari SH, MH dan tidak
mau menambahkan lagi

c. Saksi Ahli Dr. Budiono, SH.MH dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa ahli sebagai Ahli  Hukum Tata Megara
menerangkan bahwa Hak Konstitusional ialah salah satu
nafas dari pada Undang-Undang Dasar 1945;

. Bahwa Hak Asasi Manusia termasuk didalamnya hak
untuk dipilih dan memilih telah ditegaskan di dalam Pasal
27 ayat 5 bahwa segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan fu dengan
tidak ada kecualinya.
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- Bahwa berkaitan dengan pilkada, dalam proses Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerdh hak untuk dipilih
sebagai warga rhé:gam bersamaan kedudukannya dalam
pemerintahan;

- Bahwa Hak Asasi Manusia setiap w:nlga negara yaitu hak
untuk dipilih dan memilih sebagaimana ditegaskan oleh
Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tanggung jawab
negara untuk melakukan pemenuhan penghormatan dan
perindungan, termasuk di dalamnya pehyelenggara pemilu
yaitu KPU dan Bawaslu,

_ bahwa Pulusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-
XVII2018 telah tegas menyatakan bahwa syarat menjadi
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
tidak pemah terpidana (penjara) berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan telah melewali jangka waktu 5 (lima) tahun setelah
mantan terpidana selesai menpjalani pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan vnng]ul&h mempunyai
kekuatan hukum telap. Maksud dari Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/PUL-XVIV2019 adalah bahwa Syarat
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala yang terpidana
berdasarkan kekuatan hukum tetap dapat menjadi calon
apabila telah melewati atau selesai menjalani pidana
penjara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Jadi jelas yang
dimaksud dengan ferpidana dalam putusan tersebut adalah
sesaarang yang menjalani pidana atau hukuman penjara.

. Bahwa kata “pidana penjara” dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor SB/PUU-XVII/2019 telah tegas dan jelas
sehingga tidak diperiukan adanya pertafsiran lain. Tegas
dan jelas bahwa yang dimaksud adalah dihukum atau
dipidana penjara bukan hukuman a’mlu' pidana yang lain

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-
XVI2010 telah memberikan kepastian dan jaminan hak
asasi warga Negara untuk dipilih dan memilih dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal inl kepala
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daerah (UUD 1845 Pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan
kedudukan semua warga Negara terhadap hukum dan
pemerintahan). 4

Bahwa Pasal 4 ‘ayat (1) huruf f sangat bertentangan
dengan pulusan'MK, Kewenangan untuk menafsirkan
undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi. Fungsi dari
mahkamah konstitusi adalah menjaga hak asasi manusia.
Sehingga Peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan
Putusan MK, jika bertentangan maka tidak mengikal
secara utuh;

Bahwa pencalonan seseorang dalam pilkada jika sudah
memenuhi syaral dan dinyatakan lengkap. Tidak ada satu
alasan pun untuk mencabut hak politik seseorang,

Bahwa tugas pm';'ni&nggam negara av.:lahh memaslikan
setiap wakil negara tidak kehilangan hak pilih dan dipilih;
Bahwa prinsip kehati hatian di dalam mengambil sebuah
keputusan yang menyangkut hak sesorang itu harus, di
ambil keputusan secara komprensif yarig di dasarkan kuat
sahingga ketika mengambil  keputusan itu bisa
memperkecil konflik sengketa sehingya tidak ada salah
dan tidak ada larangan bahkan lebih baik jika ada ahli,
bahwa Terkait Peraturan KPU (PKPU) tentang syarat
pencalonan bakal ‘calon menjadi calon Bupati dan Wakil
Bupati “tidak boleh bertentangan L';E-l'l-gﬂlﬂ Keputusan
Mahkamah Konstitusi, secara teori jika bertentangan maka
tidak mengikat secara hukum.

d. Ahli Dr. Eddy Rifai, SH. MH dibawah sumpah yang pada
pokoknya menerangkan sebagai benkut

. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2020 huruf (f)
"mengatur tentang calon fidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang herkekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,, kecuali
terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian auat
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perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam
hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai
pandangan polilik yang berbeda depgan rezim yang
sedang berkuasa”

Bahwa  di dalam PKPU a quo Jidak menjelaskan
mengenai diperbolehkan bagi terpidana yang telah
menjalani hukuman setelah 5 tahun. '

Bahwa PKPU adalah peraturan teknis yang dibuat oleh
KPU berdasar pada Undang-Undang, yang berlaku incasu
Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pgmerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubemur, Bupati, Dan Walikota Menfadi Undang-Undang
Pasal 7 ayat 2 huruf {g)

Bahwa Pasal 7 ayat 2 huruf (g) tersebut telah diuji di
Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor S68/PUU-XVI1/2019 dan telah dinyatakan
Pasal a quo konstitusional bersyarat

Bahwa PKPU sebagal aturan TEKMIS tidak boleh
bertentangan dengan Undang-undang vang mengatumya
karena sumber hukum yang 'ta-rtiﬂgﬁi' adalah Undang-
Undang dan kedudukan PKPU adalah jauh di bawah
Undang-Undang maka dalam hal ini KPU  harus patuh
dan tunduk pada dasar hukum yaitu Putusan Mahkamah
Konstitusi incasu Undang-Undang a quo

Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor. S8PUU-XVI1/2019 yailu “glah melewati jangka
waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai
menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara
jujur atau terbuka mengumumkan munlganai lalar belakang
jati dirinya sebagai mantan terpidana” maka dihubungkan
dengan amar putusan Pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap incasu Putusan Pedgadilan Tinggi Tanjung
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Karang Nomor 122/Pidf2014/PT.Tik. Maka sebagaimana
petitum poin 3 dan poin 4, khususnya petitum Poin 4
Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor
122/Pdf2014/PT .ijh dimana majelis hakim memerintahkan
“Menetapkan bahwa hukuman itu tidak peru dijalani
kecuali kalau dikemudian harl ada perintah lain dalam
putusan Hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa
percobaan 18 (delapan belas) bulan telah melakukan
perbuatan yang dapat dﬂwhmfl'. maka dengan artian
putusan berkekuatan hukum fletap tersebut tidak ada
perintah atau yang memerintahkan bahwa terhadap
Terpidana (Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti
HARYANTO) tidak perlu menjalani hukuman Pidana
Penjara, sehingga bila mengacu pada syaral sebagaimana
ketentuan Undang-udang incasu Putusan MK yaitu "telah
melewati jangka waktu 5 (lima) tahyn setelah mantan
terpidana selesai' menjalani pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum” maka yang dimaksud 5 (kma) tahun sebagaimana
undang-undang adalah & tahun setelah terpidana
menjalani pldafu; penjara berdasar putusan pengadilan,
artinya berlaku 'terhadap terpidana yang dihukum pidana
penjara badan (dilembaga pamlra's-{.rarahaian} namun
apabila terpidana ftidak diperintabjan dihukum pidana
penjara badan secara mutatis mutandis maka jangka wakiu
5 tahun adalah setelah Putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa secara filosofis bahwa sualu pitiana percobaan ilu
bukan ditujukan untuk memidanakan pelaku penjara tapi
lebih mencegah orang melakukan .mdann jadi dalam
bahasanya nrnng.nmlnhman resosialisasi. Oleh karena itu,
tujuan dari penjatuhan sanksi, bukan karena orang tersebut
telah melakukan kejahatan, mnlnjnhan supaya orang
jangan melakukan kejahatan, sehingga hukuman bersyarat
ini dikanal dengan.nama pidana pﬂmnﬁam.
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Bahwa bagi pelaku tindak pidana percobaan sepanjang
ada larangan bahwa orang yang dijatuhkan pidana itu tidak
boleh mengikuti pemilukada maka dalam hal ini orang
tersebut di larang letapi apabila tidak diatur maka orang
tersebut tidak dilarang mengikuti pemilukada;

Bahwa jelas dalarl:c Pasal 10 KUHP sudah diatur pidana
mati, pidana seumur hidup, pidana pnni;m, pidana denda,
pidana seumur hidup;

Bahwa Pidana penjara dalam bﬂh;alm buku-buku
ditafsirkan, pidana penjara adalah suatu perampasan
kemerdekaan dimana pelaku berada didalam lembaga
permasyarakatan, i .

Bahwa sudah jelas didalam putusan tentang menjalani
pidana penjara maka ketentuan itu berlaku bagi orang
dalam penjara sedhngkan bagi orang yang tidak menjalani
pidana panjara maka tidak berlaku; F

Bahwa bagi yang menjalani pidana penjara, maka yang
demikian disebut keluarga binaan atau yang dibina, Maka
setelah  menjalani proses pembinaan di  lembaga
pemasyarakatan menjadi orang yang baik Kembali,

Bahwa secara teori kealpaan it adalah suatu perbuatan
yang dilakukan tidak hati-hati;

Bahwa mengenal 'adanya narapidana, secara jelas telah
disabutkan bahwa mantan narapidana adalah orang yang
sudah menjalani pidana didalam lembaga
permasyarakatan Jadi apabila tidak permah menjalani
pidana didalam lembaga permasyarakatan maka bukan
manian narapidana,

Bahwa didalam 14C KUHP dinyatakan bahwa pidana
percobaan itu hdak boleh mengalami kehilangan hak
agama dan berpolitik '

Bahwa ahli berkesimpulan yaitu (1) pidana yang telah
dijatubkan terhadap Hj. MELIN HARYANI WIIAYA, M.M.
Binti HARYANTO berdasarkan Pulusan a quo adalah
pidana percobaan dan bukan pidana penjara. (2) pidana
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penjara adalah suatu pidana -tqlerupu pembatasan
kebebasan bergerak, dari sorang terpidana yang dilakukan
dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga
pemasyarakatan, ' sedangkan Hj. !'u'iELIH HARYANI
WLJAYA, MM. Binti HARYANTO tidak pernah berada di
dalam lembaga peamsyarakatan untuk menjalani pidana
penjara, (3) penghitungan wakiu inkracht adalah sejak
putusan a quo dijatuhkan, yaitu tanggal 25 Februari 2015.
2. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen,
TERMOHON juga mengajukan Ahli «yang pada pokok
keterangannya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Ahli Termohon Dr 'Bambang Hartono, SH.MH dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan setiagai berikut;

- Untuk hukuman masa percobaan, pihak yang berwenang
memberikan Surat Keterangan kepada pihak yang dijatuhi
hukuman tersebut adalah jaksa sécara kelembagaan,
bukan jaksa penuntut umum;

- Babwa Pidana Percobaan adalah syaral menjalani pidana
penjara sebagaimana dimaksud dalam Fasal 14a Ayat (1)
KUHF  yang menyatakan "bahwit apabila  hakim
menjaluhkan pidana paling lama salu jahun atau pidana
kurungan, tidak lermasuk pidana kurungan pengganti maka
dalam putusann{.'a hakim dapat memerintahkan pula
pidana tidak peric dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada
putusan hakim yang menentukan fain, Iﬂ-isd:&hl:an karena
terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa
percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebul diatas
habis, atau karena terpidana selama masa percobaaan
tidak memenuhi syaral khusus yang mungkin ditentukan
lain dalam pa-nnlar'x itu; :

- Bahwa Pleger memiliki ancaman pidana yang berbeda-
beda. Pleger adalah orang yang melakukan. Sedangkan
mepleger adalah orang vyang fturul  melakukan
sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.
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- Bahwa bagi orang yang turut serta juga bisa mendapatkan

pidana penjara lebih berat. Misainya seperti dalam Pasal
365 Pasal 4 KUHP bahwa pelaku dapat diancam dengan
pidana mati atau seumur hidup, jika perbuatan tersebut
mengakibatkan luka beral atau kematian dan dilakukan
oheh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam Pasal
itu hukumannya lebih berat, hanya saja didalam sistem
pemidanaan yang dianul dilndonesia kita menganut sistim
pemidanaan alternative, dalam arti bila suatu tindak
pidana, hakim hanya boleh memilih salah satu saja.;
Bahwa yang di‘lﬂlﬂkﬁﬂj Pasal percobaan dalam pidana,
adalah pidana penjara. Hal itu diatur dalam Pasal 10 KUHP
tentang pokok pidana dan pidana tambahan;

Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 10 KUHP ada dua
jenis pidana yaitu pidana pokok dap pidana tambahan.
Pidana Pokok adalah pidana mati, gidana penjara, pidana
kurungan, pidana denda dan pi:lhna tutupan. Pidana
percobaan masuk kategori sebagai pidana penjara,

Bahwa yang dlmnl::aud dalam pidana penjara Hakim dapat
menjatuhkan sanksi pidana penjara hanya saja yang
bersangkutan fidak perlu menjalaril pidana didalam
penjara; -

Bahwa orang yang dijatuhi pidana penjara percobaan tidak
harus menjalani pidana didalam pan}.mi; pidana penjara itu
bukan tempat melainkan nama jenis pidana;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Momor 12 Tahun
1805 lembaga perpenjaraan dirubah menjadi Lembaga
permasyarakatan, | :

Bahwa mengacu ke Pasal 270 KUMAP terkail dengan
pelaksanaan putusan atau senng disebid eksekusi bahwa
pulusan yang mampunyai J-:alr.us.tlan hukum  yang
didasarkan oleh jaksa. putusan yang telah inkrah yang
disebut ingkrah disini tidak ada upaya hukum lagi;

Bahwa lex generalis dan lex specialis lengkapnya Lex
gpacialis derogat ' legi genarali adala‘nh asas penafsiran
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hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat
khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang
bersifat umum {lex generalis). Apabila ada ketentuan
peraturan yang bersifat lex spesialie yang menyatakan
bahwa seseorang akan dijatuhi pinla;'la tertentu misalnya 5
tahun tidak boleh maka beraku 'ayurat peraturan ini.
Apabila tidak boleh di dalam 5 tahun lebih dilihat dari kapan
terakhir menjalani pidananya. Dan w@pabila seseorang
dijatuhi hukuman Pidana 5 Bulan dengan masa percobaan
1 tahun maka yang dihitung adalah 1 tahun karena orang
tersebut tidak boleh melakukan pidana sampai habis masa
percobaan, Jadi begitu berakhimya itu disatu tahunnya,
bukan 5 bulan. Surat yang dibutuhkan itu dari kejaksaan
sebagal eksekutor, '

Bahwa penjara ity sanksi, pidana perbobaan juga sanksi,
Jadi pidana penjara itu bentuk sanksi yang diatur dalam
Pasal 10 KUHP vyang jika tidak ada syarat untuk
melaksanakannya maka dia menjalaninya di lembaga
permasyarakatan, bukan di penjara.

Bahwa orang yang berada di dalam Lembaga
Pemasyarakatan maka disebut warga binaan. Kemudian
yang ke 2 masa percobaan adalah rentang waktu yang
disyaratkan oleh hakim untuk rl'lﬂﬂjﬂh!lt] pidana penjaranya;
Bahwa terkait hak’ politik mantan terpidana maka itu yang
mengatur spesialis di bidang politik itu. |adi jika ada aturan
melarang maka ketentuan khusus itu yang beraku;

Bahwa seliap orang yang membuat &tau menggunakan
sural palsu mal:a.dtkﬂnakm Pasal 263 dikhususkan untuk
pengguna yaitu Pasal 1, dan lindak pidana ini dalam KUHP
disebut indak kejahatan serta dalam teori Hukum Pidana
dikelompokkan dengan jenis pidana r;tf{:'ngan kesengajaan;
Bahwa narapidana itu adalah seseorang yang terbukti
bersalah dan di jatuhi pidana. Setelah ‘menjadi terpidana
inkrah maka di eksekusi untuk menjalani pidana itu di
lembaga pemasyarakatan nah itulah telrpil:lann;
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Bahwa tentang Pasal hukum percobaan masuk di Pasal 10
KUHP dibagi 2 bagian, 1 di dalam Japas, 1 diluar lapas
cara menghitunghya sama setelah menjalani hukuman
percobaan; '

Bahwa ditafsirkan dengan bahasa melaksanakan peraturan
itu beda, kalau melaksanakan undang-undang menyatakan
memenuhi syaral atau fidak memenuhi syaral. Ketentuan
memenuhi syarat atau tidak ditentukan dalam aturan bukan
tafsir maka kalau didasarkan pada Pasal 4 PKPLU maka itu
pedoman atau rujukan ada beberapa istilah tapi makna nya
sama. Tapl tidak boleh dengan paksa ditafsirkan.

b. Ahli Dr. Nanang Twm, M. 5i dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikul:

Bahwa ketika KPU Kabupaten/Kola ragu dalam mengambil
suatu keputusan atau bimbang dengan aturan, maka
diperbolehkan barkonsultasi dengan KPLU Provinsi atau
langsung ke KPU Ri: '

Bahwa KPU n'rmnlﬂiki kewenangan untuk mengkorfirmasi ke
calon, perbaikan berkas syaral :pﬂrrc.amnnn sasual
prosadur yang dijalankan :

Bahwa KPU juga berwenang memberikan saran yang
terbaik bagi peserta apabila seandainya tidak memenuhi
syaral. Kewajiban KPU untuk melaksanakan sosialisasi
persyaratan-persyaratan, |

Bahwa Jika Pilkada itu dilaksanakan di Kabupaten/Kola
maka yang  bertanggungjawab  adalah  KPU
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan’ KPU Rl sehagai
Regulator. Apabila dilaksanakan disdeluruh provinsi maka
yany I:erl.anggunq:'l jawab adalah KPL Provinsi dan KPU R
itu jenjangnya untuk pertanggung jawaban

Apabila KPU Kabupaten akan mengamibil keputusan, harus
berkonsultasi dengan KPU Provinsi dan KPU R,

Bahwa KPLU Rl sebagai regulator artinya bisa menafsirkan
undang-undang menjadi pasal-pasal dalam PKPU yang
dikonsultasikan melalui Komisi 2 DPR RI dan Pemerintah
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- Bahwa KPU Kabupaten Larn-|:|unE.| Selatan terkait
pertimbangan terhadap Peraturan KPU MNomor 9 Tahun
2020 Pasal 4 ayat 1 huruf f kemudian Pasal 4 ayat 2a dan
ayal 2d dan Penetapan Calon Bupati:Dan Wakil Bupati
Lampung Selatan ‘tetap merujuk kepada, putusan MA,

- Bahwa dalam fatwa MA dijelaskan apa yang disebut
terpidana yang tercantum di PKPU,, adalah ofang yang
dijatuhi oleh majelis hakim baik' dia itu dirampas
kebebasannya melalui penjara atau tidak melakukan
penjara itu disebut terpidana,

‘ - Bahwa pruf&mmnhnm KPU Kabupaten Lampm'lg Selatan
ukurannya undang-undang yaitu tunduk pada semua
aturan hukum atau fakta yang dikeluarkan berkitan dengan
pilkada, sementara dalam pelaksanaan tahapan KPU wajib
harus hati-hati,

- Selama mengikuti jawaban KPU RI putusan pleno KPU
Lampung Selatan itu sudah benar, '

- Bahwa pada saat verifikasi penyerihan berkas ketika
ditemukan adanya berkas pasangan calon yang belum
lengkap maka KPU berkewajiban untuk menyerahkan atau
memberitahukan ke LO nya supaya dilengkapi:

- Bahwa yang dimaksud kolom centrang mantan terpidana
yang diancam belum pidana penjara 5§ tahun atau lebih
yang telah melawati jangka waktu 5 tahun, selama unsur
pidana bukan mantan narapidana saja, letapi mantan
terpidana dan mantan nara pidana juga,

- Bahwa KPU tidak boleh melakukan lindakan untuk
memberikan, menerima atau menyerallkan berkas syarat
pencalonan diluac jadwal yang telah ditentukan dan apabila
itu dilakukan maka KPLU melanggar. '

D. KESIMPULAN PEMOHON .

Menimbang bahwa setelah PEMOHON mengikuti seluruh proses

musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo,

PEMOHON menyampaikan kesimpulan pada tanggal 2 Oklober 2020,

guna menjadi bahan pertimbangan dan pengual keyakinan Majelis

BG



]

Musyawarahdalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana

diuraikan di bawah ini ‘

1. Bahwa Kesimpulan PEMOHON ini merupakan satu kesatuan dan
bagian yang fidak terpisahkan dengan Kelerangan dan/alau
Tanggapan, Kelerangan Saksi, Ahli, dan Alat Bukti Surat yang telah
PEMOHON ajukan dalam persidangan:

2. Bahwa Permohon menoclak' seluruh dalil atau Ialnsan-mnnm yang
dikemukakan oleh TERMOHON dalam Jawaban TERMOHOMan,
Keterangan Saksi dan Bukli Surat, kecuali terhadap apa yang diakui
dan dibenarkan oleh Permohon;

d. Bahwa TERMOHON telah salah dan keliu dalam membuat
Keputusan TERMOHON  Nomor : 60/MK. 03 1-Kpt/1801/KPU-
Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2020 dan Berita Acara Nomor : BO/PL.O2 3-
BAOJ/KPU- Kab/IX/2020 Tentang Bakal Calon Bupati dan Waikil
Bupati yang Memenuhi Syarat dan fidak Memenuhi Syarat
Berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Serta Berita
Acara Nomor : 61/P| 02 3-BAIIKPU-Kab/X/2020 tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupali Pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2020. Bahwa keberatan PEMOHON dimaksud terkait angka
kedua Keputusan TERMOHON yang mﬂn'fl;.nkun bahwa, “Tidak
Menetapkan Bakal Pasangan Calon HHipni, SE dan Hj. Melin

. Haryani Wijaya, SE MM yang diusung Partai Gerindra (7 kursi),
Partai Amanal Nasional (7 kursi), Partal Kebangkitan Bangsa (4
kursi), karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Bupati
Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020,
Sebagaimana keterangan yang di berikan Saksi atas nama Jauhari
dan Saksi Budi bahwa persyaratan yang diminta oleh TERMOHON
sudah dipenuhi dan para saksi menunjukkan Dokumen Model BB 1-
KWK Suat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati Lampung Selatan
yang di tanda tangani oleh Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E MM,
Tanggal 1 September 2020 yang serahkan kepada TERMOHON
pada Tanggal 4 September 2020, bahwa PEMOHON telah mengisi
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Formulir  Khusus Pemnyataan. Bahwa Kelengkapan Berkas
PEMOHON dinyatakan lengkap Tanggal 4 September 2020 (Mode!
TT.1 KWK dan dan Lampiran Model TT.1-KWK) dan Berkas
Pendaftaran PEMOHON d.lnfamkm Lengkap dafi Memenuhi Syarat
Tanggal 4 Seplember 2020 (Berita Acara Pendaftaran) bahwa
TERMOHON Tanggal 23 September 2020 menetapkan persyaratan
yang diminta oleh TERMOHON dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
berdasarkan Model BA HP, Perbaikan-KWK Berita Acara Penelitian
Perbaikan Persyaratan Calon atas nama Bakal Calon Bupati H. Hipni
dan Bakal Calon Wakil Bq;aii Hj. Melin Haryani Wijaya, SE., M.M.
(Vide Bukti P-19) .
4.Bahwa TERMOHON telah keliru dalam' menjadikan dasar
TERMOHON Menyatakan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat
 (TMS) sebagal Calon Bupall' Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2020 adalah karena berdasarkan hasil penelitian
lerhadap Dokumnen Persyaratan Calon Bakal Pasangan Calon Wakil
Bupati atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S E . MM ditemukan
dokumen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah
mantan lerpidana yang dijatubhi Hukuman Percobaan berdasarkan
Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor
122/Pid/2014/PT Tjk Tangpal 25 Februari 2015. Bahwa noma yang
digunakan TERMOHON adalah Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto Pasal
4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, *
Bahwa PEMOHON dalam hal inl Mantan Terpidana vang dijatuhi
Hukuman Percobaan tidak termasuk yang dimaksud dalam norma
Fasal 4 ayat (1) hunst f juncto Pasal 4 ayal 12a) Peraturan KPU
Nomor @ Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat alas peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati,
danfatau Walikota dan Wakil Walikota. Sebagaim'ina keterangan Ahli
Hukum Pidana Dr. Eddy Rifai SH., MH Pidana Percobaan diatur
dalam Pasal 14a-14c KUHP, dimana terhadap orang-orang yang
melakukan perbuatannya bersalah dalam suatu peradilan dibawah 1
tahun adalah Pidana Percobaan, suatu pidana yang dilakukan Tindak
pidana tersebut dalam Putusan Hakim, pidana ‘i’ru tidak dijalankan
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sampal waklu tedentu, dalam syaral-syarat 'ti-dak dipenuhi maka
pidana akan di tambahi lagi. Percobaan suatu waming., dalam
gsejarah Pasal 14 a- 14 ¢ s;'raipun dari Pasal 14 KUHF mengatur
tentang Pidana Penjara, Pasal 14 a - 14 c suatu Perampasan
Percobaan, Terpidana harus mematuhi Parcobdan tersebut. (Vide
Bukti P-4) Bahwa Termdhon Telah Keliru dan salah dalam
Menerapkan Norma Pasal 4 ayat (1) huruf [ junclto Pasal 4 ayat (2a)
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2020, Bahwa Ha’éénhmn yang diatur
dalam Norma Pasal 4 ayat (1) huruf { juncib Pasal 4 ayat (2a)
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2020 DIPERUNTUKKAN BAGI
MANTAN TERPIDANA ‘I’A'l'tﬁ MELAKUKAN TINDAK PIDANA
YANG DI ANCAM DENGAN PIDANA F'EH.:.IAHAL-E (LIMA) TAHUN
ATAU LEBIH dan MENJALANKAN PIDANANYA DALAM
PENJARA.
Bahwa keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. Eddy Rifai S.H., M.H.
yang dimaksud MENJALANKAN PIDANANYA DALAM PENJARA
adalah seorang yang dimasukkan  kedalam  Lembaga
Pemasyarakatan untuk menjalankan hukuman sebagaimana dalam
Pasal 14 KUHP, sedangkan Pasal 10 KUHP, me:ha makna dipidana
adalah orang yang dijatuhi Pidana terdiri atas: .
a. Pidana Pokok: ,

1. Pidana Mati, i

2. Pidana Penjara;

3. Pidana Kurungan, .

4. Pidana Denda; :

5. Pidana Tutupan ’
b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak-Hak Terlentu;

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu, -

3. Pengumuman Putusan Hakim
Rahwa menurut Ahli Hukum Pidana Dr. Eddy Rifai S H., M H Pasal
14C ayat (3) KUHP juga MEMPERTEGAS BAHWA PIDANA
PERCOBAAN TIDAK BOLEH MENGURANG! KEMERDEKAAN
BERAGAMA ATAL KEMERDEKAAN BERPOLITIK TERPIDANA
Bahwa terhadap seseorang yang melakukar Tindak Pidana dan
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memiliki kesalahan dapat dikenakan Sanksi Pidaria. Adapun bentuk

sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, sedangkan penjatuhan

Pidananya berbeda-beda sesua dengan berat dan ringannya

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Di samping itu seseorang yang melakukan perbuatan Pidana dapat

dikenai Pidana Tambahan berupa:

pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman Futusan Hakim,

a. Pencabutan hak-hak tertefitu;

b. Perampasan barang-barang tertentu; :

c. Pengumuman Putusan Hakim Pencabutan hak diatur dalam Pasal
38. '

Dalam Pasal 14c .

(1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika
dijatuhkan Pidana Denda, selain menetapkan syaral umum
bahwa Terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana, Hakim
dapat menetapkan syarat khusus bahwa Terpidana Tindak
Pidana, Hakim dapat & menerapkan syaral: khusus bahwa
Terpidana dalam waktu terlentu, yang lebith pendek daripada
masa Percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian
kerugian yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana tadi

(2) Apabila Hakim menjatuhikan Pidana Penjara lebih dari Tiga Bulan
atau Pidana Kurungan atas salah satu pelangoaran berdasarkan
Fasal-Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan
syarat-syaral khusus lajnnya mengenai Hr'ngkah laku Terpidana
yang harus dipenuhi selama Masa Percobaan atau selama
sebagian dari Masa Percobaan: -

(3) SYARAT-SYARAT TERSEBUT DI ATAS TIDAK BOLEH
MENGURANGI KEMERDEKAAN BERAGAMA  ATAU
KEMERDEKAAN BERPOLITIK TERPIDANA.

. Bahwa TERMOHON menjadikan Dasar Keputusan TERMOHON

yang menyatakan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah

oleh karena PEMOHON Bakal Pasangan calon Wakil Bupati atas

Nama Hj. Melin Haryani Wijaya, SE., MM pemah dijatuhi Pidana

Percobaan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Nomor: 122/Pid/2014/PT Tjk Tanggal 18 Febniari 2015 dengan
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Amar Putusan; Menyatakan Tm‘dnkwu Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E.,
MM binti Haryanto Telah'terbukli secara sah dan menyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut serta’ menggunakan surat
palsu atau yang dipalsukan secara berlanjut” menjatuhkan Pidana
kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan bahwa hukuman itu tidak periu dijalani kecuali kalau
dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena
terpidana sebelum lewat Masa Percobaan 18 Ed_alﬂ::an belas) bulan
telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa keterangan Ahii Hukum Pidana Dr. Eddy Rifai SH. MH
lentang penghitungan jangka waktu selesai menjalani Pidana Penjara
adalah sebagaimana dalam frasa “telah melewati jangka waktu §
(ima) tahun setelah Mantan Terpidana selesal menjalani Pidana
Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yunﬁ telah mempunyai
Kekuatan Hukum® maka yang dimaksud 5 (lima) tahun sebagaimana
Undang-Undang adalah 5 tahun setelah Terpidana menjalani Pidana
Penjara Berdasar Putusan Pengadilan, artinya berlaku terhadap
Terpidana yang dihukum Pidana Penjara Badan (di lembaga
pemasyarakatan) namun apabila Terpidana tidak diperintahkan
dihukum Pidana Penjara Badan secara mutatis mutandis maka
jangka waktu 5 tahun adalah setelah Putusan Perkekuatan Hukum
tetap. Sehingga PEMOHON telah melewati jangka waktu 5 (lima)
tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani  Pidana,
PEMOHON ditetapkan 25 Februari 2015 dan selesai 5 (lima)
tahunnya di 25 Februari 2020, (Vide Bukti P-4),

Bahwa PEMOHON sebagai Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas
Nama Hj. Melin Haryani Wiaya, SE, MM fang telah selesai
menjalani pidana percobaan tidak di dalam penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum telap
menurut PEMOHON dapat dikategorikan tunduk terhadap ketentuan
norma Pasal 4 ayat (1) huruf 1 1 dan Pasal 4 huruf g jo Pasal 4 ayal
{2b) Peraturan KPU nomor: 8 Tahun 2020 telah melaksanaknnya.
(Vide Bukii P-5); '

Bahwa TERMOHON telah keliru menerapkan norma Pasal 4 ayat
{2a) yang menyalakan teiap melewati jangka waktu 5 (lima) tahun
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setelah selesai MENJALANI PIDANA PENJARA diperjelas lagi dalam
lampiran Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2020 tentang surat
pemyataan Bakal Calon ynr;gn tertuang dalam formulir Model BB 1-
KWK yaitu sural pernyataan bakal 'calon, GubernurWakil
Gubermur/BupatiWakil BupatiVWalikotaWakil Walikota. Sehingga
tidak ada lagi persyaatan yang harus dipenuhi oleh PEMOHON
dalam hal ini pada kolam ke 4 dinyatakan bahwa “mantan terpidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah
melewali jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana
selesai  menjalani PIDANA PENJARA berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempynyai kekuatan hukuin tetap:;

. Bahwa TERMOHON tidak melihat Putusan MK Nomor: 71/ PUU-
XIV/2018 menjamin hak Kontitusional Warga Negara yang pemah
menjadi terpidana untuk Mencalonkan diri atau Dicalonkan sebagal
Kepala Daerah dengan syarat syarat tertentu diantaranya adalah bagi
mantan lerpidana telah secara terbuka dan jullur mengamukakan
kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. (Vide
Bukti P-4, Bukti P-5, Bukli P-14, Bukti P-17); ',

Bahwa berpijak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-
XIV/2016 sanga! jelas bahwa Keputusan Ketua KPU Kabupaten
Lampung Selatan yang meﬁgammnn alasan TERMOHON tidak
memenuhi syaral sebagai Calon Kepala Daerah pada Pilkada
Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 karena tidak memenuhi
unsur tidak pemah sebagai lerpidana  berdasarkan putusan
pengadilan yang lelah berkekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana pedjara 5 (lima) tahun
atau lebih tidak adalah KELIRL dan melawan hitkum.

. Bahwa Keterangan Ahii TE;m Negara Dr. Budivono, S H.., M Hum
menyatakan bahwa sudah a’da Putusan Mahkamah Kostitusi Momor
56/PUL-XVII2019 lelah tegas meyatakan bahwa syarat mejadi calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah tidak permah tempidana
(penjara) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan telah melewati janka waktu 5 (lima) tahun
setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
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10.

hukum tetap. Maksud dari putusan Mahkamah "konstitusi Nomor
S6/PUU-XVIN2019 adalah bahwa syarat calon kepala daerah dan
wakil kepala yang terpidana berdasarkan kekuatan hukum tetap
dapat mejadi calon apabila telah melewati atau. selesai menjalani
pidana penjara dalam janka waktu 5 (lima) tahun Jadi jelas yang
dimaksud dengan terpidana dalam putusan tersebul adalah
seseorang menjalani pidana atau hukuman penjdra (Vide Bukti P- 15)
kata “pidana penjara” dalam putusan Mahkamah Kostitusi Nomor
S6/PUU-XVII/2019 telah teggs dan jelas tidak perlu ada penafsiran
lain. Tegas dan jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang dihukum
atau dipidana penjara bukan hukuman atau pidana yang lain:
Putusan Mahkamah Kostitusi Momor S8/PUU-XVII2019  telah
memberikan kepastian dan'}nminm hak asasi warga negara untuk
dipilih dan milih dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini
pemilihan kepala daerah. (UUD 1045 Pasal 27 ayat 1 mengenai
persamaan kedudukan semua warga negara 'lmhndap hukum dan
pemerintahan). : '

Sehingga Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor S6/PULLXVINZ019
telah tegas dan jelas bahwa secrang tidak kehilangan hak nya untuk
dipilih yang merupakan hak asasi warga negara, hak asasi warga
negara dalam hal inl hak untuk dipilih hanya bisa cabut oleh
pengadilan.

Hahwa keterangan Ahli Tata Negara Dr. Budiyono, SH., M Hum
Tentang Pasal 7 ayat (2) huruf g Pasal 7 ayal (2) huruf g Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perupahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubermur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang seorang di Pidana dengan Acaman 5 Tahun Pasal ini
dilakukan pengujian oleh warga negara indonesia yang kehilangan
Hak Konstitusi, telah di uji dalam Putusan Mahkamah Konstiusi
Nomor 71/PUU-XIV/2016 dikabulkan oleh ‘MI{. Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016, Hilang Hak Kosnlitusi, dalam Putusan MK
menjadi tidak mengikat artinya sepanjang dimaknai telah menjalani
Pidana Penjara artinya bersifat umum di perteqas Putusan MK,
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11.

dipertegas dipidana Penjara adalah unluk memberikan kepastian, jika

melihat kalimat dialas masih umum dan Pidana Penjara Khusus.

(Vide Bukti P-14); -

Bahwa keikutsertaan Warga Negara Indonesia untuk maju dalam

Kontestasi Politik adalah Sah dan dijamin oleh Undang-Undang bagi

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat. Bahwa dalam

konsep Negara Demokrasi, Hak Memilih dan Dipifih merupakan Hak

Konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberi kesempatan

yang sama dalam Hukum dan Pemerintahan sebagaimana diatur

dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D Undang-Udang Dasar 45,

Bahwa Keterangan Ahli Tata Negara Dr. Budiyono, S H., M.Hum,

menyatakan bahwa Terkail Peraturan KPU tentang Syarat

Pencalonan Bakal Calon menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati

“lidak boleh Peraturan KPU {f'l-t‘.PLl} bertentangan’ dengan Keputusan

Mahkamah Konstitusi, secara teori jika bertentangan tidak mengikal

secara hukum®. Sehingga berdasarkan Keterangan Ahli, Peraturan

KPU yang manjadikan dasar bagi TERMOHON menetapkan

PEMOHON tidak memenuhi syaral sebagai Calon, PKPU tersebut

lidak mengikat secara hukum, PKPU yang dimaksud antara lain

(Vide Bukti Bukti P-6, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P11,

Bukti P-12): .

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilhan Umum Nomdr 8 Tahun 2015 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan \Wakil
Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Fasal 4 Ayal (1) menyatakan: "Warga Megara Indonesia dapat

menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubemur Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan persyaratan®

antara lain sebagai berikut: '

f. Tidak pemah sebagai Terpidana Bergasarkan Putusan
Pengadilan yang telah ‘'memperoleh Kekuatan Hukum Tetap,
Terpidana karena Kealpaan Ringan (culpa' levis), Terpidana
karena Alasan Politik, terpidana yang tidak menjalani Pidana
dalam Penjara Wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan
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kepada Publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani
Pidana tidak di dalam Penjara;
f1.Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa

Pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syaral
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan
bukan sebagai pelaku kejahatan yang beruang, kecuali bagi
Mantan Terpidana yang'ielah selesai menjalani masa Pidananya
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum Jadwal Pendaftaran;

f2. Bukan Mantan Terpidana Bandar Narkoba atau Mantan Terpidana
Kejahatan Seksual Terhadap Anak. ey

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2017 Tentang Pm!:nlnnan pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubernur, Bupali dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota. Pasal 4 Ayat (1) menyatakan: “Warga Negara Indonesia

dapat menjadi Calon Gubermur dan Wakil Gibemnur, Bupali dan

Wakili Bupati, dan/atau ' Walikota dan Wakil Walikota dengan

memenuhi persyaratan” antara lain sebagai berikut:

f Tidak pemah sebagal Terpidana betdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap,
Terpidana karena Kealpaan Ringan (culpa levis), Terpidana
karena alasan Politik, terpidana yang tidak menjalani Pidana
dalam Penjara waljib secara terbuka :iun pulgur meangemukalkan
kepada Publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani
Pidana tidak di dalam Penjara

9. Bagi Mantan Terpidana yang telah lﬂiﬂ'j.a-l menjalani masa
Pemidanaannya, secara kumulalif, wajib memenuhi syarat
secara lerbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan
bukan sebagal pelaku kejahatan yang b-e‘rulang. kecuall bagi
Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pandaftaran;”

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati,
danfatau Walikota dan Wakil Walikota
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Pasal 4 Ayat (1) menyatakan “Warga Negara .Indonesia dapat
menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, ‘Bupali dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikolta dengan memenuhi
persyaratan” antara lain sebagal berikut:
f. Tidak pemah mbaglal Terpidana berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
f1. Bagi terpidana yang tidak menjalani Pidana di dalam Penjara
meliputi , '
1. terpidana karena kealgaan ringan (culpa lelis),
2. terpidana karena alasan politik.atau
3. terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara.
wajib secara lerbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa
yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa
pamindanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhl syarat
secara ferbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan
bukan sebagai pelaku kejahatan yang berylang, kecuali bangi
Mantan Terpidana yang ‘elah selesal menjalani Masa Pidananya
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pindaftaran.”
Paraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas'Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pencalonan pemilihan Gubemur dan Wakill Gubarmur, Bupali dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikola,
Pasal 4 Ayal (1) menyatakan “Warga Hn;;hra Indonesia dapat
menjadi Calon Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakili
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memanuhi
persyaratan” antara lain sebagai berikut: ;
I. Tidak pernah sabagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan
yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap:
f1. Bagi Terpidana yang t;ﬂnlt menjalani Pidana di dalam Penjara
meliputi:
1. Terpidana karena kealpaan, atau
2.  Terpidana karena alasan politik;
3. Dihapus ’
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g. Bagi Mantan Tempidana yang telah selesal menjalani masa
Pemidanaannya, secara kumulatif, wajib mermenuhi syaral secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan
sebagal pelaku kejahatan yang berulang,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2020 Tentang F'amll:mhan Ketiga Atas' Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang

Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

\Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walihnia

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan “Warga Nag*am indonesia dapat

menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, ‘Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota I-:ian Wakil Walikota dengan memenuhi

persyaratan” antara lain sebagai berikut: &

f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Puhmn Pengadilan
yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap karena melakukan
Tindak Pidana yang diancam dengan Piﬁan?'Faniam 5 (lima)
tahun atau Jebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan
Tindak Pidana Kealpaan atau Tindak Pidana Politk dalam
pengertian sualu perbuatan yang dinyatakan sebagai lindak
pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai
pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang
berkuasa; '

{1.Bagi Terpidana yang fidak menjalani Pidana di dalam Penjara

meliputi;

1. Terpidana karena kealpaan; atau
2. Terpidana karena alasan politik
3. Dihapus,

walib secara jujur atau terbuka mengemukakan Kepada publk;

g. Bagi Mantan Terpidana yang lelah selesal menjalani masa
Pamidanaannya, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan
kepada publik,

Peraturan Komisi Pemilihap Umum Republik Indonesia Momor 9

Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Ates Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2017 Tentang

Pencalonan pemilihan Gubemur dan Walki Gubemur, Bupati dan
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Wakil Bupati, dan/atau Wam:nln dan Wakil Walikota,

Pasal 4 Ayat (1) menyataka “Warga Negara Indgnesia dapat menjadi

Calon Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi

persyaratan” antara lain sebagai berikut:

i. Tidak pemah sebagai Terpidana berdasarkan Puhmn Pengadilan
yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap karena
melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5
{lima) Tahun atau lebih, kecuali terhadap Terpidana yang
melakukan Tindak Pidana Kelapaan atau Tindak Pidana Politik
dalam pengertian sualu perbuatan yang ' dinyatakan sebagai
Tindak Pidana dalam hukum positif hanya, karena pelakunya
mempunyai pandangan Politik yang berbeda ::Iﬂngan rezim yang
sedang berkuasa; |

f1.Bagi Terpidana yang tidak menjalani Pidana di dalam Penjara
meliputi :

1. Termpidana karena kealpaan; atau
2. Terpidana karena alasan politik;
1. Dihapus.

wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada pubiik;

g. Bagi Mantan Terpidana K yang telah selesdi menjalani masa
Pemidanaannya, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan
kepada publik

Bahwa Keterangan Ahli Tata Negara DR. Budiygno, SH, MHUM

Hak Mantan Terpidana menjadi Calon Kepala Dasrah Berdasarkan

Putusan MK adalah “sama gengan Warga Hagare.u lain®, kata Pidana

Penjara dalam Putusan Mahkamah Kostitusi Momor 56/PUU-

XVI/2019 telah tegas dan jelas tidak perlu ada‘penafsiran lain. Tegas

dan jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang dihukum atau

dipidana Penjara bukan Hukuman atau Pidana yany) tain”

Bahwa Ahli menyalakan E;hwu dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g

Undang-undang Nomor 10 Tahun 20168 menyatakan : “idak pernah

sebagal Tempidana berdasarkan Putusan ' Pengadilan yang

Berkekutan Hukum Tetap atau bagi Mantan Terpidana telah secara

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
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bersangkutan Mantan Terpidana®. Bahwa Saﬁap warga negara
memilki Hak Azazi Manusia dalam hal ini Hak politik untuk Dipilih dan
Memilih, bahwa seocrang Warga Negara tidak boleh di berikan sanksi
dua kali, sanski Pidana adalah Penjara,

Bahwa untuk melindungl Hak Dipilih dan Memilih seorang mantan
terpidana wajib mengumumkan kepada masyarakal agar tahu bahwa
yang bersangkutan adalah secrang mantan terpidana secara jujur
dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan
terpidana”. PEMOHON telah menyampaikan kepada publik. (Vide
Bukti P-5) :

Bahwa perlindungan HAM Warga Negara bagi Mantan Terpidana
diatur dalam Mahkamah Konstitusi dan telah beberapa kali memutus
perkara permohonan terkail pengaturan tentang syaral mantan
terpidana yang akan menjadi Calon Kepala Deersh, antara lain
sebagai berikut, (Vide Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15)

a. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/FUU-XIIF2015

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian ;

1.1 Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Perubshan atas Undang-Undang' Nomor 1 tahun
2016 Temtang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tantang Pemilinan
Gubearnur, Bupati, -EIIEII"I Walikota menjadi Undang-undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678
berentangan dengan UUD Negara Repyblik Indonesia Tahun
1645 secara bersyaral sepanjang tidak dimaknai di kecualikan
bagi manlan terpidana yang secara I'rerhuka dan  jujur
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan
mantan lerpidana | 5

12 Pasal 7 huref g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-undang Momor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati. dan Walikota menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 57,
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tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
tidak mempunyai Kekyatan Hukum I'uhngihat' Secara Bersyarat
sepanjang tidak dimaknai di kecualikdn Bagi Mantan
Terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan
kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana

1.3. Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun
2015 Tenlang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penelapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 57, tambahan lembaran negara republik indonesia
MNomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945; .

1.4 Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun
2015 Tentang Perubhhan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan . Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Wallkola menjadi Uindang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
MNomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomeor 56878) Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat,

1.5 Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 Tentang Perubahan atas UndangilUindang Nomor 1
Tahun 2015 Tuntar':g Penelapan Peraturan Pemerintah
Pengoanti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Begara Republik In-::ln:-ueaha Tahun 2015
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia
NMomor 56878) harterlnlangan dengan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, .

1.6.Pasal 45 ayat {(2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentag Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
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Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

undang (Lembaran MNegara Republik Indeonesia tahun 2015

nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hykum mengikat;
Menolak Permohonan PEMOHON untuk selain dan selebihnya;
Memerintahkan Pemuatan Putusan ini' dalaln Berita Negara
Republik Indonesia sabagai mana mestinya.

b. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIVI2016

: |
2.

Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk sebahagian.

Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang perubahan kedua atss Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-# Nomor 1 Tahun 2014 "Tentang Pemilihan
Gubermur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- undang
(Lembaran Negara R| Tahun 2016 Nomor 130, tambahan
lembaran negara Rl nomor 5808) berentangan dengan UUD
Negara Rl tahun 1845 dan tidak mempunyal kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “tidak permnah sebagal
lerpidana berdasarkan putusan pangadi:lap yang berkekulan
hukum tetap® dalam norma Undang-undang a quo tidak dimaknai
" tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan
yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap karena
melakukan Tidak Pidana "y'ang diancam dengan Pidana Penjara 5
{lima} tahun atau lebih, kecuali terhadap Terpidana yang
melakukan Tindak Pidana Kealpaan dan Timdak Pidana Politik
dalam pengertian suate perbuatan yang dinyatakan sebagai
Tindak Pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya
mempunyai pandangan politik yang berbeda lengan rezim yang
sedang berkuasa® Sehingga Pasal a quo selengkapnya adalah
"tidak permah sebagai Ialpid.nna berdasarkan Putusan Pengadilan
yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan Pidana.Penjara 5§ (Lima)
Tahun atau Lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakkan
Tindak Pidana Kealpaan dan Tindak Pidana Politik dalam
pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak
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pidanadalam hukum positif hanya karena petghunyn mempunyai
pandangan politik yang ‘berbeda dengan rezim yang sedang
berkuasa atau Bagi Mantan Terpidana telah sécara terbuka dan
jujur mengemukankan kepada publik bahwa yang bersangkutan
Mantan Terpidana®, '

Menyatakan Pasal 163 ayat (7) Undang-undang Nomar 10 tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Momor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Remerintah Pengant
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 'Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota mania:'.!i Undang- undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia nomor 5808)
bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersayarat sepanjang kala “Terdakwa" tidak dimaknai "Terdakwa"
karena malakukan Tindak Pidana yang Diancam Pindana Penjara
5 (lima) Tahun atau Lebih atau karena melakukan Tindak Pidana
Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Makar, Tindak
Pidana Terhadap Keamanan Negara, dan/atau Tindak Pidana
karena melakukan perbuatan lain yang dapal memecah beilah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecusli Tindak Pidana
Kealpaan dan Tindak Pidana Politik dalam pengerian sualu
perbuatan yang dinyatakan sebagai Tindak Pidana Dalam Hukum
Positif hanya karena palakunya mempunyai pandangan politik
yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa®,

Menyatakan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Peretapan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubamur, Bupati, dan. Walikota menjadi Undang- undang
(Lembaran Negara RI Tahun 20168 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398) bertentangan
dengan UUD Negara Republik indonesia tahun 1945 dan ftidak
mempunyal  kekuatan hukum mengikat' secara bersyarat
sepanjang kata "Terpidana” dalam Norma l;lﬁdnng-l..!ndang a quo
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tidak dimaknai “Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih atau karena melakukan Tidak Pidana Korupsi, Tindak Pidana
Terorisme, Tindak Pidana Makar, Tindak .Pidana Terhadap
Keamanan Negara, danfalau alau Tindak Pidana karena
melakukan perbuatan laih yang dapat memecah Belah Negara
Kesatuan Republik Indonésia, kecuall Tim:lak Pidana Kealpaan
dan Tindak Pidana Politik dalam pengertian suatu perbuatan yang
dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya
karena palakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda
dengan rezim yang sedang berkuasa",

5. Menyatakan permohonan PEMOHON terhadap Pasal 164 ayat (7)
dan ayat (B) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah #enganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang [Lamhamn Megara
Republik Indonesia Tahuh 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5808) tidak dapat diterima
Menolak Permohonan PEMOHON selain dan sélebihnya;
Mamenntahkan Femum:;m Putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagai mana mestinya., |

€. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor EE!PIIJU XVIr2019
2. Mengabulkan Parmohonan para PEMOHON untuk Sebagian:
3. Menyatakan Pasal 7 ayat’ (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua ETEII.E Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Paraturan Pemerintah

Penganli Undang-Undapg Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, tambahan
lembaran negara Rl nomor 5898) berentangan dengan UUD
Negara Rl tahun 1945 dan tidak mempunyai Kekuatan Hulkum
Mengikal Secara Bersybrat sepanjang lidak dimaknai lelah
melewati jangka waktu 5 (lima) tahun satelalr mantan terpidana
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(i}

{bidy.

selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan
yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap; sehingga Pasal 7
ayat (Z) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang MNomor 1 tahun 2015
Tentang Penetapan Pergturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran MNegara Rl
nomor 5898) selengkapnya berbunyi :

Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati, serta Calon Wnlihuta: dan Calon Wakil
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut: '

Tidak pernah sebagai Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan
yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan
Tindak Pidana Yang Diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima)
Tahun atau Lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan
Tindak Pidana Kealpaan dan Tindak Pidana Politik dalam
pengertian sualu perbuatan yang dinyatakan sebagal tindak
pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai
pandangan politik yang berbeda dengan'rezim yang sedang
berkuasa; L i

Bagi Mantan Terpidana, 'mla-h melewali jangka waktu 5 (lima)
tahun setelah Mantan Tarpidana selesai {'naniaﬁmle Pidana Penjara
Berdasarkan Putusan Pengadilan yang ielah mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap dan secara jujur atau terbuka
mengumumkan mengenal latar belakang jati dirinya sebagai
mantan terpidana, dan

Bukan sebagai pelaku kejahalan yang berulang-ulang;

3. Menolak Permohonan para PEMOHON untuk selain dan selebihnya

13

Bahwa terhadap Pendapat ahli Hukum PidE:na yang dihadirkan
oleh TERMOHON yaitu Dr Bambang Hartono SH, M Hum
berpendapat pada pdngﬁnya Pidana Penjara dengan Pidana
bersyarat adalah Pidana yang sama hal ini, tentunya menurut
kami adalah pendapal {ang tidak berdasar menurut hukum dan
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cenderung menyesatkan karena bila mengacu Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pada beberapa pendapal

ahli sebagaimana dalam buku yaitu : '

= Pasal 12 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa pidana penjara
adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu,

+ Menurut P. A, F. Lamintang, bahwa pidana penjara
merupakan suatu ::idana berupa pembatasan kebebasan
bergerak dari seorang lerpidana m_dihhuhaﬂ dengan
menutup orang tersebut di dulun‘: sebuah lembaga
pemasyarakatan. |

= Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah
pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan.

Sedangkan pengertian dari Pidana Bersyarat adalah -

* Menurut R. Soesilo Pidana bersyarat yang biasa disebut dengan
pidana perjanjian atau pidana secara jenggelan, yaitu menjatuhkan
pidana kepada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani
kecuali dikemudian harl temyata terpidana sebelum habis masa
percobaan melakukan tindak pidana lagi atau mefanggar perjanjian
yang diberikan oleh hakim. '

» Menurut Muladi Suatu Pidana datam hal mana &i Teipidana tidak usah
menjalani pidana tersebul, kecuali bila mana dalam masa percobaan
terpidana telah melanggar syarat-syarat urmum atau’ khusus yang telah
ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadikan yang mengadili
perkara tersebut mempunyal' weweanang untuk melakukan perubahan-
perubahan syarat-syaral yang lelah d!entl.llr.nr: atau memeriniahkan
agar pidana dijalani. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan
terhadap pelaksanaan Pidana.

~ Bahwa Pidana bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14a-14f KUHP

sehingga jelas dan terang antara pidana penjdéra dengan pidana
bersyarat adalah Pidana yang berbeda, sehingga oleh karenanya
pendapat ahfi TERMOHON DR BAMBANG H.ARITDHD SH., M.Hum
yang berpendapat hahwanlanyu Pidana Penjara dengan Pidana
bersyaral adalah sama adalah pendapat yang fidak tepat menuna
hukum.

q
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14. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum Pidara dari Universitas
Lampung DR EDI RIFASI SH, MH bilamana terdapat contoh kasus
sebagaimana dalam permasalahan sengekta pemilihan ini yaitu Bakal
Calon Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan yaitu tbu Melin
Haryani Wijaya dimana pernah dijatuhi hukuman sebagaimana dalam
Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang MNomor 122
[Pid/2014/PT.Tjk yang berkekuatan hukum letap pada tanggal 25
Februari 2015, yang amar putusannya adalah: '

1. Menyatakan Terdakwa Hj. MELIN HARYANI WIJAYA. MM. Binti
mn'mmummdmumm;ummmn
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan
Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair
tersebut; '

2. Menyatakan Terdakwa Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti
HARYANTO tersebut diatas, telah terbukli secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan ftindak pidana “Turut serta
menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara beranjut™;

. 3. Menjatuhkan Pidana oleh'karena itu kepada Terdakwa dengan
pidana penjara selama B (delapan) bulan:- 1

4. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak pedu dijalani kecuali kalau
dikemudian hari ada pegntah lain dalam Pulusan Hakim, oleh
karena Terpidana sebelum lewal masa percobaan 18 (delapan
belas) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum -

5. Memerintahkan agar barang buk!i berupa: 5., dst

Bahwa dengan adanya fakia Putusan Pengadilan a quo, bila
dihubungkan dengan Putusan MK Nomor ‘S6/PUU-XVIZ019
Menyatakan : Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomaor 10 Tahun
2016 Tenlang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pamerintah’ Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, Dan
Walikola Menjadi Undang-Undang (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnyd berbunyi; Calon
Gubernur dan Calon Wakil Gubermnur, Calon Bupatj dan Calon Wakil
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Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Wur;huh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: *
tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap hnrﬂn;:a melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
kecuall terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan
‘tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan
sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya
mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang
berkuasa;(ii) bagi mantan tespidana, telah melewati jangka waktu 5
(lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mémpunyai kekuatan
hukum tetapdan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai
latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Maka terhadap
permasalahan ini Ahli berpendapat terhadap Bakal Pasangan Calon
Wakil Bupati atas nama Ibu Melin Haryani Wijaya dapat mencalonkan
diri sebagai Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati dengan menghitung
masa 5 tahun setelah selesal menjalani hukuman pidana penjara adalah
setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap hal ini dikarenakan
Putusan Pidana terhadap Ibu Melin Haryani Wiaya bukan Putusan
Pidana Penjara melainkan Pidana Bersyarat, dengan kata lain
bahwasanya pencalonan |bu Melin Haryani Wijaya adalah sah dan
memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Undang-Undang karena dari
setelah Putusan a quo Berkekuatan Hukum Telap, yaity 25 Februari
2015 dan pada saat yang bersangkutan mendapaftar sebagai Pasangan
Wakil Bupati Lampung Selatan adalah pada tanggal 4 Seplember 2020
sehingga sudah lebih darf 5 (lima) Tahun setelah Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap ‘
PERMOHONAN .
Berdasarkan seluruh uraian dan fakia-fakta Hukum Yuridis
sebagaimana telah PEMOHON uraikan diatas, maka PEMOHON
mohon kepada Mejelis Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan agar dapal memulus sengketa a quo
dengan amar sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

i
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2. Membatalkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan
Nomor  B0/HK031- | Kpt/1BO1/KPU-Kab/lX/2020 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 dan Berita Acara Nomor
60/PL.02.3-BA/DI/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Bakal Pasangan
Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Dan Tidak
Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi
Perbaikan Tanggal 23 September 2020 serla Berita Acara Nomor
61/PL.02.3-BA/DAKPU-KabNX/2020 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pagln Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020
TANGGAI 23 September 2020 .

3. Menyatakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
H.Hipni, SE dan Hj. Melin Haryani Wijaya, SE, MM Memenuhi
syaral sebagai Faunngun'l:alnn: '

4. Menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati H.Hipni, 5.E
dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E, MM para Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatah tahun 2020;

5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk
melaksanakan Putusan inj,

Apabila Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan berpendapat lain

mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex asquo et bono).

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah TERMOHON mengikuti seluruh proses

musyawarah penyelesaian sengketa dalam gewnnhunnn a8 quo,

TERMOHON menyampaikan kesimpulan pada tanggal 2 Oklober 2020,

guna menjadi bahan pertimbangan dan pangual' keyakinan Majalis

Musyawarahdalam mengambil dan memberikan putpsan sebagaimana

diuraikan di bawah ini %

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang — Undang Nomor 1
Tahun 2015 penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab
bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota. Merujuk
ketentuan ini, Ahli Dr. Nanang Trenggono, M.Si menearangkan
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pertanggungjawaban Pilkada dilakukan bersama-sama oleh KPU RI

sampai tingkat KPU Kabupaten/kota, Secara hirarki kelembagaan

dan kewenangannya, KPU Rl merupakan regulator yaitu membuat
peraturan dengan berkonsultasi Komisi Il DPR RI dan Pemerintah.

. Bahwa Ahli di bidang Pemilu khususnya Pilkada Dr. Nanang

Trenggono, M.Si menegaskan bahwa peraturan yang diterbitkan KPU

Rl wajib dilaksanakan oleh KPU Provinsi, -::Im_KF'U Kabupaten/kota.

Hal sama diterangkan oleh ahli Hukum Tata Negara Dr. Budiyono,

S.H., MH., yang juga menyatakan jika suatu peraturan masih berlaku

sampai saat ini (Azas lus Constitutum). Dr. Budiyono menyatakan

KPU Lampung Selatan wajib melaksanakan peraturan teknis yang

dibuat KPU Rl yang berlaku saat ini (asas lus Constitutum).

. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan tahapan pendaftaran

bakal pasangan calon (Bapaslon), penelitian/verifikasi berkas

Bapaslon dan penetapan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 tunduk pada peraturan

perundangan-undangan yang beraku, antara lain :

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 llarltang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-lUndang MNomoar 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wallkota
meniadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa
kali, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020

(b} Peraturan KPL Nomar 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Waki
Bupati, dan/atay Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Bukt T-1) '

(c) Keputusan KPU Nomor  394/PL.02.2-KpUOBKPUNIZ020
lentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelliian dan Perbaikan
Dokumen anyamtan.' Penetapan, serta Pengundian MNomor
Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan, Gubernur dan Wakil
Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Walkil
Walikota (Bukti T-2).
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(d) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan
Keeempat atas Peratwan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau-Walikota dan Wakil
Walikota (Bukti T-17). L

(e) Ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan
Kepala Daerah, seperti Surat KPU MNomor : 735/PL.02.2-
SD/06MPUNX2020 tanggal 5 September 2020 ditujukan kepada
Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/®ota, perihal
Penjelasan Mantan Terpidana (Bukti T-22), Surat KPU Nomor:
793/PL.02.02-SD/06/KPUNX/2020 tanggal 21 September 2020,
perihal Penjelasan (T-23), Surat MA Nomar
J0/Muaka. Pid/IX/2015, tanggal 16 September 2015, pearihal
Jawaban atas Permohonan Falwa Mahkamah Agung RI,
ditujukan kepada BAWASLU (Bukti T-24), dah lain-lain.

4. Bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 (Bukti T-1),

sebelum TERMOHON membuka pendafaran Pasangan Calon
Bupali dan Wakil Bupati Lampung Selatan, TERMOHON terlebiih
dahulu melaksanakan Sosislisasi Pencalonan kepada Partai Politik
pada Tanggal 14 Agustus 2020 (Bukti T-3) serts melakukan Rakor
Pencalonan dengan Partai Politik dan pihak lerkait lainnya pada
Tanggal 28 Agustus 2020 (Bukti T-4) '

5 Bahwa setelah sosialisasi dan rakor (pfoin 4), selanjutnya

TERMOHON melanjutkan pada tahapan berikutnya, anlara lain :

(a) Mengumumkan pmda'ﬂaran calon Bupali, dan Wakil Bupati
Lampung Selatan Tahun 2020 di media massa dan website
TERMOHON; (Bukti T-5 & T-8). :

(b) Pada tanggal 4 September tahun 2020 TERMOHON menarima
pendaflaran 2 (dua) bakal pasangan calon yang mendaftar di
KPLU Kabupaten Lampung Selatan yaitu :

(1)Nanang Ermanto - Pandu Kesumé Dewangsa dengan
partai pengusung ;F"DIF, Partai Hanura ' Partai Nasdem dan
Partal Perindo;

(2)H. Hipni - Hj. Melin Haryani Wijaya, S E., MM. dengan
partal pengusung PAN, Gerindra dan PKB. (Bukti T-11)
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Pada tanggal 5 September 2020 1 (satu) Bakal Pasangan
Calon yang mendaftarkan diri yaitu Toni Eka Candra -
Antoni Imam yang diusung Partai Golkar, PKS dan Partai
Demokrat, ' '

() Melakukan penelitian keabsahan dokumnen .persyaratan bakal
pasangan calon, termasuk berkas persyaratan yang diajukan
PEMOHON. Selanjulnya TERMOHON menyerahkan hasil
penelitian keabsahan ' dokumen persyaratan kepada masing-
masing Liasion Officar (LO) bakal pasangan calon, termasuk
kepada saksi Budi Setiawan (Bukti T-10) selaku LO M. Hipni -
Hj. Melin Haryani Wijaya, 5.E., MM. (PEMOHON);

(d) TERMOHON menerima dokumen perbaikan persyaratan bakal
pasangan calon, termasuk dokumen darl PEMOHON yang
diserahkan oleh saksi Jauhari selaku LO PEMOHON:

(e) TERMOHON  melakukan  penelitianiverifikasi  dokumen
parbaikan bakal pasangan calon Hasil ponelitian diserahkan
kepada LO PEMOHORN yailu saksi Budi Setiawan.

() Setelah selesai melakukan penelitian/verifikasi  dokumen
perbaikan Bakal Pasangan Calon, TERMOHON melakukan
rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahuh 2020, (Bukti T-27,
T-28 & 7-29) .

Bahwa ahli Dr. Nanang Trenggono, M.Si, menerahgkan bahwa KPU
kabupaten/ kota (dalam hal ini KPU Kabupaten Lampung Selatan)
wajib memverifikasi keabsahan data yang diajukan oleh bakal
pasangan calon. Untuk meneliti dokumen yang dilampirkan, KPU
berwenang mengkonfirmasi kepada lembaga vang menerbitkan
dokumen dimaksud

Bahwa pada saat TERMOHON melakukan verifikasi persyaratan

PEMOHON (poin 4 huruf d, TERMOHON menemukan perbedaan

suratl keterangan atas nama Melin Haryani Wilala (PEMOHON) dl

dalam Surat Keterangan .Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat

keterangan Pengadilan Negeri Kalianda - ,

a. Dalam SKCK yang dikeluarkan oleh Polres, Lampung Selatan

Nomor | SKCK245MVIIYAN. 2 3/2020/SAT INTELKAM, tanggal 05

1
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agustus 2020, diterangkan bahwa Melin Haryani Wijaya pernah
terlibat dalam kasus Tindak Pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP jo
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan
Pidana Pokok yang dijatuhkan dengan putusan Pidana
penjara 8 (delapan) bulan, masa Hﬂ.‘:ﬂhﬂll‘ll"ll {delapan belas)
bulan terhitung mulai masa percobaan tanggal 25 Februari
2015 sid 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;

b, Dalam Surat Keterangan Pengadilan Hq;ar! Kalianda Nomor
26/SK/MK/OB/2020/PN Kla, tanggal 10 ' Agustus 2020
menerangkan Melin Haryani Wijaya tidak sedang tidak pernah
sebagal terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena terdapat perbedaan kelerangan antara SKCK

Polres Lampung Selatan dan Surat Keterangan Pengadilan Negeri

Kalianda sebagaimana uraian di atas, maka TERMOHON melakukan

konsultasikonfirnasi kepada Pengadilan MNegeri Kalianda pada

tanggal 11 September 2020. Hasil konfirmasi,, Pengadilan Negeri

Kallanda menyatakan ada kekeliruan dalam penerbitan surat

keterangan tersebut Selanjulnya Pengadilan = Negeri Kalianda

mencabut  dan membatalkan Surat  Keterangan  Nomor

26/SK/HK/08/2020/FN Kia, tanggal 10 Agustus' 2020 (Bukti T-9),

dan  menerbitkan  kembali Surat Keterangan Nomor

42/SK/HK/DRIZ020/PN Kia, ' tanggal 11 September 2020, yang

menyalakan i

Berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Melin

Haryani Wijaya dalam putusan yang Telah Berkekuatan Hukum

Tetap Dijatuhi Hukuman :Pidana Penjara 8 (delapan ) bulan

dengan masa percobaan selama 18 (delapan belas ) bulan.

TERMOHON menerima tembusan surat Pengadilan Negeri Kalianda

Nomor - we MJTEZEHK&H{{IWHEB, ditujukan kepada Melin Haryani

Wilaya, perihal pencabutan dan tidak berlaku surat keterangan tidak

pemah sebagai terpidana. (Bukti T-15 & T-16). |

Bahwa pada masa perbaikan berkas, TE.HMI!]HEIH menarima

dokumen dari saksi Jauhari.{LO PEMOHON) yaitu

i
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(a) Surat Keterangan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
Nomor: B-4967/L.8.10/ES.1/09/2020 tanggal 7 September
2020. (Bukti T-13). Dalam surat ini dijelaskari, antara lain
» Bahwa benar Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., MM. Binti

Haryanto pernah dipidana melanggar Pasal 263 Ayat (2)

KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayal (1)

KUHP sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung

Karang Momor: 122/Pid/2014/PT Tjk tanggal, 25 Februari 2015

dengan Amar putusan |

- Menyatakan terdakwa Hj. Melin Haryani Wijaya, M.M. Binti
Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan ftindak pidana ‘turut serta
menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara
berlanjut " B

» Bahwa Kejaksaan Negeri Banda® Lampung telah
melaksanakan Putusan Pengadilan Tingal Tanjung Karang
Nomor: 122/Pid/2014/PT Tik, tanggal 25 Fepruari 2015, sesuai
dengan Sural Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat (P-51)
pada tanggal 17 April 2015 dengan masa percobaan selama
18 (delapan belas) bulan mulai dari tanggal 25 Februari 2015
sampal dengan tanggal 25 Agustus 2016

{(b) Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor
122/PidI2014/PT Tik, tanggal 25 Februard 2015, (Bukti T-12).
Amar putusannya bErbu;i',ri - ‘

1. Menerma Farmh'llm;n banding dar Terdakwa maupun
Penasehal Hukumnya tersebut, '

2 Memperbaiki putusan Pengadilan MNeger Tanjungkarang
tangaal 25 November 2014 Nomor
582/Pid BI2014/PN Tk yang dimintakan banding tersebut
sekedar mengenal pidana yang dijatubhkan sehingga berbunyi
sebagai berikut
1. Menyatakan Terdakwa Hj. MELIN HARYANI WIJAYA,

MM Binti HARYANTO fersebut diatas tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak
pidana dalam dakwaan Primnir dan membebaskan
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10.

11

Terdakwa dan dakwaan Primair tersahl.r!;

2. Menyatakan Terdakwa Hj. MELIN, HARYANI WIJAYA,
MM. Binti HARYANTO tersebul’ diatas, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ftindak
pidana "Turut serta menggunakan surat palsu atau yang
dipalsukan s.acan'i berlanjut”, :

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa
dengan pidana penjara selama 8 (délapan) bulan;

4. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani
kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam
putusan Hakim, cleh karena Terpidana sebelum lewat
masa percobaan 18 (delapan 'belas) bulan telah
melakukan perbuatan yang dapat dihukum:;

5. Memerintahkan I agar barang bukdi berupa:
| g

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya
perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.5.000 - (lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan sural keterangan kejaksasan dan putusan
pengadilan sebagaimana uraian di atas, maka sanqgat jelas dan nyata
bahwa PEMOHON Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E.. MM telah terbukti
melakukan Tindak Pidana dengan ancaman Pidana Penjara 5 (lima)
tahun atau lebih. Tindak pidana “menggunakan surat palsu® diatur
dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP yang ancaman hukumannya paling
lama 8 {enam) Tahun Penjara, '

Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 (Pukli T-17) tentang

FPerubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomar

3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan VWakil

Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil

WaliKota, Pasal 4 Ayat (1) huruf f menyatakan

“tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh Imhuaénn hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan
tindakan pidana kealpaah atau tindakan pidana politik dalam
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13.

14

1B.

pengertian suatu perbuatan yang I!Ill"l‘!rl‘llllﬂﬂ sebagai tindak
pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya
mempunyai pandangan politik yang berbeda dqngin rezim yang
sedang berkuasa”.
Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 Ayal (2a)
menyatakan: “Syarat tidak pernah sebagai terpidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi
mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun
setelah selesal menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”,
Bahwa Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat (2d)
menyatakan: “Bahwa jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai
menjalani pidana penjara sebagaimana dimakslid pada Ayat (2a)
terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah
selesal menjalani pidananya sampal darng:n pada saat
pendaftaran sebagai bakal calon™.
Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ke}alisaan Negeri Bandar
Lampung Nomor: B-4957/.8.10/ES.1/08/2020 tanggal 7 September
2020, pihak kejaksaan telah melaksanakan Putusan Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang Nomor 122/Pid/2014/PT" Tik. Pelaksanaan
Putusan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat
(P-51) dengan masa pemrl:nhaan selama 18 (delapan belas) bulan
mulai dari tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25
Agustus 20186,
Bahwa Kejari Bandar Lampung muiahaanakan putusan pidana
tersebut di atas (poin 124 telah sesual peraturan yang berlaku
sebagaimana keterangan Ahli Hukum F'rlr!nnu Dr. Bambang
Hartono, S H., M.Hum, yang mengutip ketentuan Pasal 270 KUHAP:
Pelaksanaan putusan pengadilan yang talah memparoleh
kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksayang untuk itu
panitera mengirimkan Salinan surat putusan kepadanya;
Bahwa mengenai Pasal 263 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 yang menjadi dasar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
menjatuhkan pidana terhadap Melin Haryani Wijaya (PEMOHON),
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Ahli Dr. Bambang Harlnn-n. SH.. MHum menerangkan hal-hal

sebagai berikul :

a. Syarat utama seseorang dijatuhi pidana adalah adanya
kesalahan;

b. Pasal 263 Ayal (1) mmgatl.lr tentang orang yang membuat sural
palsu, sedangkan Pasal 263 Ayat (2) munpatur tentang orang
yang menggunakan surat palsu;

c. Pasal 263 KUHP termasuk jenis "kejahatan dengan sengaja”
yang diatur dalam Buku Il KUHP;

d. Ancaman hukuman bagl orang yang "tun.lt sarfa” melakukan
tindak pidana sama dengan ancaman hukuman bagi pelaku
utama tindak pidana;

e. Pidana penjara adalah nama atau jenis sahksi dalam Hukum
Pidana, bukan nama tempat dijalankannya hukuman,
sebagaimana dimaksud Pasal 10 KUHP juncto Pasal 12 KUHP;

{ Pidana percobaan adalsh syarat menjalani Pidana Penjara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a Ayat (1) KUHP yang
menyatakan: '
“Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu lahun atau
pidana kurungan tidak termasuk pidana kurungan pengganti
maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula
bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada
putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena sl
terpidana melakukan suatu tindak PHH!':H sebelum masa
percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis,
atau karena si terpidana selama masa percobaaan tidak
memenuhi syarat khusus yang mungkin ditgntukan lain dalam
parintah #u.” 7

9. Masa percobaan dimulai pada saal putusan lulnh menjadi tetap
(inkrah) dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara
yang ditentukan dalam undang-undang .sebagaimana diatur
dalam Pasal 14b Ayat (2) KUHP, '

h. Untuk hukuman masa percobaan, pihak yang berwenang
memberikan Surat Keterangan kepada pihak yang dijatuhi
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17.

hukuman lerssbut adalah jaksa secara kelembagaan, bukan

jaksa penuntut umum;

i Berakhimya suatu pidana percobaan :lihrtung dari berakhimya
masa percobaan yang, dimuat dalam amar putusan, bukan

dihitung dari penjatuhan gidana penjara dalar amar putusan.

Bahwa mengenai perbedaan antara Narapidana dan Terpidana, 2
(dua) ahli Hukum Pidana yaitu Dr, Eddy Ftl'lh'r. SH, M.H. (diajukan
PEMOHON) dan Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum
(diajukan TERMOHON), sependapal dengan fatwa Mahkamah
Agung Nomor: 30/Tuaka PidX/2015 (Bukti T-24) yang menyatakan:
» Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dengan demikian, mantan Terpidana adalah seseorang yang
pemah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, '

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang
kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dengan
demikian, mantan nar:aplﬂana adalah sesgorang yang telah
pernah menjalani pidana di dalam LAPAS,

Dari uraian tersebul, menjadi jelas  bahwa . mantan Terpidana
meskipun telah dijatuhi pidana belum tentu menjalani
pidana di dalam LAPAS, misalnya seseorang yang dijatuhi
pidana dengan pidana penjara selama 6 (emam) bulan
dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun, sehingga dia
berstatus Terpidana tetapi tidak pertu menjalani pidana di dalam
LAPAS. Sedangkan mantan narapidana tahlu telah pemah
menialani pidana di dalam LAPAS

18 Bahwa merujuk ketentuan Pasal 4 Ayat {1} huruf ! Ayat (2a) dan Ayat

(2d) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2020, hulm bukti sural dan
TERMOHOM dan keterangan Ahll Hukum F'u:lnna sehagaimana
utaian di atas (Poin 8 sid A7), maka diperoleh fakta-fakta hukum
sebagai berikut :

(a) PEMOHON Hj. Melin Haryani Wijaya, EE M.M. adalah

mantan terpidana;

(b) PEMOHON Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. sampal saat
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21.

ini belum 5 {lima) tahun sebagai mantan terpidana;

(c) Batas waktu minimal bagi PEMOHON Hj. Melin Haryani
Wijaya, S.E., M.M. untuk memenuhi ketentuan telah 5 (lima)
tahun sebagai mantan terpidana adalah tanggal 25 Agustus
2021 karena masa hukuman pidananya berakhir pada tangga
25 Agustus 20186; . ;

(d)Pada saat mendaftar sebagal bakal calon Wakil Bupati
Lampung Selatan pada tanggal 4 September 2020,
PEMOHON Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. baru 4
(empat) tahun 10 (sepuluh) hari sebagai mantan terpidana.

Bahwa TERMOHON sebelum menetapkan Pasangan Calon pada

Pemilihan Bupati dan Wakil:Bupati Lampung Seldtan Tahun 2020,

terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Lampung

mengenai permasalahan yang dihadapi yaitu salah satu bakal calon

Wakil Bupati yang belum 5 (lima) tahun sehagal mantan terpidana,

yaitu Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., MM. (Bukti T-18 dan T-18).

TERMOHON juga mengirimkan kronologis kepada KPU Provinsi

Lampung pada tanggal 16 September 2020 (Bukti T-20);

Bahwa menindaklanjuti konsultasi dimaksud, KPU Provinsi Lampung

memahon arahan kepada KPU Rl tentang pﬂm‘méntahan pendaftaran

Bapasion Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten, Lampung Selatan

(Bukti T-21). KPU Rl segera meresponnya dmlng.an mengirimkan

Surat Nomor TOMPL.0Z 02-SDI06/ KPUNX/2020, tanggal 21

September 2020, perihal Penjelasan, ditujukan kepada KPL Provinsi

Lampung dengan tembusan kepada TERMOHON (Bukti T-23).

Dalam surat ini KPU RI pada intinya menyatakan dalam hal bakal

calon tidak menjalani pidana penjara tetapl dengan masa parcobaan,

ketentuan Pasal 4 Ayat (2a) dan Ayat (2d) Peraturan KPLU MNomaor 1

Tahun 2020 tetap berlaku ‘HﬂiﬂfﬂUHn ini juga tercantum dan/atau

dipertegas kembali dalam Pasal 4 ayat (2a) dan a;vat (2d) Peraturan

KPLU Nomor 9 Tahun 2020,

Bahwa penjelasan KPU RI tersebut di atas pada pokoknya sama

dengan “Penjelasan tentang Mantan Terpidan®k” yang tercantum

dalam Surat KPU Ri Nomor @ T3S/PL02.2-SD/OBKPUMX/2020,
tanggal 5 September 2020, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi

¥
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. dan Ketua KPU Kabupaten/Kota Se-Indonesia (Bukti T-22). Dalam
sural ini disebutkan, antara lain:

Ketentuan Pasal 4 ayat (2a) dan ayat (2d) Peraturan KPU Nomor 1

Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan KPU Nomor

3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubemnur dan Wakil

Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota mengatur antara lain . '

a. Syarat tidak perah sebagai terpidana dikecyalikan bagi mantan
Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih yang telah melewati jangka waklu 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan pufusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

b, Jangka waktu 5 (lima) tahun lelah selesai menjalani pidana
penjara terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan
telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat
pendaftaran sebagai bakal calon !

99  Bahwa setelah TERMOHON melakukan: (a) pengfitian administrasi
terhadap berkas Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Wakil Bupati
atas nama PEMOHON Hj. Melin Haryani Wiaya, S.E. MM, (b)
meangkaji peraturan dan (c) konsultasi kepada KPL Provinsi Lampung
yang diteruskan kepada KPU RI, sebagaimana telah diuraikan secara
rinci dan detail di atas, barulah selanjutnya TERMOHON melakukan
rapat pleno pada tanggal 23 September 2020 sgbagaimana tertuang
dalam 2 {dua) berila acara, yaitu !
(a) Berita Acara Nomor: B0/PLO2.3-BAMDKPU-Kab/IX/2020. Dalam
berita acara ini disebulkan, antara lain : .
“Rardasarkan hasil penelitian administrasi perbaikan, Bakal
Pasangan Calon H. HIPNI, SE dan Hi* MELIN HARYANI
WIJAYA. SE.MM. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
Model BA HP-KWK dan Berita Acara Model BAHP Perbaikan
KWK dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(b) Berita Acara Nomor: 61/PL.02.3-BA0YVKPU-Kab/ IX/2020.
Pada poin 2 Berita Acara ini dinyatakan © |
«Tidak Menetapkan Bakal Pasangan Calon H. HIPNI, SE dan Hj.
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23.

24,

25.

MELIN HARYANI WIJAYA, SE.MM. yang di usung Parai
Gerindra (7 Kursi), Partai Amanat Nasional (7 Kursi), Partai
Kebangkitan Bangsa (4 Kursi), sebagaimana tercantum dalam
Berita Acara Model BA HP-KWK dan Berita Acara Model BA HP
Perbaikan —<KWK karena lidak memenuhi syarat sebagal calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2020." '
Bahwa hasil rapat Pleno di atas menjadi dosar terbitnya Keputusan
TERMOHON Nomor  B0/HK. 03.1-Kpt/1BO1/KRPU-Kabl  1X/2020,
tanggal 23 Seplember 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon
Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupali Dan Wakil Bupati
Kabupaten Lampung Selalan Tahun 2020. Pada Dictum Kedua
Keputusan ini dinyatakan: )
“Tidak Menetapkan Bakal Pasangan Calon H.Hipni, S.E. dan Hj.
Melin Haryani Wijaya, S E, MM. yang diusung Partai Gerindra (7
Kursi), Partal Amanat Nasional (7 Kursi), Partai Kebangkitan Bangsa
{4 Kursi), sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA HP-
KWK dan Berita Acara Model BA HP Perbaikan’ - KWK karena tidak
memenuhi syaral sebagai falon Bupali dan Wakil Bupati Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2020 _
Bahwa mengenai hak politik (dipilih dan memilih) bagi terpidana dan
mantan terpidana sebagaimana dimaksud dala’m Putusan Mahkamah
Konstitusi (Bukti T-30 & TI-31}. TERMOHON menegaskan bahwa
KPU telah melaksanakan putusan MK dan menyesuaikannya dengan
peraturan KPU mengena Pencalonan Kepala Maerah (Gubernur,
Bupali, Walikota) sebagaimana fercantum dalam Peraturan KPU
Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomer 9 Tahun 2020,
Bahwa berdasarkan saluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam
proses ajudikasi (Musyawarah Terbuka) oleh Bawaslu Kabupalen
Lampung Selaltan sebagaimana uraian-uralan di alas, maka sangat
jelazs dan nyata TERMOHON telah mmltyhi prosedur dan
peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dalam
menerbitkan Keputusan Nomor : S0/HK.03.1-KptMB801/KPU-Kab/
IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati
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Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020,
Dengan demikian Keputusan TEHHI:H-I-I:;‘H ini  mempunyai
keabsahan dan legalitas yang sangat kuat.

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, TERMOHON

mohon kepada Bawaslu Kabupaten Lampu::bg Selatan  untuk

menjatuhkan putusan n:l&nga;*- amar sebagai berikut:

(1) Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

(2) Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
Keputusan TERMOHON Nomor: 60/HK.03. 1-Kpt/1801/KPU-Kab/
IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Pupati Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2020, )

Apabila Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan berpendapat lain,

mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

o

parradil
-l AL IS

1. TENGGANG WAKTL PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Menimbang hahwa tanggal 23 September 2090, TERMOHON in
casu KPU Kabupaten ILErn;!l.lng Selatan telah menerbitkan
Keputusan Ketua KPU Nomor. BO/HK f}:ls.1-I':pU1Eﬂ1ﬂ{PU—
KabMX2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wal:lliﬂupali Kahupaten
Lampung Selatan Tahun 2020 Tanggal 23 Séplember 2020 dan
Berita Acara Nomor: 60/PLO2 3-BADI/KPU-Kab/IX/2020 tentang
Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupali yang Memenuhi
Syarat dan tidak Memenuhi Syaral Bmdaun'rhan Hasil Penalitian
Administrasi Perbaikan Tanggal 23 September 2020 serta Berila
Acara Nomor B1/PL 02 3-BANIKPU-Kab/X/2020  Tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan 'l-;'u'ahil Bupati pada
Pemilihan Bupati dan VWakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2020 Tanggal 23, September 2020, atas nama PEMOHON
(Vide Bukti P-1, P-2 dan P-3);



e

2. OBJEK SENGKETA

b. Menimbang bahwa pada Tanggal 28 Seplember 2020 PEMOHON

menyampaikan Permohonan  kepada Bawaslu Kabupaten
Lampung Selatan Berdasarkan hasil verifikasi syarat Formil dan
syarat materil Permohonan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung
Selatan, Permohonan PEMOHON dinyatakan Lengkap dan
dicatat dalam Buku Register Permohonan  Nomar
001/PS/Reg/1B.1803/X/2020 Tanggal 28 September 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubemur
Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota
Dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu Sengketa Pemilihan) dalam
Pasal 21 ayat (2) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kefa terhitung sejak
keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan
KPU Kabupaten/Kota ditetapkan; ‘

. Menimbang bahwa berdasarkan perlimhéngan hukum yang

diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf ¢, Majelis Musyawarah
menilai pengajuan permohonan penyelesaian sangketa pamilihan
yang diajukan oleh PEMOHON a quo sesuni dengan ketentuan

mengenai fenggang wakiu pengajuan permohonan.

a. Menimbang bahwa Tanggal 23 September 2020, TERMOHON in

casy KPU Kabupaten Lampung Selatan ' telah menetbitkan
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Mamor: B0MHK 03.1-
Kpuwmmmvﬁammdzu lentang Penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilinan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Tanggal 23 September
2020 dan Berita Acara Nomor: 60/PLO2.3-BAJD AKPLU-KabNX/2020
tentang Bakal Pasangan Calon Bupat dan Wakil Bupati yang
Memenuhi Syaral dan tidak Memenuhi Syaial Berdasarkan Hasil
Penelitian Administrasi Perbaikan Tanggal 23 Septembar 2020
serta Berita Acara Nomor: 61/PL.02.3-BADYKPLU-Kab/IX/2020
Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati f abupaten Lampung
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Selatan Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020, atas nama
PEMOHON (Vide Bukti P-1, P-2 dan P-3);

b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawashu Sengketa
Pemilihan Pasal 3 ayat (1), ayat (3) rnarrrainhsltn:

1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU
Provinsi atau kepulusan KPU Kabupaten/Kota yang
menyebabkan hak peserta Pemilihan +dirugikan secara
langsung.

2) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan
KPU Provinsi atau sural keputusan KPU Kabupaten/Kota
sebagai objek sengketa Pemilihan; :

9) Selain kepulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek
sengketa Pemilihan dapat berupa bnf‘pta acara KPU Provinsi
atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang
diuraikan pada huruf a dan huruf b, Majelis Musyawarahmenilai
objek sengketa dalam permohonan penyelesaian sengkela
pemilihan a quo sesual dengan ketentuan mengenai objek
sengketa

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Menimbang bahwa PEMOHON adalah H. Hiphi, S E., Pekerjaan
Wiraswasta Warga Negara Indonesia yang beralamat Jalan. Palas
Pasemah RT 002, Desa Palas Pasemah 'Kecamatan Palas
Kabupaten Lampung édalan dan Hj. Melin Haryani Wiaya
S E. .MM pekerjaan Wiraswasta Warga Negara Indonesia yang
beratamat JI. Raya Merak Batin No. 1028-1029, RT.002 RW 001
Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,
keduanya merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 vyang
mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Lampung
Selatan,

L]
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b. Menimbang bahwa pada Tanggal 23 Seplember 2020,

TERMOHON menerbitkan Keputusan H?-h.m KPLU MNomor:
BOMK.03 1-Kpt/1B01/KPU-KabflX/2020 Tentang  Penelapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupali
dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selgtan Tahun 2020
tanggal 23 September 2020 dan Berila Acara "t;!'l'l-l:l‘.’ 60/PLD2.3-
BA/OIKPU-Kab/X/2020 tentang Bakal Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati yang Mamenuhi Syaral dan tidak Memenuhi
Syarat Berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan
Tanggal 23 Seplember 2020 serta Berita Acara Nomor
61/PL.02.3-BAJOIKPU-Kab/1X/2020 Tentang Penatapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020
Tanggal 23 September 2020 yang menyatakan PEMOHON
sebagai bakal pasangan calon yang Tidak Memenuhi Syarat
sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabipaten Lampung
Selatan; '

. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu

Sengketa Pemifihan  menyatakan: “PEMOHON  dalam
penyelesaian sengketa Pamilihan terdin uinp.' a Bakal Pasangan
Calon; atau b, Pasangan Calon”,

. Menimbang babwa berdasarkan pertimbangan hukum  yang

divralkan pada bhuref a, bunf b dan “hunf ¢, Majelis
Musyawarahmenilai  kedudukan  hukum  (legal  standing)
PEMOHON dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan
a guo sesual dengan ketentuan mengenal kedudukan hukum
{legal standing).

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHOMN

a. Menimbang bahwa TERMOHON adalah Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Ansurasta R7 selaku Ketua;

b. Menimbang bahwa pada Tanggal 23 September 2020,
TERMOHOM in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Selatan menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan
Umum Nomor. S0/MHK 03 1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada
124



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten' Lampung Selatan
Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 dan Berita Acara Nomor:
B0/PLOZ2.3-BA/03KPU-Kab/IX/2020 Tentang Bakal Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dan tidak
Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi
Perbaikan Tanggal 23 September 2020 sarta Barita Acara Nomor:
61/PL.02.3-BAJOI/KPU-Kab/X/2020 TumPng Penetapan
Pasangan Calon Bupali dan Wakil Bupali pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020
Tanggal 23 September 2020 yang mana oleh FEMOHON Surat
Keputusan a quo diajukan sebagai objek sengketa Pemilihan;

- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Pemilihan menyatakan “KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga
penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenal penyelenggaraan
pemilihan umum yang diberikan tugas ‘menyelenggarakan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sera Walikota dan Wakil

Walikota berdasarkan ketentuan yang diatr dalam undang-
undang ini"; |

- Menimbang bahwa ketentuan Pasal' 142, Undang-Undang

Pemilihan, menyatakan bahwa, “Sengketa Pemilihan terdiri atas:
a. sengketa antar peserta Pemilihan, dan b sengketa antara
peserta pemilihan dan Penyelenggara Pemilhan sebagai akibat
dikeluarkannya  Keputusan KPU  Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota™;

. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perbawashu

Sengketa Pemilihan, menyatakan bahwa TERMOHON dalam
penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: "aKPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Mota untuk sengketa Pemilihan antara
peserta  Pemilihan Wn penyelenggara Pemilihan;, atau b,
Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pamilihan™

. Menimbang bahwa berdasarkan p&rlimhanhan hukum yang

diuraikan pada huruf a, huraf b, hurnaf o, I'Irunn‘ d, dan huruf e,
Majelis Musyawarahmenilal kedudukan hotkum (legal standing)
TERMOHON dalam permohonan penyelesaian  sengketa
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pemilihan a quo sesuai dengan ketentuan mengenal kedudukan
hukum (legal standing), g

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

a. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 30 huruf ¢ Undang-Undang
Pemilihan menyatakan bahwa, "Tugas dan' wewenang Panwas
Kabupaten/Kota: c  menyelesaikan temuan dan laporan
pelanggaran Peamilihan dan Sengketa Pemilihan yang tidak
mengandung unsur tindak pidana”. ' [

b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 143 'Undang-Undang
Pemilihan menyatakan bahwa: ®(1) Bawaslu Provinsi dan
Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi
dan Panwaslu KabupatenKota memeriksa dan memutus
sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak
diterimanya laporan atay temuan: (3) Bawasl Provinsi dan
Panwasiu KabupatenKota melakukan penyelesaian sengketa
melalui tahapan:a. menerima dan mengkaji laporan dan temuan;
atau b. mempertemukan pihak yang bersengkefa untuk mencapai
kesepakatan melalui musyawarah dan muiahat:.

c. Menimbang bahwa Pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor
ABPUL-XVIN2019 menyatakan frasa "Panwpse Kabupaten/Kota™
dalam Pasal 1 angka 17, Pasal 1 angka 18/ Pasal 5§ ayat(2) huruf
e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22 ayal (3); Pasal 228 huruf e; Pasal
228 huruf f, Pasal 228 huruf h, Pasal 228 huruf j; Pasal 220,
Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayal (2); Pasal 24, ayat (3); Pasal 25
ayat (2); Pasal 30; Pasal 22; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf ¢,
Pazal 34 huruf d. Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat
(11); Pasal 105 ayat (1)! Pasal 105 ayal (7), Pasal 110 ayal (1),
Pasal 110 ayal (3), Pasal 119 ayat (1), Pasal 118 ayat (Z); Pasal
134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6), Pasal 135
ayat (2): Pasal 141; Pasal 144 ayat (1) Pashl 144 ayat (2); Pasal
144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152
aya! (1), Pasal 152 a',raI.[E]I; Pasal 154 ayal (1). Pasal 154 ayal
(2): Pasal 193 ayat (1) Pasal 193 ayat (2); Pasal 1938 ayat (2)

Undang-Undang Momor 1 tahun 2015 tentang Penetapan
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Peraturan pengganti Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walkota Menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomaor 8 Tahun 2015 Tentang Perubghan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun' 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang MNomdr 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah’ terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang:Undang MNomor 1
Tahun 2014 fentang Pemilihan Gubemnur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengah Undang-Undang
Dasar MNegara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai  kekuatan hukum  mengikat Imm bersyarat
sepanjang lidak l:llmahm;l ‘Bawaslu Kabupalen/Kota™;

d. Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 2 Perbawaslu Sengketa
Pemilihan, menyatakan bahwa: “Bawaslu Provinsi dan Bawasiu
Kabupaten/ota memerksa dan memutus mngwa Pemilihan”;

e. Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum yang
divraikan pada huruf a, huruf b, huruf ¢, hurpf d, huruf e, dan
huruf f, Majelis Musyawarah menilai .E'.nl.'-malu Kabupaten
Lampung Selatan barwenang dalam memeriksa dan memutus
permohonan penyelesaian sengketa pemilihan a quo sesuai
dengan ketentuan

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS
Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memerksa dengan
seksama Permohonan PEMOHON serta jawaban TERMOHON, Majelis
Musyawarah skan memperimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan
para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan
bukti yang diajukan sebagai berikut:

1.Menimbang bahwa pada fanggal 4 September lahun 2020 ada 2
(dua) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar di KPU Kabupaten
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Lampung Selatan yaitu; '

a. Nanang Emanto—Pandu Kesuma Dewangsa dengan partai
pengusung PDIP, Partai Hanura, Partai Masdem dan Partai
Perindo, '

b. H. Hipni-Hj. Melin Haryani Wiaya, SE. MM. dengan partai
pengusung PAN, Gerindra dan PKB,

2 Menimbang bahwa TERMOHON telah melakukan penelitian
administrasi Bakal Pasangan Calon yang dimuat dalam Formulir
Model BB.1-KWK atas nama PEMOHON. PEMOHON memberikan
“tanda contreng” pada kolom ,

a. Terpidana yang tidak rnanjﬂlani pli:lnna di dalam penjara karena
alasan politik;

b. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- dlang. dan

c. Bukan mantan terpidana bandar narkoba atau bukan mantan
terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

3.Menimbang bahwa pada masa perbaikan berkas, TERMOHON
menerima dokumen dari Pemohon, yaitu sural Keterangan Kejaksaan
Negeri Bandar Lampung Nomor E—-!IBB?H..B.‘!WE%. 110972020 tanggal
7 September 2020. Dalam surat lersebut dijplaskan, antara lain

a. Bahwa benar H|. Melin Haryani Wijaya, S.E., M M. Binti Haryanto
pemnah dipidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55
Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dengan
Putusan  Pengadilan ' Tingai  Tanjung .Karang Nomor
122/Pd2014/PT Tik tanggal 25 Februar 2015 dengan Amar
Putusan yaitu: '

- menyatakan lerdakwa Hj. Melin Hnrya}r'u Wijaya, MM. Binti
Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
meltakukan tindak pidana “tunut serla menggunakan surat
palsu atau yang dipalsukan secara bertanjul.”;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada lerdakwa dengan
pidana penjara selama 8 (delapan) bulan: .

- Menetapkan bahwa 4P"rullturl'm.ﬂ itu tidak perlu dijalani kecuali
kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim,
oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 18

(delapan belas) bulan telah melakukan parbuutnn yang dapat
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dihukum : :

b. Bahwa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah melaksanakan
Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor
122/Pid/2014/PT Tjk, tanggal 25 Februari 2015, sesuai dengan
Surat Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat (P-51) pada tanggal
17 April 2015 dengan masa percobaan selama 18 (delapan belas)
bulan mulai dari tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal
25 Agustus 2016 (Vide bukti P-17 dan vide bukti T-13),

4.Menimbang bahwa TERMOHON telash melakukan penelfitian

administrasi terhadap berkas Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon

Wakil Bupati atas Nama Pemohon Hj. Melin Hafyani Wijaya, SE.,

MM, mengkaji Peraturan dan konsultasi kepada KPU Provinsi

Lampung yang diteruskan kipada KPU RI. Selanjutnya TERMOHON

melakukan rapat pleno pada Tanggal Er:! September 2020

sebagaimana tertuang dalam 2 (dua) berita acara, yaitu:

a. Berita Acara Nomor: 60/PLO2 3-BA/3KPU-Kab/IX/2020. Dalam
berita acara ferssbul dinyatakan bahwa berdasarkan hasil
penelitian administrasi perbaikan, Bakal Pasangan Calon H.
HIPNI, SE dan Hj, MELIN HARYANI WIJAYA, SE. MM
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Mode! BA HP-KWK
dan Berita Acara Model BA HP Perbalkan KWK dinyatakan tidak
memenuhi syaral (Vide bukti P-2 dan vide buit T-27);

b. Berita Acara Nomor: B1/PL 02 3-BA/D3/KPL-Kab! [X/2020. Pada
poin 2 Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa tidak menetapkan
Bakal Pasangan Calon H. HIPNI, SE dan Hj. MELIN HARYANI
WLIAYA, SE. MM. yang di usung Partai Gerindra (7 Kursi), Partai
Amanat Nasional (7 Kursi), Partai Kebangkitan' Bangsa (4 Kursi)
(Vide Bukti P-3 dan Vide Bulkti T-28)

5.Menimbang bahwa berdasarkan hasil rapat plenc pada Diktum kedua

Keputusan TERMOHON Nomor: SO/MK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/
IX/2020, tanggal 23 September 2020, Tentang Penetapan Pasangan
Calon Bupati Dan Wakil Bupalti Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 menyatakan Tidak
Menetapkan Bakal Pasangan Calon H Hipni, SE. dan Hj. Melin
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Haryani Wijaya, S.E., MM. yang diusung Partai Gerindra (7 Kurs),
Partai Amanat Nasional (7'Kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (4
Kursi), sebagaimana tercantum dalam Berita ;ﬁ.t:am Model BA.HP-
KWK dan Berita Acara Model BA HP Perbaikan -KWEK karena tidak
memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupali Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2020 (Vide Bukti P-1 dan Vide Bukti T-
29), '

6.Menimbang bahwa PEMOHON keberatan terhadap Tindakan

TERMOHON yang telah menerbitkan Kepulusan Ketua KPU
Nomor: 60/HK 03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/1X/2020 tentang Penetapan
Fasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020
Tanggal 23 September 2020 dan Berita Acara Nomor: 60/PLD2.3-
BA/D3/KPU-Kab/1X/2020 teritang Bakal Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dar' tidak Memenuhi
Syarat Berdasarkan Hasil Peneliian Administrasi Perbaikan
Tanggal 23 September 2020 serta Berita Acara Nomor:
61/PL.02 3-BA/0I/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupali dan Wakil
Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Tanggal 23
September 2020 (Vide Bukti P-1, P-2, P-3, Dan Vide Bukti T-27,
T-28, T-29); ¥

7.Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan

pendapat hukum, terlebih dahulu perlu menyampaikan bahwa
Majelis Musyawarah telah melaksanakan Musyawarah secara
tertutup yang dilaksanakan' selama 1 (satu) hari yakni pada hari
Selasa tanggal 29 Septamber 2020 dimana PEMOHON dan
TERMOHON hadir dalam Musyawarah secara tertutup tersebut
sabagaimana Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Perbawasly Sengketa
Pemilihan dinyatakan “Bawasiuy Provinisl  atau Bawaslu
Kabupaten/Kota mmpaﬂﬂrlnuhan PEMOHON dan TERMOHON
dalam musyawarah secara ftertulup”, dan awat (3) dinyatakan
"Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lama 2 (dua) Hari" Kemudian pada proses pelakdanaan Musyawarah
secara terfulup tersebut parh pihak tidak mencapai kesepakatan, dan
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menyatakan untuk fidak akan melanjutkan ‘musyawarah secara
iertutup pada hari kedua sehingga penyelesaian sengketa Pemilihan
harus dilanjutkan dengan pelaksanaan Musyawarah secara terbuka;

B.Menimbang bahwa Majelis Mu:ny-awarnh tmﬂh memberikan

kesempalan kepada para pihak unluk membuat kmpalmm pada

setiap tahap pelaksanaan musyawarah secara terbuka sampai

dengan sebelum tahapan penyampaian T:EHJI'I."IPUFHI'I, akan tetapi

PEMOHON tetap pada dalil-dalil FPermohonannya dan TERMOHON

tetap pada dalil-dalil jawabanys, oleh karena itu, Majelis Musyawarah

membuat Putusan terhadap sengketa a quo sebagaimana diatur

dalam Pasal 58 Perbawaslu Sengketa Pemilihan yang dinyatakan:

(1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan
hasil musyawarah yang diputuskan melawi rapat pleno,

(Z) Hasil kepulusan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam piitusan penyelesaian sengketa Pemilihan
sesual dengan Formulir Model PSP-18

8. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis MLHH‘M?HIEII‘I akan membahas

10.

1.

persoalan yang harus dijawab dalam pan-ndmrp'n a quo;

Menimbang bahwa PEMOHON keberatan Ieﬂmdap tindakan
TERMOHON yang menestitkan objek mnghn[a a quo dengan
didasarkan pada kesalahan penerapan norma lentang ketentuan
syarat calon bagi mantan terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal
4 ayat (1) huruf f junclo Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU MNomor 3
Tahun 2017 lentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubermur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kola dan Wakil Wali
Kola sebagaiman telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 mnmngl Ferubahan Keempal
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wal
Kota dan Wakil Wali Kota (PKPL Pencalonan)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

131 i



12.

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan+Walikota Menjadi
Undang-Undang (UU Pemilihan) berbunyi,

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubermnur, Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati, sefta Calor Walikota dan Calgn Wakil Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut: g tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan  jujur
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan
terpidana”; :

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
dengan Register Perkara MNomor EBJ'PULLIII.IFEDW Tanggal 11
Desember 2019 yang pada I;'ﬂhﬂknra menyalakan bahwa,

‘Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 bertentangan dengan Undangul.lnc'lmg Dasar 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikal secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (ima) tahun
setelah mantan lemidana selesai menjalani, pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang lelah rnunlnpunjrnd kekuatan
hukum tetap: sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Lindang
Nomor 10 Tahun 2018 selengkapnya berbunyi, Calon Gubernur dan
Calon Wakil Gubermur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebapaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. (i) tidak
pemah sebagai terpidana herdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 {lima) Iﬂhun: alau lebih, kecual|
terhadap terpidana yang melakukan lindak pidana kealpaan 2 dan
lindak pidana politk dalam pengertian suaty' perbuatan yang
dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena
pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim
yang sedang barkuasa; (i) bagi mantan terpidina, telah melewati
jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai
menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang
telah mempunyal Kekuatan « Hukum Tetap dan Secara Jujur atau
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Terbuka mengumumkan mengenai latar huhhang jati dirinya sebagai
Mantan Terpidana; dan {m} bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang-ulang™;

13. Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (1) huruf f, huruf 1. huruf g, huruf g1
dan huruf h PKPU Pencalonian berbunyi
(1) Warga Negara Indonesla dapat menjadi Calun Gubermnur dan
Wakil Gubemnur, Bupati dan Wakil Bupsti danfatau Walikota dan
Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sabagal berikut

4

f1.

al

Tidak pemah sebagal Terpidana berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum
Tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali
terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana
kealpaan atau tFm:InI.t pidana politik dalam pengertian suatu
perbuatan yang dinyatakan sebagai lindak pidana dalam
hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai
pandangan politik vang berbeda dqunn rezim yang
sedang berkuasa, |

Bagi Terpidana yang tidak menjalani pidaia di dalam penjara
meliputi; '

1. Terpidana karena kealpaan; ' .

2. Terpidana karena alasan politik;

3. Dihapus

wajib secara jujur 'dan terbuka mengemukakan kepada
publik;

Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa
pemidanaannya, .wajib secara jujur atau terbuka
mengemukakan kepada public,

Bukan sebagai pelaku kefahatan yang berulang-ulang;

Bukan Mantan Terpidana Bandar narkoba atau bukan
Mantan Terpidana Eﬂ}ahalan seksual terhadap anak,

14. Menimbang bahwa Pasal 4 ayat t!n} dan nfat (2d) PKPU
Pencalonan, yang barbunyi |

2a. Syaral tidak pemmah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang
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diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang
telah melewati jangka waktu 5 (ma) tahun setelah selesal
menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2d. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana
penjara sebagaimana dimaksud pada ayal (3a) terhitung sejak
tanggal bakal calon yang bersangkutan tnlnh selesai menjalani
pidananya sampai dengan pada saat pandaﬂarm sebagai bakal
calon,

15. Menimbang bahwa untuk membuat terang Ketentuan tentang Mantan
Terpidana sebagai Syarat Calon dalam Pemilihan, Majelis

. Musyawarah terlebih dahuly periu mm-npurhmhanghm hal-hal yang

relevan sebagaimana berikut:

a. Bahwa Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi yang
Berdasarkan Hukum (democratische rechistaat) yang meletakkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sebagail Konstilusi Negara sebagaimana diruriuskan dalam Pasal
1 ayal (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa:
Kedaulatan ada di Tangan Rakyat dan dilaksanakan menuni
Undang-Undang Dasar Menimbang bahwa dalam Pemerintahan
Demokratis, Konstitusi  merupakan Hukurd Dasar Megara
(Staatsgrundgezets) dimana salah satu materi  pokoknya
mengatur mengenai jaminan perlindungan dan penghormatan
terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yakni-

1) Persamaan hak terkail dengan Kedudukan Hukum Setiap
Warga Negara dalam Konleks Berbangsa dan Bernegara, hal
ini sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Pasal 28D ayat
(3) UUD Negara Republik Indonesia ‘Tahun 1945 yang
manyatakan: “bahwa Setiap Warga , Negara barhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan™

2)  Jaminan atas Hak F-I.s.asi Manusia bagi selyruh Warga Negara
Indonesia. Hak asali manusia dibagi menjadi dua kategori,
perama ialah kategori Hak Asasi Manusia Absolut atau Hak-
hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

!
i
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sebagaimana 1an::mturn dalam Pasal 28| ayat (1) UUD
Negara Republik Indmmm Tahun 1945 Kategori Kedua
yakni Hak Asasi Manusia Relatif yang merupakan hak-hak
yang dapat dibalasi sebagaimana Pasal 28J UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Hak Dipilih dan Hak Memilih
termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibalasi,
Pembatasan hak ini dapat dilakukan melsiui Undang-Undang
sebagaimana tﬂmurrtum dalam Pasal! 28J) ayat (2) UUD
Negara Repubilik Irr::lr.:rnush Tahun 1845 yang berbunyi;
“Dalam nun;almkan hak dan kebebasannya, setiap orang
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh
undang-Undang dengan maksud semata-mata  untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan kelertiban umum dalam suaty masyarakat
demokratis.

b. Bahwa berkaitan dengan pembatasan Hak Memilih dan Dipilih
dalam Jabatan-Jabatan Publik (official elected) dimungkinkan
bagi Terpidana dikenakan sanksi pidana tambahan melalui
putusan hakim dengan "mencabut hak memilih dan dipilih
dalam pemilihan yany diadakan berdasarkan aturan-aturan
umum” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayal (1) angka
3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan
demikian, pembatasan hak baik menuru! UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1845 maupun KUHP hanva dapal dilakukan
melalui dua cara yakni melalul "Undang-Undang” sebagaimana
Pasal 28. ayat (2) UUD Negara Republik Intonesia Tahun 1045
dan melalui pidana tambahan yang dibarikan oleh Hakim
melalui Putusannya nebagmmana Pasal 35 ayat (1) angka 3
KUHP;

. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 56/PULLXOVINZ019 tanggal 11 Desember 2019
yang pada pokoknya “manyatakan penting bagi Mahkamah untuk

mempertimbangkan keniball bagi calon kepala daerah yang
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pemah menjadi terpidana untuk diber wakiy yang dipandang
cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah
masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani
masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah
mengubah dirinya menjadi baik dan teruji sehingga ada keyakinan
dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi
perbuatan yang pernah Hipidanakan kepadanya termasuk juga
perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak’ hakikat pemimpin
bersih, jujur, dan berintegritas. Pemberian tenggang wakiu
demikian juga sekaligus memberikan kesenipatan lebih lama
kepada masyarakat I:rnl:uk menilai apakah orang yang
bersangkutan telah ' dipandang cukup  menunjukkan
kesungguhannya untuk berpegang pada nH‘-?ilnilﬂt demokrasi yang
disebutkan di atas. Dengan kata lain, “pemyalaan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan
lerpidana” semata-mata tidaklah memadai lag”

. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: S6/PUU-XVII/2019 Tanggal 11 Desember 2019
yang pada pokoknya ‘menyatakan, “demikian juga terhadap
lamanya tenggat waktu Mahkamah juga tetap konsisten dengan
merujuk pada pertimbangan hukum FPulusan  Mahbkamah
Konstitusi Nomor 4/PUU-VIFZ009 yaitu Bagi Calon Kepala Daerah
yang telah selesai manjelalani masa pidana diharuskan menunggu
waktu selama 5 (lima) Ial';un untuk dapat mengajukan diri menjadi
Calon Kepala Daerah kecuali terhadap Calon Kepala Daerah
yang melakukan Tindak Pidana Kealpaan dan Tindak Pidana
Politik dalam pengertian sualy perbuatan yang dinyalakan
sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena
pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan
rezim yang sedang berkuasa. Bahwa adapun argumentasi
Mahkamah untuk memberiakukan waktu tunggu sebagaimana
tersebut di atas penting bagi Mahkamah untik mengutip kembali
pertimbangan hukum Pulusan Mahkamah , Konstitusi Nomor
4/PUUVIIZ009 yang pada pokoknya adslah, * Dipitihnya jangka
waktu 5 (lima) tahurll untuk adaptasi bessesuaian dengan
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mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan, Umum (Pemilu) di
Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatil,' Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.” Dengan demikian argumentasi Mahkamah lersebut
sekaligus sebagai hﬂrrlull: penegasan bahwa Mahkamah tidak
sependapat dengan dalil para Pemohon yang memohon masa
tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah Mantart Terpidana selesai
menjalani pidana penjarh berdasarkan Putusan Pengadilan yang
telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap®.

@ Bahwa Fatwa Mahkamah Agung dalam  Surat No.

30/Muada Pid/IX/2015 Tenggal 16 Snmambar 2015 yang pada
pokoknya menyatakan bahwa “Mantan Tarpidann meskipun telah
Dijatuhi Pidana belum tenty menjalani pidana di dalam LAPAS,
misalnya seseorang yang dijatuhi pidana dan;;un pidana penjara
selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu)
tahun, sehingga dia berstatus Terpidana tetapi hdak perlu
menjalani pidana di dalam LAPAS"

16. Menimbang bahwa terhadap Ketentuan Syarat Calon Mantan

Terpidana yang harus memenuhi unsur tidak pernah sehagai
terpidana  berdasarkan  Putusan Pengadlian  yang  telah
memperoleh Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau
lebih dan telah melewati jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara bardasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyal  kekuatan hukum  tetap, Majelis  Musyawarah
berpendapat

a. Bahwa syarat Calon bagi Mantan Tamﬁa.na hersifat berlapis dan
berienjang yang lerdiri dari syarat umum dan syarat khusus.
Syarat umum yang wajib dipenuhi ketika hendak mencalonkan diri
sebagai Kepala Daerah adalah "Tidak pemah sebagai terpidana
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempearoieh
kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang
diancam dengan Pidana Penjara 5 (ima) Tahun atau jebih:
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b. Bahwa syarat umum tersebut dikecualikan, sepanjang terpidana
melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik.
Sedangkan syaral khusus bagi Mantan TEI‘DI:.".'EHH. mefiputi: (i)
telah melewati jangka waktu 5 (ima) tahun setelah mantan
terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah mempunyal Kekuatan Hukum
Tetap, (i) secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenal
latar belakang jati dirinya sebagai Mantan Terpidana; dan (iii)
bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Ketiga
syarat khusus bagi Mantan Terpidana ini bersifat kumulatif:

¢. Bahwa batasan bagi seseorang calon dikatakan sebagai Mantan
Terpidana adalah “telah selesai menjalani Pidana Penjara’, yaitu
‘tidak lagi sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di
Lapas”. "Telah selesai menjalani Pidana Penjara” tidak termasuk
dalam pengertian “Pembebasan Bersyarat”, :

d. Bahwa Mantan Terpidana meskipun telah 'dijatuhi pidana belum
tentu menjalani pidana di dalam Lapas. ‘Tl'dﬂlt semua Mantan
Terpidana ity Mantan Marapidana, namun Mantan Narapidana
sudah pasti Mantan Terpidana: ;

e. Bahwa frasa Pidana Penjara pada I':a'l-mgan “telah melewati
jangka waktu 5 (lima) "lahun selelah selesai menjalani Pidana
Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap” sebagaimana diatur PKPU Pencalonan a
quo lidak dapat dimaknai atau ditafsirkan lain selain dari Pidana
Penjara atau Kurungan Radan.

17. Menimbang bahwa PEMOHON atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya,
S.E, MM, merupakan Mantan Terpidana yang diancam dengan
Fidana Penjara paling lama & (enam} Tahun (VIDE BUKT! T-12)
sehingga Majells Musyawarah berpendapat yang bersangkutan wajib
memenuhi ketentuan telah melewati jangka wakiu 5 (lima) Tahun
setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
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18. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pungm:lﬂnn Tinggi

19.

Tanjungkarang Momor 122/Pid/2014/PT TJK Tanggm 25 Februari
2015 PEMOHON atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, SE, MM,
telah dijatuhi pidana sebagal benhu’r

a. Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan: ' .

b. Bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian
hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terpidana
sabelum lewal masa pnmuhm 18 (delapan belas) bulan telah
melakukan perbuatan yang dapat dihukum. (VIDE BUKTI P-4 dan
VIDE BUKTI T-12). '

Sehingga Majelis Musyawarah berpendapat bahwa walaupun Vonis

Pidana Penjara selama B8 (delapan) bulan dikenakan kepada

PEMOHON atas nama Hj. Melin Haryani Wﬂnya SE, MM., akan

talqﬁmnhtarsﬂbuthﬂakp&mhdijﬂnmuhlnggaﬂdaﬁmah

dikenakan Stafus Harapddar;a dikarenakan yang bersangkutan tidak
melakukan perbuatan yang dapat dihukum uelarrna 18 (delapan
belas) bulan masa Hukuman Percobaan, '

Menimbang bahwa berdasarkan kelerangan ahli di bawah sumpah
atas nama Dr. Eddy Rifai, S H MH. yang juga lelah disampaikan
secara lertulis pada Musyawarah Terbuka yang pada pokoknya
menyatakan bahwa yang dimaksud 5 (ima) Tahun sebagaimana
Undang-Undang adalah 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalani
Pidana Penjara I:rmd:markan Putusan Pengadilan, artinya beraku
terhadap Terpidana yang -:IlhuImm Pidana Penjara Badan di
Lembaga Pemasyrakatan (LAPAS) namun apabila terpidana tidak
diperintahkan dihukum  Pidana Penjara Eadan secara Mutatis
Mutandis maka jangka 5 (hma) tahun adalah I:Iimuhl] setelah
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (25 Februari 2015):

- Menimbang bahwa pengaturan mengenal syaral Calon Bagi Mantan

Terpidana berdasarkan Ketentuan Pasal 4 .ﬂwal (2a) dan Ayal (2d)
PKPU Pencalonan a que, tidak mengatur s&r:urn lunas permasalahan
Bakal Calon yang dikenakan Pidana Penjara kurang dari 1 (satu)
tahun dan tidak menjalani Pidana Kurungan badan namun menjatani
Pidana Percobaan, sehingga pengenaan ketentuan PKPU
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21.

22,

23,

Pencalonan a quo terhadap Pemohon yang berakibat pada
penetapan status tidak memenuhi syaral dan hilangnya Hak
Konstitusional PEMOHON untuk mancalonkan 'diri dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati LM'IFung Selatan Tahun 2020 adalah tidak
berkesuaian dengan Amanat Pasal 7 ayat (2) huruf 8 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Hm‘milum Nomor 56/PUU-
XVIIV2018 Tanggal 11 Desember 2019, dan Fatwa Mahkamah Agung
Nomor 30/Tuaka Pid/1X/2015 tanggal 16 Baptamher 2015;

Menimbang bahwa memperhatikan Amar dan Tanggal Putusan
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 122/Pid2014/PT TJK
maka terhitung sejak tanggal 25 Februari 2020 PEMOHON atas
nama Hj. Melin Haryani qun. S.E, MM, telah melewati jangka
wakiu 5 (lima) tahun ﬂ-ﬂtﬂlﬂh salesai nmnfaluni Pidana Penjara
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memmmyaf Kekuatan
Hukum Tetap sebagaimana diatur dalam PKPU Pencalonan a quo;
i

Menimbang bahwa sesua! dengan Fakia Mysyawarah secara
Terbuka yang terdiri dari ‘pengakuan Pemohon dan Termohon,
keterangan saksi serta alat bukti, terhadap Ketentuan Kelengkapan
dan Keabsahan Syarat Pencalonan dan E',r:;mt Pasangan Calon
sebagaimana diatur dalam PKPL) Pennah;nan a quo, selain
Ketentuan mengenai pemenuhan jangka wakiu 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan
Fengadilan yang telah mempunyal Kekuatan Hukum Tetap,
PEMOHON telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagal
Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupatan Lampung Selatan (VIDE BUKTI T-*ID' BUKT! T-25 dan
BUKTI T-26);

Menimbang bahwa lerhadhp Dalil, Bukti, Ahli dan Saksi yang
diajukan oleh Pemohon dad Termohon vang lidak terkait dengan
Petitum Pemohaon, Majelis Musyawarah memandang tidak Relevan

untuk Mempertimbangkannya
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H. KESIMPULAN '

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum dan Pendapat
Hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Maielis Musyawarah
menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang wakiu pengajuan’ Permohonan sesuai dengan Kelentuan
Peraturan Perundang-undangan '

2. Surat Keputusan yang diajukan sebagai Objek dalam Permohonan
merupakan Objek Sengketa Pemilihan: by

3. PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (iegal standing) dalam
mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan:

4 Majelis Musyawarah berwenang Memeriksa dan  Memutus
Permohonan Pemohon;

5 Permohonan PEMOHON memiliki alasan yang cukup untuk
dikabulkan seluruhnya, !

Mengingat, Undang-Undang Momor 1 Tahun 2015 tentang Penstapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang'Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilinan Gubernur, Bupali dan Wall Kota menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kaii terakhic
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tantang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Momor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Fﬂngg&nh Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota
menjadi  Undang-Undang menjadi  Undang-Undang juncto putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 48/PUU-XVIIF2019 tanggal 29 Januari
2020 juncto Peraturan Bawash Nomor 02 Tahun fzuzu Tentang Tata
cara Penyelesalan Sengketa Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur.
Bupati dan Wakil Bupali serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
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MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemphon untuk Seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Selatan Nomor BOMHK.03.1-Kpt/180 1 /KPU-Kab/IX/2020
Tanggal 23 September 2020, Berta Acara Nomor B0/PL.02.3-
BA/O3/KPU-Kab/IX/2020 Tanggdl 23 September 2020 dan Berita Acara
Nomor 61/PL.02.3-BA03/KPU-KAbIX/2020 Tanggal 23 September 2020
yaitu pada frasa Tidak Menetapkan Bakal Pasangan €alon H.Hipni, §.E
dan Hj. Melin Haryani Wiaya, S E, M.M yang diusung Partai Gerindra (7
Kursi), Partai Amanat Nasional (7 Kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (4
Kursi) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara model BA HP
Perbaikan- KWK karena tidak memenuhi syaral sebagai calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Lampunr Selatan Tahun 2020,

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan yang
menetapkan Bakal Pasangan Calon H. Hipni, S E dah Hj. Melin Haryani
Wijaya, 5.E, MM yang diusung Partai Gerindra (7 Kursi), Partai Amanat
Nasional (7 Kursi), Pariai Kebangkitan Bangsa (4 Kursi) sebagai
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020

4. Memerintahkan Termohon untu’:r. Menindaklanjuti Putusan ini paling lama
3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dlvhil:.nh.lan
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Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawasiu Kabupaten Lampung
Selatan pada hari Jumat, Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua
Puluh cleh 1) Hendra Fauzi 2) Wazzaki 3) Khoirul Anam 4) Ilwan
Hidayat, dan 5) Fakhrur Rozi masing-masing sebagal Ketua dan Anggota
Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan dibacakan di hadapan para
pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal Empat bulan
Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Oleh 1) Hendra Fauzi 2) Wazzaki 3)
Khoirul Anam masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu
Kabupaten Lampung Selatan dan dibantu oleh Erlina sebagai sekretaris
musyawarah yang disaksikan oleh PEMOHON dan TERMOHON.

MAJELIS MUSYAWARAH
Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan

Ketua Majelis,
ttd
Hendra Fauzi
Anggota Majelis, Anggota Majelis,
tted ttd
Wazzaki Khoirul Anam
Anggota Majelis, Anggota Majelis.
ttd tid
Iwan Hidyat Fakhrur Rozi
Sekretaris Musyawarah,

Salkean Putusan im dibuat sesua dengan Aslnya
td fanggll @ Buan 10 Tahun 2930

Erlina
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